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ABSTRAK 

Nama ; Sahrawati 
Program Studl ; Magister Kenotariatan 
Judul : Analisis Hak Milik Tanah dalam Sengketa Tanah di Palopo 

Makassar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
311PdLGI2005/PN.PLPtangga113 Pebruari 2006} 

Setelah berlakunya UUP A pada tanggal 24 September 1960. berakhirnya masa 
dualisma hukum tanah yang ber1aku di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum 
tanah. Hak~hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak·hak: atas 
tanah yang baru sebagaimana diatur dalam UUP A. Pemilik tanah yang belum 
melakukan pandaftaran hak atas tanabeya mengganakan tanda bukti pembayamn 
pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang ber>angkutan. Sementara dalam 
salah satu somber hokum yaitu yurisprudensi nomor 341K!Sip/l960 menyebutkan 
babwa surnt pembayaran pajak bukan merupekan petunjuk siapa yang barus 
membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu. Namun, dengan adanya 
keterangan dari para saksi dapat membuat suatu persangkaan o1eh hakim untuk 
memutuskan perlwa sengketa tanah. Meski pemilik tanah yang sebeeamya tidak 
memiliki sertifikat. Oleh karena itu. pentingnya pendaftaran tanab adalah sebegai 
jaminan kepastlttn hukum hak atas tanah. PeneJitian ini merupakan penelitian 
hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dilakukan 
da!am penelitian ini adalah pendekatan kualltatif. Jenis data yang dipergunakan 
adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung dengan menghimpun 
berbagai literatur dan pera.turan perundang-undangan. Tek.nik pengumpulan data 
dilakukan dengan cam wawancara dan studi dokumen. Da1am penelitian ini pada 
prosedur penyelesaian sengkcta tanah hak milik terdiri dari tiga hal yaitu 
pcraturan perundang-undangan mcngenai tanab, peristiwa hukum beserta metode 
penemuan hukum yang digunakan dan putusan hakim. Peraturan perundang .. 
undangan m<IJgenai tanab yang digunakan adalab Pasal 23, 32 dan 38 UUPA dan 
PP !0/1961 serta PP 2411997. Metode penemuan hukum yang digunakan adalab 
persangka.an hakim da1am memutuskan yaitu bukti ben1pa Ipeda dan keterangan 
saksi. Hasilnya, ditua.ngktin daJam kesimpulan bahwa negara memberikan 
perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak miitk adat yang beririkad baik 
yaitu menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan 
didukung alat bukti lain untuk tanah hak Jama dan alat bukti yang diatur da1am 
Pasal 174 HIR. 

Kata kund: sengketa tanah, hak milik, pendaftaran tanah. 
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Abstract 

After be valid according to the laws of agraria (UUPA) on September, 24, 1960 
end in dualism system of land in Indonesia to be unification of land. Former right 
of land on conversion laws to be modem right properly arranged at laws of agraria 
(UUPA). The owner of land who didn't make registration of his land made use of 
proof tax payment as his ownership. Based on yurisprudence no. 341KJSipll960 
mentioned that proof of tax payment is not guidance of who has to pay the land. 
Bu~ with witness information made judge presupposition to decided the dispute of 
land case. Altough he doesn't have certificate. Therefure, registration of land be 
the need to legal security. This is descriptive normative research with qualitative 
method and used secondary data by gather from many of literarure and land of 
regulations, This technical researeh used interview and documents study. The 
regulation of land such as article 23~ 32 and 38 UUPA and government rules no. 
24/1997. Final conclusion is the state give protection for ownel' the former land 
who has an intention well with proofoftaxpaymentruted in article 174 HIR. 

Keywords: dispute of land, owner of right, registrntion ofland. 
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BABJ 

PENDAIJULUAN 

1.1 Latar Bcl:akang Masalah 

Tanah adalah mcrupakan Sumber Daya A lam sebagai karunia dari 

Tuban Yang Maha Esa kepada manusia untuk mencukupi kebutuhan~ 

kcbutuhan hidupnya baik secara langsung, seperti: bcrcocok tanam dan 

sebagai tempat tinggal (perumahan), maupun untuk melaksanakan 

usahanya, seperti: untuk tempat perdagangan, industri; pendidikan, serta 

pembangurum sarana dan prasarana Iainnya. 

Seiring dengan perkembangan~perkembangan yang ada maka 

kendala yang dihadapi adalah: pertumbuhan penduduk yang meningkat 

secara terus-menems, sedangkan ketersediaan akan tomah semakin hari 

semakin terbatas. Karena semakin terbatasnya tanah yang tersedi~ namun 

kebutuhan manusia akan tanah terus~mencrus meningkat, maka tidak 

tertutup suatu kemungkinan akan timbul benturnn-benturan terhadap 

kepe:milikan tanah, yang dapat menciptakan permasalahan~permasalahan 

atas l.allah (konflik I sengketa). 

Tanah dalam hukum adat merupakan masalah yang sangat penting. 

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah 

dikuasai sejak dulu. Pcrnilikan tanah diawali dengan menduduki suatu 

wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik 

bersarna). Khususnya di wiJayah pedesaan di luar Jawa, tanah ini diakui 

oleh Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis baik berdasarkan hubungan 

keturunan maupun wilayah. 

Seiring dengan pcrubahan pola sosial ekonomi dalam setiap 

masyarakat, tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap 

dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan secara bergilir. 

Penggarapan tanah diatas hak atas tanah orang Jain seringkali teljadi 

sehingga dapat menyebabkan konf!ik. 

1 UniVersitas Indonesia 
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Konflik tanah merupakan persoalan yang serirtg terjadi dimana

mana dimuka bumi ini. Dengan kata lain konnik mcrupakan situasi atau 

kondisi adanya pertenlangan atau kelidakscsuaian antara para pihak yang 

akan dan sedang mcngadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya 

konOik akan tanah dapat terjadi karena interaksi atau hubungan antara 

sesama manusla, baik antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok maupun kelompok dengan kelompok, Suatu konflik 

berkembang menjadi suatu sengkcta, apabila pibak yang merasa dirugikan 

telah menyatakan rasa ketidakpuasan atau ke~rihatinannya., baik secara 

langsung kepada pihak~pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugtan 

atau pihak lain. Dengan demikian konflik akan berubah menjadi sengketa 

apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu untuk 

menghindari ataupun mengurangi konflik (sengketa), maka diperlukan 

sejumlah kebijaksanaan (seperangkat aturan·aturan hukum) yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk memberikan perlindungan kepada 

para pemegang Hak Atas Tanalt. 

Kepala Badan Pertanahan Nasional (KB~N) mengatak.an terdapat 

sedikitnya 2.310 kasus sengketa tanah skala nasi<Jmd.1 Menurut Kepala 

Badan Pertanahan Nasiona~ setidaknya ada tiga hal utama yang 

menyebabkan terjadinya sengketa tanah: 

Perlamo~ persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas., 
akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki 
sertifikat masing-masing. 
Kedua, Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. 
Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilika.n tanah ini baik untuk 
tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan 
baik secara ekonomi, poiitis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat 
bawah, khususnya petani/penggarap tanah memik:ul beban paling berat 
Ketiga, Legalitas kepemilikan tanah yang sernata-mata didasarkan pada 
bukti fonnal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. 
Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertiflkat 
dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah 
membelinya dari para petani/pemHik tanah, tetapi tanah tersebut lama 
ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian mang menganggap remeh 

BPN: Ada 2.810 Kmt<S Sengketa T(J.J'Ch Skala Nm/ort(lf 
h!!p.;(/www .antarn.ro.idfarc/2007/Sf22Jl;pn-ada-2811Ht!!$!lWCmlkcta-tanah:*illa: 
~J!l!. 22 Mei 2001 

Universitas Indonesia 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



3 

rlcngan mcnmndang scbelah mala persoalan sengkcta tanah ini, padahal 
pcrsoalan ini mcrupakan pcrsoalan yang harus segera dicarikan sotusinya. 
Kenapa dcmikian? Karcna sengkcta tanah sangat berpotensi terjadinya 
konnik antar ras., suku dan agarna. Akibatnya harga diri harus 
dipertaruhkan.2 

Bcrdasarkan Undang~undang Nomor 5 Tahun 1960 lcntang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga dikenal scbagai Undang

undang Pokok Agraria (UUPA) ada ketcntuan yang menyebutkan ja:minan 

bagi setiap individu Warga Negara Indonesia uotuk memilild tanah. 

Ketentuan ini tercantum daJam Pasal 9 ayat (2) UUPA.3 Bila mcngacu 

pada ketentuan tersebut semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

dapat menerbitkan dokumen legal untuk kepentingan rakyat 

Tida.k hanya sertifikat yang diakui sebagai bukti kepernilikan 

tanah. Girik juga masih diakui keabsahannya. Carut-marut administrasi tak 

han)'a mengaburkan kejelasan kepemUikan tanah, tapi juga menjadi potensi 

konflik yang Iaten. Meski sepakat masalah administrasi harus dibereskan, 

soiusi untuk mengatasi persoalan pertanahan harus Oilakukan secara 

tnenyeluruh. 

lnstitusi peradUan yang menjadi ha.rapan terakhir masyarakat 

untuk menyelesaikan sengketa tanah juga hams diperbaiki. Tidak jarang 

putusan pengadilan justru menjadi pcmicu konflik pertanahan dan meiukai 

rasa keadilan masyarakat. lndikasi pennainan mafta pertanahan dan mafi3. 

peradHan sudah menjadi rahasta umum. 

Kalaupun para penegak hukum main bcrsih, masalah pemahaman 

hakim terhadap kasus tanah masih menjadi persoatan. Sengketa tanah bisa 

digolongkan dalam dua jcnis yakni sengketa akibat kusutnya administrasi 

pertanahan dan sengketa tanah struktural ketika kepentingan negara 

berhadapan dengan kepentingan masyatakat. BPN saat ini banya berkutat 

:t Ekasaputra, http://ck.a1rqnik:.com[gootent/ytew1t sa§! 

3 lndonesla. Undang·undang Pokok Agararia Nomor 5 Tahun 1960 Pasa! 9 ayat (2) yang 
berbunyi: Tiap-tiap wargancgara Indonesia. baik !akl-lak.i maupun wanita mempunyni 
kesempatan yang sama untuk mempcroleb sesuatv hak alas tanah serta untuk: mendapat 
man.faat dan hasilnya, balk bagi dirl sendlri maupun keluargsnya. 
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pada pcrsoalan administrasi, tidak mcncmpatkan lanah scbagai hal yang 

mendasar. 

Pcnyclcsaian scngketa tanah dapat dilakukan antara lain: satu, 

sccara musyawarah; dua, melalui badan perndilan umum, jtka scngkctanya 

mengenai penyelcsaian tentang larangan pcmakaian tanah tanpa izin yang 

berhak atau kuasanya atau me1aiui peradilan Tata Usaha Negara; tiga., 

melalul arbitrase dan altematif penyelesalan sengketa.4 

Pcnyclesaian scngkcta di antara para pihak baik sesama warga 

maupun penguasa. bertindak sebagai hakim sendiri mcskipun mcmpunyai 

bukti bahwa dialah yang berhak atas tanah yang disengketakan. 

penyelesaian sengketanya wajib diajukan kepada pengadilan, kalau tidak 
• 

dapar diselesaikan melatui musyawarah. 

Demikianlah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 

11 Juni 1958 Nomor 279/KISip/1957: " Seseorang yang merasa dirinya 

berltak menguasai sebidang sawah yang berada ditangan orang lain, tidak 

dipefbolehkan begitu saja merebut sawah itu, meiainkan harus mengguga.t 

orang Jain itu dimuka pengadilan. Maka oleh karenanya gugatan, terltadap 

ornng yang merebut sawab itu. agar sawah dikem!>alikan, dikabulkan tanpa 

memeriksa. siapakah yang berhak menguasainya.... Bagi tergugat masih 

senantiasa terbuka kemungkinan untuk mtnggugat penggugat. agar 

ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah tersebut. 

Kasus sengketa tanah yang diangkat dalam penulisan tesis ini sudah 

terjadi puluhan tahun yang lalu. Tanah tersebut merupakan harta warisan 

yang dikuasai lama oleh orang lain. Dalam hal ini orang yang 

menguasainya telah melakukan intimidasi hanya karena ia adalah seorang 

tentara. Pada dasamya kasus tanah tersebut pernah dihadapkan di meja 

hijau namun akhimya di:selesaikan dengan damai karena pihak yang 

menguasai adalah seorang yang berlruasa. Hingga akhimya penggugat 

diJanjutkan oJeh ahli warisnya dengan mengajukan kembati kasus ten>ebut 

., Ny. Arie :i. Hutagalung. Tebaro.tl Pemikiran Seputar Marolah Hukttm Tamh. (Jakmta: 
LPH~ 2005). Hal. 372-374. 
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ke mcja hijau sebagai bentuk harga diri yang harus dipertahankan dcmi 

suaru kcbcnaran. 

1.2 Pokok Permasalahau 

Berdasarkan iatar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka pokok pennasalahannya adalah; 

1. Bagaimanakah status tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

3 J/Pdt.GI2005/PN.Palopo tanggal I 3 Februari 2006 ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak m ilik at as 

tanah daiarn penyelesaian sengketa tanah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui status tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor 31/Pdt.GI20051PN.Palopo tanggal 13 Februari 2006. 

2. Untuk mengetahui per!indungan hukum terhadap pemegang hak milik 

atas tanah daiam penyelesalan sengketa tanah. 

1.4 M~tode Penelitiao 

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunak:an metode 

penelitian hukum normatif.5 Metode ini dikena1 juga dengan studi 

kepustakaan yaitu suatu metode penelitian hukum yang memperoJeh data 

untuk dianalL"lis dart berbagai sumber kepustakaan. Setiap penelitian 

hukum nonnatif menentukan klasifikasi data menurut kekuatan 

mengikarnya. Klasifik:asi bahan-bahan hukum tersebut dlgolongkan 

menjadi: data primer, data sekunder~ dan data tersier.6 Data primer adah~:h 

data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data 

sekunder adalah data te[ah dalam bcntukjadi. Data tertier adalah data yang 

berfungsi sebagai penunjang. 

~ Socrjono Soeb.nto. Penganrar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Pres. Hal, 41. 

c S~>erjono Soekanto dan Sri Marnudji. Pcnclitian Htlkum Normatif SuaJu Tinjavun 
Singkot, Jalou"!a: Raju.wali Press 1985. Hal. 33. 
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Berdasarkan pengertian tersebul, pene!itian normat[f mengenm 

analisis status tanah dalam sengketa tanah di Pa1opo-Makasar) akan 

meneliti obyek sengketa tersebut dengan menggunakan data sekunder dan 

data primer sebagai pendukung diantaranya adalah: 

1.4.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang akan diteliti adalah: Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentaog Undang-Undang 

Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentaog Pendafiaran Tanah, Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Peraturan Kepala BPN Nomor I Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaa.n Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menteri 

Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun I 997 ten tang Pendafiaran Tanah. 

1.4.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang diperlukan terdiri dari buku-buku, 

artikel, makalah, internet tentang hukum tanah dan sengketa tanah. 

1.4.3 Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukwn tersier yang digunakan antara lain bersumber dari 

kamus hukum, ensiklopedia, dan sehagainya. 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pun.gumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan 

tesis, umumnya merupakan metode-metode ilmiah yang diperoleh dengan 

cara mengwnpulkan data dan informasi yang ernt hubungannya dengan 

obyek penetitian. Metode ilmiah yang digunakan adalah sehagai berikut: 

1.4.1.! Penelitian Lapangan (Field Research) 

Y aitu pengwnpulan data di Pengadilan Negeri Palopo an tara lain 

denganjalan: 
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a. Dokumentasi Data (Documentation) 

Adalah metode penelitian data secara langsung dari sumber data 

melalui pendokumenstasian berkas~berkas Putusan Pengadllan 

Negeri Palopo rnengenai Sengketa Tanah. 

b. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 

atau mengadakan komunikasi timbal balik dengan petugas yang 

berwenang yaitu petugas Pengadilan Negeri Palopo. 

1.4.1.2 Penelitian Kepustakaan 

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan jalan mempelajari 

literatur-Jiteratur yang berhubungan dengan rnasalah yang diteliti. 

Metode ini dirnaksudkan untuk mernperoleh landasan yang kuat 

mengenai pengetahuan teori sebagai dasar penyusunan tesis ini. 

Metode penelitian normatif ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif analitis dengan tujuan menggambarkan perrnasalahan dengan 

menguraikan secara jelas, sistematis~ nyata dan tepat mengenai faktarfakta 

yang ditemukan terkait dengan peraturan dan pelaksanaan sehingga 

penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tesis ini diuraikan menjadi 3 (tiga) bab, dimana bab-bab tersebut 

terdiri dari bebempa sub bab dengan penjabaran sebagai beriknt: 

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari Jatar belakang 

masalah, pokok permasalahan, metode penelitian yang dilakukan dalam 

penulisan ini dan sistematika penulisan yang berisi kerangka tesis. 

Bab !I Analisis Hak Milik Tanah Dalarn Sengketa Tanah Di Palopo, 

Makassar (Studi Kasus Pntusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 

13/Pdt.G/PN.PLP tanggal 13 Februari 2006) 

Mengurnikan teori-teori dan analisis dari putusan Pengadilan Negeri 

Nomor 31/Pdt.G/2005/PN.Palopo mengenai sengketa lanah yang sub 
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babnya terdiri dari terjl'\dinya hak rnilik atas !anah, cara memperoleh hak 

miltk, sengketa tanah hak milik, upaya penyelesaian bagi sengketa tanah 

hak milik, eksistensi sertipikat hak milik atru; tanah sebagai ala! bukti hak 

dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak 

mllik atas tanah. 

Bab Ill merupakan bab penutup, sebagai akhir seluruh pembahasan 

yang terdiri dari simpulan sebagai jawaban dari permasalahan serta saran

saran sehubungan dengan permasalahan kasus sengketa tanah tersebut 

diatas. 

Universitas Indonesia 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



BABII 

ANALISJS HAK MILIK TANAH DALAM SENGKETA TANAH 

DI PALOPO, MAKASSAR 

(Studi Kasus Pntusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 

13/Pdt.G/PN.PLP tanggal 13 Februari 2006) 

2.1 Hak Atas Taoah 

2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah 

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi 

wewenang kepada pemegang haknya ontuk mempergunakan atau 

mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan 

"mempergunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu 

dlpergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan 

perkataan "mengambit manfaat" mengandung t:tengertian bahwa bak atas 

tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan. 

misalnya pertanian:. perikanan, petemakan, perkebunan. 

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang 

hak atas tanah diberi wewenang untuk memperguuakan .~nah yang 

bersangkutan, demlkian pula tubuh bumi dan air serta r.J.ang yang di 

atasnya sekadar dlperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas rnenurut UtJPA dan 

peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

2. 1.2 Asas Hak Atas Tanah 

Effendi Perangin Angin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah 

keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertutis maupun yang 

tidak rertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas larulh yang 
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merupakan lcrnbuga~lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum 

yang konkret.1 

Terdapat 2 macem asas dalam Hukum Tanah dalam hubungan 

hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, yaitu: 

2.1.2.1 Asas Accessie atau Asas Perlekat.nn 

Bangunan dan tanaman yang ada di alas tanah dalam asas ini, 

merupakan satu kesatuan dengan 'tanahnya; bangunan dan tanaman 

tersebut merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas 

tanah dengan sendirinya. !<.arena hukum meliputi juga pemilikan 

bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali 

kalau ada kesepakatan lain dengan piha.k yang membangun atau 

menanamnya. Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya 

karena hukum juga mengenai bangunan dan tanaman yang ada di 

atasnya. 

2.1.2.2 Asas Horizontale Scheiding atau Asas Pemisahan Horizontal 

Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah dalam asas ini, bukan 

merupakan bagian dati tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya 

meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. 

Perbuatan hukum mengenai tanah tida.k den.gan sendirinya meliputi 

bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Jika perbuatan hukumnya 

dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal ini 

secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan 

dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. 

2.1.3 Runng Lingkup Hak Atas Tanah 

Dasar hukum kctentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal4 

ayat (1) UUPA, yaitu" atas dasar hak rnenguasai dari negara atas tamlh 

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam

macam bah atas pennukrum bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

1 Effendi Pernngin Angin. Hufrum Agroria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang 
Proktisi Hui:J1m. Jakarta: R<tjawali, 19&9. HaL 195. 
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dibcrikan kcpada dan dipunyai olch orang·orang, baik scndiri maupun 

hcrsama·sama dengan orang-orang lain serta badan~badan hukum". 

2.1.4 Sumber Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas 

tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia 

rnaupun warga negara asing, sekelompok orang seeara bersama-sama, dan 

badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. 

Menurut Soedikno Mertokt~sumo., wewenang yang dipunyai oJeb 

pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dlbagi menjadi 2, yaitu: 

2.1.4.1 Wewenang umum 

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya. termasuk juga 

tubub bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan 

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu dalam batas.~batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan 

bukum lain yang lebib tinggi (Pasal4 ayat (2) UUP A). 
2.!.4.2 Wewenangkhusus 

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas Umah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan 

macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik 

ada1ah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan 

bangun~ wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan a:da1ah hanya 

untuk menditikan dan mernpunyai bangunan di atas tanah yang bukan 

miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaba adalah 

menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang 

pertanian, peternakan, atau pefkebunan.i 

Macam-maca.m hak atas tanah dimuat dalam Pasai 16 jo Pasal 

53 UUPAt yang dfkelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu: 

1:1 Soedikno Merlokusumo. Hukum r.k!n PolitikAgrnria. Jakarta: Universitas Terbub. Karunika, 
1988. Hal. 12. 
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2. 1.4.2.1 Hak atas tanah yang bcrsifat tetap 

Yaitu hak~hak atas tanah ini akan tctap ada selama UUPA 

masih berlaku atau belum dkabut dengan undang~undartg yang baru. 

Macam~macam hak atas tanah ini adalah Hak Mitik, Hak Guna Usaha. 

Hak Guna Bangunan. Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak 

Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. 

2. 1.4.2.2 Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 

Y a.itu hak atas tanah yang akan lahir kemudilll'l, yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini macamnya 

belum ada. 

2.1.4.2.3 Hak atas ta.nah yang bersifut sementara 

Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang 

singkat akan dlhapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat 

pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa 

UUPA. Macam-macam bak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai 

Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Petjanjian Bagi Hasil), Hak 

Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 

Hak-hak atas tanah yang disebutkan daiam Pasal 16 jo Pasal53 

UUPA tidak bersifut limitatif, artinya di samping hak-hak atas tanah 

yang disebutkan dalam UUPA, .kelak dimungkinkan lahimya hak atas 

tanah barn yang diatur secara khusus dengan undang-undang. 

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, 

yaitu: 

2.1.4.2.3.1 Hak atas tanah yang bersifat primer 

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam

macam hak aw tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan. Hak Pakai. 

2.1.4.2.3.2 Hak atas tanah yang bersifat sekunder 

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam

macam hak ams tanah ini ada1ah Hak Guna Bangunan Atas Ta.nah 

Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, 

Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha 
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Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Mcnumpang, dan Hak 

Sewa Tanah Pertanian. 

2.2 Hak Milik 

2,2.1 Ketentuan Umum 

Ketentuan mengenai Hak Milik disebulkan da!am Pasal16 ayat (I) 

huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 

27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (I) UUPA. ketentuan lebih lanjut 

mengenai Hak Milik diatur dengan undang~undang. Undang-und3ing yang 

diperintahkan disini sampai sekarang be1um terbentuk. Untuk itu 

diberlakukanlah Pasal 56 UUPA, yaitu selama undang-undang tentang 

Hak Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan

ketentuan hukum adat setempat dan peiaturan-peraturan lainnya mengenai 

bak~hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana mirip dengan 

yang dimaksud dalam Pasal 20 UUPA sepanjang tidak bertentangan 

dengan UUPA. 

2.2.2 Pengertian Hak Milik 

Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (I) UUPA adalah ilak turun 

temurun. terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang ~~s tanah 

dengan mengingat ketentuan daiam Pasal 6 UUPA. Turun-temurun artlnya 

Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih 

hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat 

dilanjutkan ofeh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek 

Hak Milik. Tetkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila 

dibandingkan dengan hak: atas tanah yang lain. tidak mempunyai batas 

waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak 

rnudah hap us. T Cipenu~ artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang 

kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas taoah 

yang lain, dapat menjadi induk bagi hak. atas tanah yang lai11,c tidak 

berinduk pada hak alllS tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih 

luas bila dibandingkan hak atas tanah yang lain. Hak Milik atas tanah 
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dapat dipunyai oleh perseorangan warga negara Indonesia dan badan

badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah, Dalam rnenggunakan Hak 

Milik atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial atas tatJah, yaitu dalam 

menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, 

pengggunaan lanah harus disc:suaikan dengan keadaan dan sifat hakrtya, 

adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 

umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan 

dan mencegah kerusakarmya. 

2.:1..3 Peralihan Hak Milik 

Peralihan Hak Milik aills tanah diatur dalam Pasal 20 ayat {2) 

UUPA, yaitu Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Dua bentuk peralihan Hak Milik alas tanah dapat dije!askan sebega] 

berikut: 

2.2.3. I Beralih 

Beralih artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah rlari 

pemiliknya kepad.a pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. 

Dengan meninggalnya pemilik tanah, maka Hak Miliknya secara 

hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya 

rnemenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. 

Beralihnya Hak Milik atas tanah yang tolah be"<)rtifikat harus 

didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan 

melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat 

oleh pejabat yang berwenang., surat keterangan sebagai ahli waris yang 

dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris, 

sertilikat tanah yang hersangkutan. Maksud pendallacan peralihan Hak 

Milik alas lanah ini adalah un!uk dieamt dalam Buku Tanah dan 

dilakukun perubeben nama pemegang hak dari pemilik lanah kepada 

para ahli warisnya. 
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2.2.3.2 Dialihkanlpemindahan llak 

Dialihkan/pemindahatt hak artinya berpindahnya Hak Miiik 

atas tanah dari pemiliknya kcpada pihak iain dikarenakan adanya suatu 

perbuatan hukum. Conloh perbuatan hukum yaitu jual~beli, lukar~ 

menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan, 

lelang. 

Berpindahnya Hak Milik atas tanah karena 

dialihkanlpcmindaban bak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat 

oleh dan dihadapan Pejabat J'ernbuat Akta Tanah (PPAT) keouali 

lelang dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat 

dari kantor lelang. Berplndahnya Hak Mink atas tanah ini harus 

dldaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk 

dicatat dalarn Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama dalam 

sertifikat dari pernilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang 

baru. 

Peralihan Hak Milik atas tanab baik secara Jangsung maupun 

tidak langsung kepada orang asing, kepada seseorang yang mempunyai 

dua kewarganegaraan atau kepada badan hukurn yang tidak ditut~uk 

oleh pemerinlah adalah balal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada 

negara, artinya tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai 

langsung oJeh negarn. 

2.2.4 Subjek Hak Milik 

Yang dapat mempunyai (subjek bak) tanah Hak Milik menurut 

UUPA dan peraturan pelaksanarumya, adalah: 

2.2.4.1 Perseorangan 

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik 

(Pasal 21 ayat (I) UUPA). Ketentuan ini menentukan perneornngan 

yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mempunyai 

tanah Hak Milik. 
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2.2.4.2 Badan~badan hukum 

Pemerintah menelapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayal (2) UUPA), Badan

badan hukum yang dapat mempunyai tanah Hak Milik menurut Pasal 1 

PP Nomor 38 Tahun 1%3 tentang Penunjukan Badan~badan Hukum 

yang Dapat Mempunyai Hak Milik At.as Tanab. yang terdiri dari ; 

1. Bank-bank yang dididkan oleh negara (seianjutnya disebut Bank 

Negara); 

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan 

berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1953 

(Lemharan Negara Tahun 1958 Nomor 139); 

3. Badan-badan Keagamaa~ yang ditunjuk oreh Menteri 

Pertanian!Agraria setelah mendengar Menteri Agama; 

4. Badan-badan Sosial yang dii:unjuk oleh Menteri Pertanianf Agrarla 

setelah mendengar Menteri Kesejabteraan SosiaL 

Menurut Pasat 8 ayat (l) Permen Agraria!Kepala BPN Nomor 

9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak /,tas 

Tanah Negara d.m Hak Pengelolaan, badan·badan hukum yang dapat 

mempunyai tanah Hak Milik adalah Bank Pemerintah. badan 

keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerinl.ah. 

Bagi pemilik tanah yang tidak lagi rnemenuhi syarnt sebagai 

subjek Hak Milik atas tanah, rnaka dalam waktu I tahun harus 

melepaskan atau mengalihkan Hak Milik atas tanahnya kepada pihak 

lain ya.-.g memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka bak 

atas tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembaU menjadi 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Pasal 21 ayat (3) dan ayat 

(4) UUPA)9 

9 Pasal 21 ayat (3} UUPA: Orang asing yang sesudah bcrlakunya undang..undang lni memperoleh 
Hak Milik karetla pcwa.risan Umpa w8siat atau peremnpunm harta karena perkawlnan, dcmikian 
pula v."aCga ncgaro Indonesia yang mempunyui Ilak Milik dan setelah berlnl:unya undang~undang 
ini kehilangan kewnrganegarnannya wajib mclep<IS'kan hak itu da!am jangka waktu satu ta!um 
sejak: dipcrolchnya hal< tersebut atau hiloognya k.ewarganegara.nn ilu, Jika sesudnh jungka waktu 
tersebut lampau Hak Milik itu lidak dilepashm, moka hak terscbut hapus karena hukum dan 
tanchnya jatuh pada negara. dengan ketentuan bahwa hak..flak pihak !ain yang membebaninya 
!clap berlangsung. 
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2.2.5 Tcrjadinya Hak Milik 

Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal22 UUPA, yaitu: 

2.2.S.l Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat 

Hak Mi!ik atas tanah teijadi dengan pcmbukaan tanah 

(pembukaan hutan) atau terjadi karena timbuJnya lidah tanah 

(aaoslibbing). Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah 

pembukaan taoah (pembukaan hutan) yang dilakukan secara bersama

sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleb ketua adat 

melalui 3 sistem penggarapan. yaitu matok sirah matok galeng, matok 

sirah gilir galeng, dan sistem bluburan. 

Yang dimaksud dengan lidah tanah (Aanslibbing) adalah 

pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh 

demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah 

yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak 

terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadinya Hak Milik 

secara demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang 

memakan waktu. 10 

Lidah tanah (Aans!ibbing) adalah tanah yang timbul atau 

muncuJ karena berbeloknya arus sungai atau tanah yant11; timbul di 

pinggir pantai, dan terjadi dad lumpur, lumpur terseb~t makin lama 

makin tinggi dan mengeras sehingga akhimya rnenjadi tanah. Dalam 

hukum ada~ lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak bag! 

pemilik tanah yang berbatasan. 

Hak Milik atas tanah yang terjadi disini dapat didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan 

Sertifikat Hak Milik atas tanah. Hak Milik atas tanah yang terjadi 

Pasal 21 ayat (4) UUPA: Selama seseornng disamping kewarganegnraan lndonesianya 
mcmpunye! kcwatpnega.rnan asing maka ia ttdak dapat rnempunyai lanah dengun hak milik dan 
baginya berlllku ketcntuan dalam eyat (3) pasallni. 
10 Boedi Harwno (ll!), Menf!iu Penyempummm ffuJ:um Tartah Nasir>nal dolam Hubrmgannya 
dengan TAP MPR Rf IX/MPR/2/){JJ. Jakarta; Universitas Trisakti, Marel2002, hal. IH. {Kutipa.n 
dari Urip Sanloso, Hukum Agraria dan Hak-hak Alas Tanah. Jakarta: Prenada Medin. 2005. Hal. 
94). 
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menurul Hukum Adat akan diatur dcngan Peraturan Pemerintah {PP). 

Pcraturan Pcmcrintah yang diperintahkan dlsini sampai sekarang 

bclum tcrbentuk. 

2.2.5.2 Hak Milik alas tanah yang teljadi karena penetapan pemerintah 

Hal< Milik atas tanah yang t.erjadi di sini semula berasal dari 

tanah negara. Hak MHik atas tanah ini terjadi karena pennohonan 

pemberian f.lak Milik atas tanah oleh pemohon dengan memenubi 

prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan 

.Nasional {BPN), Apabi!a semua persyaratan yang telah ditentukan 

dipenuhi oleh pemohon. maka Badan Pertanahan Nasional 

menerbltkan Surat Keputusan Pembedan Hak (SKPH). SKPH ini 

wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepata Kantor Pertanahan 

Kahupaten!Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan 

diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Pendaftaran SKPH 

menandai teJah lahimya Hak MHik atas tanah. 

Pcjabat Badan Pertanaban Nasionai yang bcrn--enang 

menerbitkan SKPH diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen 

Agraria!Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak 

Atas Tanah Negam. 

2.2.5.3 Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-unda."Ig 

Hak MHik atas tanah ini terjadi karena und.ang~undanglah yang 

menciptakannya, sebagalmana diatur datam Pasal I, Pasal II, dan Pasal 

VII ayat (J) Ketentuan~ketentuan Konversi UUPA. 

Terjadinya Hak Milik atas tanah ini atas dasar ketentuan 

konversl (perubahan) menwut UUPA. Scjak berlakunya UUPA pada 

tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang ada harus 

diubah menjadi salah saru hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. 

Yang dimaksud dengan konversi adatah perubahan hak atas 

tanah sehubungon dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang 
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ada sebelum berlakunya UUPA diubah mcnjadi hak-hak atas l.anah 

yang ditetapklln dalam UUPA (Pasal16 UUPA)." 

Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur 

dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 

Tahun 1962 tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak~hak 

Indonesia Atas Tamah. 

Hak Milik atas tanah juga dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu: 

2.2.5.3.1 Secara Originair 

Terjadinya Hak MHik atas tanah untuk pertama kalinya 

menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang~ 

undang. 

2.2.5.3.2 Secara Derivatif 

Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain 

yang semula sudah berstatus tanah Hak Milik, misalnya karena jual 

beli, tukar-menukar, hibah, pewarisan. Dengan terjadinya perbuatan 

hukum atau peristiwa hukum tersebut, maka Hak MiJik atas tanah yang 

sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang satu kepada 

subjek hokum yang lain. 

2.2.6 Kewajiban Pendaftaran Hak Milik 

Hak Milik atas tanah, demikian pula setiap peralihan, pembebanan 

dengan hak-hak lai~ dan hapusnya Hak Milik atas tanah harus didaftarkan 

ke Kantor Pertanahan Kabupaten!Kota setempat. Pendaftaran ini 

merupakan alat pembuktian yang kuat (Pasal 23 UUPA). Pendaftaran 

tanah untuk: pertama kalinya atas Hak Milik dibuktikan dengan diterbitkan 

Ianda bukti hak berupa sertiflkat Sertifikat menurut Pasal I angka 20 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 1entang Pendaftaran Tanah. 

adalah surat tanda bukti bak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanab wakaf, hak 

11 Effendi Pemngin Angin. Op. Cit., Hal.145. 
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milik atas satuan ruma.h susun, dan bak tanggungan yang masing-mas:ing 

sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

2.2.7 Hapusnya Hak Milik 

Pasal 27 UUPA menetapkan faktor~faktor penyebah hapusnya Hak 

Milik atas tanah dan tanahnyajatuh kepada Negara. yaitu: 

l) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA; 

2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

3) Karena ditelantarkan; 

4) Karena subjek haknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek Hak 

Milik atas tanah; 

:5) Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanabnya berp:indah kepada 

pihak lain yang tidak memenuhl syarat sebagai subjek Hak Mi1ik t!tas 

tanah. 

6) Hak Milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah, 

misalnya karena adanya bencana alam. 

2.3 Hak Guna Usaba 

2.3.1 Pengeruan Hak Guna Usaha 

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak 

Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung o!eh negara. dalam jangka waktu sebagimana tersebut dalam 

Pasat 29, guna perusahaan pertanian, perikanan. atau peternakan. PP 

Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. 

2.3.2 Luas Hak Guna Usaha 

Luas tanah Hak Guna Usaha adalah untuk perseorangan luas 

minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya Z5 hektar. Sedangka!l untuk 

badan hukum luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya ditetapkan 

o1eh Kepala lladan Pertanahan Nasional (Pasal28 ayat (2) UUPAjo. Pasa1 

5 PP Nomor 4() Tahun 1996). 
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2.3.3 Subjek Hak Guna Usaha 

Yang dapat mempunyai (subjek hukum) Hak Guna Usaha menurut 

Pasal30 UUPAjo. Pasal2 PP Nomor 40 Tahun 1996, adalah: 

l. Warga Negarn Indonesia, 

2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia). 

Bagi pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai subjek Hak Guna Usaha. maka dalam waktu l tahun wajib 

melepaskan atau mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang 

memenuhi syarat. Kalau hal ini tidak dilakukan. maka Hak Guna 

Usahanya hapus karena lmkum dan tanahnya menjadi tanah negara. 

2.3.4 Asal Tanah Hak Guna Usaha 

Asal Tanah Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Kalau asal tanah 

Hak Guna Usaha berupa tanab hal<. maka tanab hak tersebut barus 

di!akuk.an pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan 

pcmberian gand kerugian kepada caJon pemegang Hak Guna Usaha dan 

selanjutnya mengajukan pennohonan pemberian Hak Guna Usaha kepada 

Badan Pertanahan Nasional. Ka1a.u tanahnya berasal dari kawasan hutan, 

maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari statusnya ~b.agai kawasan 

hutan (Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996). 

2.3.5 Terjadinya Hak Guna Usaha 

Hak Guna U.saha terjadi denga.n penetapan pemerintah. Hak Guna 

Usaha ini terjadi melalui pennohonan pemberian Hak Guna Usaha oleh 

pemohon kepada Badan Pertanahan Nasionat Apabila semua persyaratan 

yang ditentukan dalam pennohonan tersebut dipenuhi, maka Barlan 

Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberlan Hak 

(SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan ke Kan!or l'ertanaban 

KabupatenfKota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan 

scrtifikat sebagai tanda bukti haknya. Pendaftaran SKPH tersebut 
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menandai labimya HGU (Pasal 31 UUPA jo. Pasal 6 dan Pasal 1 PP 

Nomor40Tahun 1996). 

2.3.6 Jangka Waktu Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha mempunya.i jangka waktu untuk pertama kalinya 

paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling 

lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA). Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996 

mengatur jangka waktu Hak Guna Usaha adalah untuk pertanta kalinya 

paling lamo:t 35 tahun, diperpanjang palir.g lama 25 tahun dan setelah 

jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangannya itu berakhir, kepada 

pemegang hakoya dapat diberlkan pembaharuan hak guna usaha di atas 

tanah yang sama. paling lama 35 tahun. Permohonan perpanjangan jangka 

wakto atau pernbaruan Hak Guna Usaha diajukan selambat~l.ambatnya dua 

tahun sebetum berakhimya jMgka waktu Hak Guna Usaha terSebut. 

Perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha dicatat dalam Buku Tanah 

pada Kantor Penanahan Kabupaten/Kota setempat 

2.3.7 Hapusnya Hak Guna Usaha 

Berdasarkan Pasa134 UUPA, Hak Guna Usaha hapus karena: 

a. Jangka waktunya be!akhir; 

b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak dipenubi; 

c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 

d. Dicabut untuk kepentingan umum; 

e. Dite1antarkan; 

f. Tanahnya musnah; 

g. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2). tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

subjek 

Menurut Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996, faktor-faktor penyebab 

hapusnya Hak Guna Usaha dan berakibat tanahnya menjadi tanah negara. 

adalah: 
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L Berakbimya jangka waklu yang diletapkan dalam kcputusan 

pembc:rian atau perpaojangannya; 

2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya 

bcrakhir karena tldak dipcnuhinya kewajiba:n-kewajiban pemegang hak 

atau dilangga.mya ketentuan-kctentuan yang telah ditetapkan dalam 

kcputusan pemberian hak, dan ada:nya putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

3. Dilcpaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berokhir; 

4. Hak Guna Usahanya dicabut; 

5. Tanahnya diteiantarkan; 

6. Tanahnya musnah 

7. Pemegang Hak Guna Usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang 

Hak Guna Usaha. 

Ketentuan lebih 1anjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha diatur dengan 

Kcputusan Presiden. Sampai saat ini Kcputusan Presidennya belum dibuat. 

2.4 Hak Guua Bangunan 

2.4.1 Pengertian Hak Guna Bangunan 

Pasal 35 UUP A memberikan pengertian Hak Guna Bangunan, 

yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang -

bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 t.ahun. 

2.4.2 Asal Tanah Hak. Guna Bangunan 

Pasal 37 UUP A menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan tetjadi 

pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negarn atau tanah milik orang 

lain. Sedangkan Pasal 21 PP Nomor 40 Tahun 1996 menegaskan bahwa 

tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah tanah 

negara, tanah Hak Pengelolaan, atau tanab Hak Milik. 
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2.4.3 Subjek Hak Guna Bangunan 

Yang dapat mcmpunyai (subjck) Hak Guna Bangunan mcnurut 

Pasal 36 UUPAjo. Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, adalah: 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Badan hukum yang didirikan menurut hokum lndonesia dan 

berkedudukan di Indonesia (badan bukum Indonesia). 

Apabila subjek Hak Guna Bangunan tidak lagi memenuhi syatat sehagai 

WNl atau badan hukum Indonesia. maka dalam jangka waktu 1 tahun 

wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan tersebut kepada 

pihak lain yang memenuhi syarat. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Hak 

Guna Bangunannya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah 

negara. 

2.4.4 Terjadinya Hak Guca Bangunan 

Terjadinya Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

2.4.4. J Hak Ouna Bangunan Alas Tanah Negara 

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak yang 

diterbitkan oieil Badan Pertanahan Nasioal berdasarkan Pasal 4, Pasa1 

9, dan Pasal 14 Pennen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 dan 

prosedur teljadinya HOB ini diahlr dalam Pasal 32 sampai dengan 

Pasal48 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahuo 1999. HOB ini 

teJjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut didafiarkan oleh 

pemohon kepada Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk 

dicatat dalam Buku Tanah. 

2.4.4.2 Hak Guna Bangunan Alas Tanah Hak Pengelolaan 

Hak: Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak atas 

usul pemegang Hak Pengelolaan, yang diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional berdasarl<an Pasal 4 Permen Agraria/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1999 dan prosedur te!jadinya HGB ini diatur da1am 

Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. 
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2.4A.3 liak Guna Bangunan Atas Tanah IJak Milik 

Hak Guna Bangunan ini tcrjadi dengan pembcrian olch pemcgang Hak 

Miltk dcngan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akto Tanah 

(PPAn. Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor 

Pertanehan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah 

(Pasal24 PP Nom or 40 Tahun 1996). 

2.4.5 Jangka Waktu Hak Guna Bangunan 

2.4.5.1 Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara 

Hak Ouna Banguna.n ini berjangka waktu untuk pertama kalinya paling 

lama 30 tahun, dapat diperpanjang untokjangka waktu paling lama 20 

tahun~ dan dapat diperbarui untukjangka waktu paling lama 30 tahun. 

2.4.5.2 Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengeiolaan 

Hak Guna Bangunan ini berjangka waldo untuk pertama kalinya paling 

lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 

tahunj dan dapat diperbarui untukjangka waktu paling lama 30 tahun. 

2.45.3 Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik 

Hak Guna Bangunan ini berjangka waktu paling lama 30 tahun, tidak 

ada perpanjangan jangka waktu. Namun, atas kesepakatan antam 

pemilik tanah dengan pemegang Hak Guna Bangunart .dapat diperbarui 

dengan pemberian Hak Guna Bangunan baru dengan akta yang dibuat 

oleh PPAT dan wajib didaftark:an pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten!Kota setempat. 

2.4.6 Hapusnya Hak Guna Bangunan 

Berdasarkan Pasai 40 UUPA, Hak Guna Bangunan hapus karena: 

a. Jangka waktunya berakhir; 

b. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena scsuatu 

syamt tidak dipenuhi; 

c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir; 

d. Dicabut untuk kepentingan umum; 
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e. Ditclantarkan; 

f. Tanahnya musnah; 

g. Kctcntuan dalam Pasal 36 ayal (2), tidak lagi memenuhi syaral 

scbagai subjck. 

Hapusnya Hak Guna Bangunan lebih ianjut dijabar:kan dalam Pasal 35 

PP Nomor 40 Tahun 1996* faktor-faktor penyebab hapusnya Hak 

Guna B.angunan adalah: 

a. Bcrakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangan atnu dalam pctjanjian pemberiMnyn; 

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak 

Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebeium jangka waktunya 

berakhir, karena: 

L Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban ~megang hak dan 

atau dilanggamya ketentuan-ketentuan dalam Hak Guna 

Bangunan; 

2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guns Bangunan 

antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemilik tanah 

atau peljanjian penggunaan tanah Hak PengeloJaan; 

3. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. 

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya ~belum jangka 

waktunya berakhir; 

d. Hak Guna Bangunannya dicabut (bcrdasarkan UU Nomor 20 

Ta:hun 1%1 untuk kepentingan umurn); 

e. Ditelantarkan; 

f, Tanahnya musnah; 

g. Pemegang Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syarat sebagai 

pemegang Hak Guna Bangunan. 
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2.5 Hak Pakni 

2.5.1 Pcngertian Hak Pakai 

Mcnurul Pasal 41 ayat (I) UUPA yang dimaksud dengan Hak 

Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungui hasil dari 

l.anah yang dikuasai Iangsung oleh negaro atau tanah milik orang lain, 

yang memberi wcwenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya o!eh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. yang bukan perjanjian 

sewa~menyewa atau pe~anjian pengolahun tanah, segala sesuatu asal 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketenruan~ketentuan UUPA. 

Perkataan "menggunakan" dalam Hak Pakai digunakan untuk 

kepentingan mendirikan bangunan, sedangk:an perkataan ..,memungut 

basil" dalam Hak Pakai untuk menunjuk pada pengertian bahwa Hak 

Pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan. 

misalnya pertanian, perikanan, petemakan, dan perkehunan. 

2.5.2 Subjek Hak Pakai 

Pasat 42 UUPA menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai, 

adalah: 

I. Warga Negara Indonesia. 

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

3. Badan h.ukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwaldlan di Indonesia. 

Pasal 39 Pereturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Jebih merinci yang 

dapat mempunyai Hak Pakai, yaitu: 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah 

Daerah. 

4. Badan-badan keagamaan dan sosial. 
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5. Orang asingyang bcrkedudukan di Indonesia. 

6. Badan hukum asing yang mcmpunyai pcrwakilan di Indonesia. 

7. Pcrwakilan negara asing dan perwakilan badan intcmaslonal. 

Khusus subjek Hak Pakai yang berupa orang asing yang be~kedudukan di 

Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerinlah Nomor 41 Tahun 1996 

tentang Pemilikan Rumah Tempai Tinggal ata:u Hunian Bagi Orang 

Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 

2.5.3 Asal Tanah Hak Pakai 

Pasal41 ayat (I) UUPA menyebutkan bahwa asal tanah Hak Pakai 

a.dalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah mUik orang 

lain, sedangkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

lebih tegas menyebutkan bahwa tanah yang diberikan dengan Hak Pakai 

adalah tanah negara. tanah Hak Pengelo!aan, atau tanah Hak Milik. 

2.5.4 Terjadinya Hak Pakai 

Terjadinya Hak Pakai berdasarkan asal tanahnya dapat dijelaskan 

sebagai berikut 

2.5.4. I Hak Pakai Atas Tanah Negara 

Hak Pakai ini diberik~n dengan keputusan pemberian hak oleh Badan 

Pertanahan NasionaL Hak Pakai ini terjadi sejak keputusan pemberian 

Hak Pakai didaftarkan kepada Kepala Kantor Perlanahan 

Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat da1am Buku Tanah dan 

diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak.nya. Pasat 5 Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 menetapkan 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten!Kota berwenang rnenerbitkan 

keputusan pemberian Hak Pakai, sedangkan Pasal I 0-nya memberikan 

kewenanga.n kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propin.si 

untuk menerbitkan keputusan pemberian Hak PakaL Prosedur 

penerbitan keputusan pemberian Hak Pakai diatur dalam Pasal 50 

sampai dengan Pasal 56 Pennen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 

1999. 
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2.5.4.2 Hak Pakai Alas Tanah Hak Pcngclolaan 

Hak Pakai tni dibcrikao dengan keputusan pembcrian hak olch Badan 

Pcrtanahan Nasional berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. 

Hak Pakai ini terjadi sejak keputusan pemberian Hak Pakai didafiarka.n 

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk 

dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda buktl 

haknya. 

2.5.4.3 Hak Pakai AtasTanah Hak Milik 

Hak Pakai lni terjadi dengan pember!an hak atas tanah oleh pemilik 

tana.h dcngan akta yang dibuat olch PPAT. Akta PPAT ini wajib 

dldafiarka.n ke Kantor Pertanahan Kabupaten!Kota setcmpat untuk 

dicatat dalam Buku Tanah. Bentuk akta PPAT ini dimuat da!am 

Lampi ran Pennen AgrariaiKepala BPN Nom or 3 Tahun I 997. 

2.5.5 Jangka Waktu Hak Pakai 

PasaJ 41 ayat (2) UUPA tidak menentukan secara tegas berapa 

1ama jangka waktu Hak PaJmi. Pasal ini hanya menentukan bahwa Hak 

Pakai dapat diberikan seJama jangka waktu tertentu. Da!am Peraturan 

Pemerintah Nornor 40 Tahun 1996~ jangka waktu Hak Pakai diatur pada 

Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Jangka waktu Ha.k.Pakai ini berbeda

beda sesuai dengan asal tanahnya, yaitu: 

2.5.5.1 Hak Pakai AtasTanah Negam 

Hak Pakai ini beljangka waktu untuk pertama kati paling lama 25 

tahun, dapat dlperpanjWlg untuk jangka walctu paling lama 20, dan 

dapat diperbarui untuk jangka walctu paling lama 25 tahun. Khusus 

Hak Pakai yang dipunyai Depart:emen, Lembaga Non-Departemen, 

Pernerintah Daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan 

negara asing. dan perwakUan badan internasional diberikan untuk 

jangka waktu yang tida.k ditentukan. selama tanahnya dipergunakan 

untuk keperiuan tertentu. 
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2.55.2 Hak Pakai Alas Tanah Hak Pcngetolaan 

Hak Pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 

tahun. dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 lahun, 

dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. 

Perpanjanga.n jangka waktu atau pembaruan Hak Pakai ini dapat 

dilakukan atas usul pemegang Hak Pengelolaan. 

2.5.5.3 Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik 

Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan 

tidak dapat diperpanjang. Namun atas kesepakatan antara pemilik 

tanah dengan pemegang Hak Pakai dapat diperbarui dengan pemberian 

Hak Pakai baru dengan akta yang dibual oleh PPAT dan wajib 

didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk 

dicatat dalam Buku Tanah. 

2.5.6 Hapusnya Hak Pakai 

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Taltun 1996~ 

faktor-faktor penyebab bapusnya Hak Paksi, yaitu: 

a, Berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangan atau dalarn perjanjian pemberiannya; 

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan 

atnu pemilik tanah sebelumjangka. wak:tunya berakhir, karena: 

1. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang Hak Pakai dan 

atau dilanggamya ketentuan~ketentuan dalam Hak Pakai; 

2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban~kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antam pemegang 

Hak Pakai dengan pemjlik tanah atau perjanjian penggunaan Hak 

Pengelolaan; atau 

3. Putusan pengadiian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

c. Dilepeskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir; 

d. Hak pekainya dicobut; 

e. Ditelantarkan; 
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f. Tanahnyn musnah: 

g, Pcmegang Hak Pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang 

Hak Pakai. 

2.6 Pendartaran Tanab di Indonesia 

2.6.1 Pendahuluan 

O!eh karena belum semua tanalH.anah di lndonesia terdaftar tnoka 

apa yang se!ama ini dilaksanakan dan masih saja kita dapati di tengah

tengah masyarakat. baik surnt-surot yang dibuat oleh pam notaris ataupun 

surat-surat yang dibuat oleh para camat dengan bcrbagai ragam, untuk 

menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka kuasai~ tanpa 

melalui prosedur PP nomor I 0 Tahun J 961. Tanah-tanah terse but ada yang 

belum dikonversi. maupun tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan 

kemudian diduduki oleh rakyat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh 

Kepala-kepa!a desa dan disahkan oleh pam camat, seolah..olah tanah 

tersebut tetah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori Hak

hak Ada!. 

Setelah bcrlakunya UUPA dan khususnya ketentuan PP Nomor 10 

Tahun 1961, maka telah terjadi status quo artinya tidak mungkin lagi 

diterbitkan surat-surat keterangan tentang hak-hak seseorang kecuali 

menerangkan bahwa tanah tertentu memang hak-hak adat 12 

Peraturan Pemerintah yang menyempumakan Pemturan Pemerintah 

Nornor lO Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang 

digunakan, yang pada hakikatnya sudah diterapkan dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarnkan 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan 

dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang 

mengandung unsur positif. karcna akan menghasilkan surat-surat bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembulctian yang kuat, seperti yang dinyatakan 

dalam Pasal 19 ayat (2) hurnf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan 

u A.P, Parlindungan. Pcfldqftaran Tanah di Indonesia. Bandong: Man dar Maju, 1999. HaL 4 
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Pasal 38 ayat (2} tJUPA. Dalam sistcm Hukum Adat yang pcmah ldta 

kenai, perbuatan peralihan hak harvs didcpan Kepala Dcsa/Lurah ini 

dipandang sebagai sudah "'terang", hal Ini dapat kita lihat dari beberapa 

putusan Mahkamah Agung. Sayangnya kepala dcs.anya jarang alaupun 

tidak sempuma mencatat ataupun memeliham dafter induk atau mencata.t 

semua peralihan tersebut; dan yang ada hanya pengetahuan umurn bahwa 

tanah tersebut memang milik seseorang dan berbatasan dengan tanah~tanah 

orang lain menurut patok-patok yang telah mereka sepakati. 

2.6.2 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Prof Boedi Harsono dalam bukunya dengan judul Sejarah 

Pembentukan Undang~Undang Pokok Agraria, lsi dan Pelaksanaannya 

memberi definisi mengenai pendafiaran tanah, yaltu suatu rangkaian 

kegiatan. yang dltakukan oleb Negaral Pemerintah secara. terus rnenerus 

atau reratur, berupa pengumpul~n keterangan atau data tertentu mengenai 

tanah*taoah tertentu yang ada diwilayah~wilayah tertentu, pengolahan, 

penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakya~ dalam rangka 

memberikan jaminan kepnstian hukum di bidang pertanahan, tennasuk 

penerbitao tanda buktinya dan pemeliharaannya.u 

Peratur..tn Pe111erintah Nornor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tonah (PP 2411997) merupakan wujud peratumn perundang-undangan 

yang melaksanakan pasall9 UUPA. Pasall9 ayat (I) UUPA menyatakan: 

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 1 angka 1 PP 24/1997 rnemberikan suatu definisi tentang 

Pendaftaran Tanah, yaitu Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan 

dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan 

penyajian serta pemeiiharaan data fisik dan data yuridis, dalam bcntuk peta 

u Bocdi Harsono, Hulaim Agraria JndfJnesia Sejarah Pembeniukan Undang~Undang Agraria, lsi 
dan Pe/oksanaarmya jilid I Hukum Tarnm Jndom:sla. Cet. X:. Edisi Revlsi. JnkArt.a: Dj<l.mbatan, 
2005. HaL 72. 
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dan dal1ar, mengenai bidangRbidang tanah dan satmm~satuan rumah susun, 

tennasuk pemberian surat tanda bukli halmya bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun scrta bak

hak tertentu yang membebaninya. 

Dari rumusan diatas serta menurut pcndapat ProfBoetii Harsono14
, 

maka kegiatan pendaftaran yang dilakukan oieh aparat pemerintah 

merupakan suatu kegiatan yang tiada henti dan sa ling berkaitan antara satu 

hal ke hal lainnya, sehingga terkumpul suatll data terhadap t<:mah serta 

terhadap pemilik hak atas tansh ter:sebuL Kemudian dengan adanya data 

yang diperoleh, data tcrsebut haruslah disimpan, sehingga. menjadi suatu 

bukti yang otentik., karena aparat pemerintah yang melakukan 

pengumpulan data sesuai dengan ketentuan PP 2411997 Pasal 12. 

Da.ta yang diperoleh pada dasemya meliputi 2 bidang, yaitu: 

I. Data fisik mengenai tanahnya. yang terdiri dari lokasinya,. batas

batasnya, luasnya, bangunan dan tanaman yang ada diatasnya. 

2. Data yuridis mengenai haknya, yaitu haknya apa. siapa pemegang 

haknya, ada atau tidak adanya hak pihak Jain. 15 

Kemudian. bahwa pemerintah hanya melakukan pcndaftaran tanah 

terhadap ohjek-objek tertentu. yang artinya bahwa hanya ada beberapa hal 

yang menurut peraturan perunda.ng-undan~;an {Pa_s~ 9 PP No. 24/1991) 

dapat dijadikan objek pendaftaran tanah: 

L Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,. hak guna 

usaha. hak: guna. bangunan dan hak pakai. 

2. Tanah hak pengelolaan 

3. Ttmah wakaf 

4. Hak milik atas satuan rumah susun 

5, Hak tanggungan 

6. Tanah Negara 

14 Ibid. 
15 Ibid., Hat 13. 
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2.6.3 Azas Pcndafiaran Tanah 

Pcndal1arnn tanah dilaksanakan bcrdasarkan azas sederhana, ami:m, 

tcrjangkau, rnuta.khir dan terbuka, 

Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksud agar ketentuan

ketcnluan pokoknya maupun prosedumya dengan mudah dapat dipahami 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah. Sedangkan azes aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa 

pendaflaran tanah perlu diselenggarakan secat-a leliti dan cermat sehingga 

hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuao 

pendaftaran tanah itu sendiri. 

Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golonga.n ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan daiam 

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para 

pibak yang memerlukan. 

Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pe18ksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 

yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendafu:tr dan pencatatan perubahan-perubahan yang 

terjadl di kemudian hart 

Azas mutalddr menuntut dipeliharanya data pendnftaran tanah 

secara teru:rmenerus dan berkesinambungan~ sehingga data yang 

tersimpan di Kantor Pertanahan se1alu sesuai dengan keadaan nyata di 

lapangan, dan masyarakat dapat memperoteh ketera.ngan mengenai data 

yang benar setiap saat. Untnk itulah diberiakukan pula azas terbuka. 

2.6.4 Tujuan Diselenggamkannya Pendaftanm Tanah 

Seperti teJah dituliskan diatas bahwa Pasal 19 UUPA mensyaratkan 

agar pe:merintnh melalui Peratura.n Pemerhrt:ah melakukan pendaftaran 

tanah yang bertujuan memberikan jarninan kepastian hukum bagi warga 

Negara terutu.ma mereka yang memiliki hak atas tanah. 
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Jaminan kcpastian bukurn ini diwujudkan dengan adanya 

pemberian sura! tanda bukli hak, yang berlaku sebagai alai pembuktlan 

yang kuat. 16 

Dalam bukunya Bachtiar Effendi SH yang berjudul "Pendaftaran 

Tanah di indonesia dan Pemturan Pefaksananya", menjelaskan mengenai 

Kepastian Hukum yang dimaksud meliputi: 

I. Kepastian mengenai oranglbadan hukum yang menjadi pemegang hak 

atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang 

ha:k atas tanah it11 disebut dengan kepastian mengeni.d subyek bak atas 

tanab. 

2. Kepastian mengenai letak tanah. batas·batas tanah~ panjang dan Iebar 

tanab. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang 

serta Iebar tanab lni disebut dengan kepastian mengenai objek hak atas 

tanah.11 

Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tabun 1997, menyatakan scbagai berikul: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah. satuan rumah susun dan hak~ 

hak fain yang terdaftar agar dengan mudah dapat roembuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menycdiakan infonnasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan tennasuk pemerintah agar dengan mudah, dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudab lordaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

SeJain itu, tujuan pendaft:arnn ranah adalah teroiptanya suatu pusat 

informasi (database center) mengcnai bidang-bidang tanah yang 

bennanfaat bagi para pihak. Kemudian, dengan terciptanya suatu 

u;lndonesia. Undan_g-Undang Tentong Peraturan Dasar Pokok..PclrokAgroria. UU No.5 Tahun 
1960. LNNo. 104 Tahun t%0, TLN No. 2043, Pasal 19 ayllt {2) hurufc. 
17 Bachtiar Effendi. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraruran Pe/tiksa:naanya. Cct. L 
Blllldung: Alumni. 1993. Hal. 20·21. 
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pusat informasi, maka pihak -pihak yang bcrkepcnlingan tennasuk 

pemerintah dengao mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam mcngadakan perbuatan hukum mcngenai bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaflar. 18 

Sejarah pemilikan tanah secara individual jika hanya 

mengandalkan kepada ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti, 

karena ingatan bisa saja kabur dan saksi-saksi hidup satu rnasa akan 

meninggal dunia apabila seperti di l!l.donesia tanah sudah &da sejak d:iliulu 

dalam artian hubungan manusia dengan tanah tersebut, namun karena tidak 

tertulis apalagi t!dak terdaftar hanya secara tisan diketahui tanah itu milik 

siapa dan batas-batasnya. atau setidak-tidaknya satu bidang tanah itu 

umum mengetahui adalah milik seseorang ataup.un warisan dari seseornng 

pada ahli warisnya. 

Justru hal yang demikian menimbulkan masalah dalam pendaftaran 

hak atas tanah tersebut, karena tidak akurat atau tidak jelasnya hak-hak 

seseorang itu dan pendaftaran tersebut teljadi karena ada bukti-bukti yang 

disodorkan oleh seseorang. 

2.6.5 Sistem Pendaftaran Tanah 

Menurut Prof. Boedi Harsono, terdapat dua macam sistem 

pendaftaran tanah. yaitu sistem pendaftaran al-ta dan sistem pendaflaran 

hak. 

2.6.5.1 Sistem Pendaftaran Akta 

Reg;stralion of deed1 yang dtlakukan dalam bentuk pendaftaran 

aktanya, yang berisikan perbuatan hukum yang menerhitkan bak atas tanah 

atau pembebanonnya. Setiap kali re~adi perubahan, maka akan dibuatkan 

akta perubahan, yang meropakan bukti satu-satunya dari terjadinya 

perubaltan renrebut Cacat dalam salah satu proses pen~lihan atau 

pembebanan, akan mengakibatkan akta-akta yang dibuat setelahnya 

11 Indonesia. Peraturtm PernerJnJah tenlat;g Puul<ftaran T(VUJh. PP No, 24 Tshun 1997 LN No. 
59 Tshun !997, TI..N No. 36%. Penjclasan Pasa13. 
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menjadi tidak bcrkekuatan hukum sama sekali. Jadi dalam hal ini yang 

lcrjadi adalah stelsel positif. 

2.6.5.2 Sistem Pendaflaran hak 

Registration of Iitle~ yang dldaftarkan ialah titlelhak yang 

diperoleh. Akta yang dibuat untuk menciplakan bak atau pembebanannya 

hanya dipergunakan sebagai rujukan pendaftaran haknya tersebut. 

Sehubungan dcngan registration of title ini, dalam sistem Torrens, 

Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan merupakan alat bukti 

sempuma bagi adanya Hak Atas Tanah. perubahan atau adanya 

pembebanan atas Hak AlaS Tanah lersebut. serta tidak dapat diganggu 

gugat oleh siapapun juga, kecuali jika terbukti telah terjadi pemalsuan. lni 

berarti dianut stelsel positif. Selain stelsel positif da1am registration of title 

ini~ juga dikenal stelsel negatif. Jika dalam stelsel positif, pemegang 

sertifikat hak atas tanah dilindungi, dalam stelsel negatif, masih 

dimungkinkan proses pembuktian lain, selain dengan Sertifikat Hak atas 

.Tanah. 

Jika diperhatikan kelentuan Pasal 19 ayat (2) buruf c Undang

Undang Pokok Agraria tersebut, secara umum dapat dikalakan bahwa 

pendaftaran dilakukan dengan tujuan untuk membcrikan aiat bukti yang 

kuat Hal ini menunjukkan pada kita semua b~ dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria, dianut sistem pendaftarnn yang disebut dengan 

"'registration of title" stelsel negatif yang mengandung unsur positif. 

Dengan ini berarti Sertifikat Hak ATas Tanah adalab alat bukti yang kuat 

{bukan sempuma). Jadi, selain dapat dibuktikan sebaliknya. pemegang 

Sertifikat Hak atas Tanah adalah pemegang hak atas tanah yang 

sebenamya, yang berarti mengandung unsur positif. Dalam pengertian ini 

bemrti keabsahan Sertifitkat Hak Ams Tanah masih dapat digugat, jadi 
• 

yang terjadi adalah stelsel negatif. 
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2.6.6 Sistcm rublik.asi 

Berkaitan dcngan sistcm pcndaftaran tanah scrta sifal tcrbuka di 

kantor pendafiaron tanah, maka suatu slstem pub!ikasi oleh kantor 

(Negara) sa ling berhubungan satu sama !a.innya. 

2.6.6.1 Sistcm Publikasi Positif 

Sislcm publikasi positif selalu menggunakan sistem 

pendaftaran hak. Mcskipun ada buku tanah sebagni bentuk 

pcnyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertifikat hak sebagai 

surat tanda bukt! hale Pendaftaran atau IX!ncatatan nlma seseorang 

dalarn registrasi sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, 

bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. Dalam 

sistem publikasi positif orang yang beritikad baik dan dengan 

pembayara.n, memperoleh hak dari orang yang namanya t.erdaftar 

sebagal pemegang hak da!am register. memperoleh apa yang disebut 

indefeasible tille (hal< yang tidal< dapat diganggu gugat) dengan 

didaft.arkan narnanya sebagai pemegang hak. dalam register. Data yang 

dimuat dalam register atau buku 1Rnah itu, mempunyai daya 

pembuktian yang mutlak.19 

2.6.6.2 Sistem Publikasi Negatif 

Sistem publikasi negatif bu.Un pendaftaran tetapi sahnya 

perbuatan hukum yang dilakuk.an yang menentuknn beralihnya hak 

kepada pembeli. Pendaftaran tidal< menjadikan seseorang sebegai 

pemegang haknya yang baru. Dalam sistem ini berlaku asas yang 

dikenat sebagai nemo plus juris dimana scseorang tidak dapat 

mengalihkan haknya metebihi apa yang dia miliki. Maka data yang 

disajikan dalam sistem ini tidak dapat begitu saja dipercaya 

kebenamnnya karena Negara tidak menjamin kebenarannya. Meski 

telah dilakuknn pendaftaran, pemegang hak selalu dapat digugat oleh 

orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang 

sebenamya.20 

1
t Boedi Harrono. Op. cit. HaL 79-SO. 

10 ibid.., hal. SQ. 

Univeroitas lndonosla 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



39 

Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah menurut UUPA 

Bcrbeda dengan kedua sistcm diatas, Indonesia 

memberlakukan sistem publikasi pendaftaran tanah negaiip tetapi 

dalam prosedur pendaftarannya mengandung unsur positip. Oleh 

karena itu sistcm Pendaftaran Tanah di Indonesia popular disebut 

sebagai Sistem Pendaftaran Tanah negatip yang bertendensi positip. 

Hai ini dapat dilihat darl pasal-pasat sebagai bedkut:11 

1). Pasal 19 UUPA ayat (2) menyebutkan bahwa Pendaflaran Tanah 

meliputi "l)emberian surat-sura! tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat". Dengan dipergunak.annya 

perkataan «kuat" untuk menyatakan dan menjelaskan kekuatan a(at 

bukti yang dihasilkan oleh kegiatan Pendaftaran Tanah, dapat 

disimpulkan bahwa sistem pubHkasi dalam Poodaftaran Tanah 

yang digunakan bukan sistem positip, karena kalau yang 

dipergunakan ada!ab sistem pesitip, maka alat bukti yang 

dihasilkan akan diberi sifat "mutlak", sebaliknya dengan 

menyatakan alat bukti tersebut sebagai a1at bukti yang kuat, sistem 

negatip yang dipergunakan bukanlah sistern negatip mumi. Hal tnt 

juga terbukti dengan disebutnya secara tegas dalam ayat (1) Pasal 

19 bahwa Pendaftaran Tanah itu diselenggarakan oJeh Pemerintah 

"untuk menjamin kepastian hukumn. 

2). Selanjutnya dalam Pasal 23, 32, dan 38 dinyalakan bahwa 

Pendaftar:an merupakan alat pembuktian yang kuat untuk peristiwa 

maupun perbuatan hukum tertentu mengenai tanah. 

3). Amanat ternebut di atas kemudian semula diwujudkan dalam 

perumusan peraturan pelaksarulannnya, yaitu PP I 0/l% 1 tentang 

Pendaftaran Tanah yang kemudian direvisi dengan PP 24/1997, 

yang memuat ketentuan-ketentuan untuk meyakinkan kebenaran 

hak yang akan didaftac, demi diperolehnya kepastian hukum. 

~~ Arie Sukanti Hut.agalung, disampaikan dalam Seminar Menuju Penye!enggaroon Pendaftaron 
Tanah deng<W Sislem Pub!ik<lsi Positip, yang diadakan oleh Pusat Studi Hulrum Agraria F~tkull.as 
Hukum Trisakti, Jakarta. 17 April 2000 (dikutip dari Karyn Tulis llmiah oleh Namirn Mourethu. 
F. Ana/Jsis Yuridis Penyelesakm Sengketa Alas Timbulnya Seniflkm Tumpang Tlmlih 
(Ovet"/J;pping} urauk Satu Bldang Ttmah, Depok: Fakultas Hukum UJ, 2004) 
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4). PP 101\961 dan PP 24/1997 menggunakan sistcm pendafiaran hak. 

Untuk pertama kali hak didaflar dan dicatat perubahan

perubahannya yang terjadi kemudian dalam Buku Tanah setelah 

diadakan penelitian mengenai kebenaran data yang diajukan. 

Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertipikat. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, sistem yang dipakai UUPA adalah 

sistem negatifyang bertendensi positip, maksudnya adalah: 

Pengertian Negatif, adalah bahwa hanya keterangan-keterangan 

yang ada itu j ika temyata tidak benar masih dapat diu!Jah dan 

dibetulkan sedangkan pengertian tendensi positip, adalah bahwa 

adanya peranan aktif dari petugas pelaksana pendaftaran dalam hal 

penelitian terhadap hak-hak alas tanah yang didaftar tersebut.22 

2.7 Uitwijl)ngsprocedure dao PP Nomor 10 Tahuo 1961 

Pasal584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatajuncto Pasal610 

juncto Pasal 1010 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal suatu 

lembaga yang dinamakan Uih'o'ijzingsprocedure yaitu seseorang karena 

daluwarsa waktu menguasai sebidang tanah dengan itikad baik selama 

jangka waktu lertentu (30 lah.un) secara terus-menerus. 

Yang be.~gkutan tersebut dapat memohon kepada Pengadilan 

Negeri untuk kepastian hukumnya, dan jika dia dapat membuktikan itikad 

baiknya tersebut dan selama 30 tahun secara. terus-menerus menguasai 

tanah tersebut, dapat diputuskan tanah itu adalah haknya dan dengan 

putusan Pengadilan Negeri tersebut tanah tersebut dapat menjadi eigendom 

orang yang bersangkutan, dan ini sesuai dengan ketentuan dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. 

Yang jelas bahwa PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak. mengambil a lib 

lembaga tersebut dalam sistem UUP A, sehingga yang bersangkutan j ika 

juga mau memperoleh hak atas tanah tersebut,. harus memajukan 

permohonan kepada instansi Kantor Pertanahan dan diproses sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, dan hak. 

22 Bachtiar Effendi. Op. cit. Hal. 38. 
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apa yang akan dibcrikan kcpada yang bcrsangkutan tcrgantung- dari 

insta.nsi yang berhak membcrikan hak tersebut. Namun PP 24 Tahun 1997 

telah mcnyatakan dalam Pas:al24 ayat (2) sebagai berikut: 

Dalam hal tidak ada lagi terscdia secara lengkap alat~alat 
pembuktlan seQagaimana dimaksud pada ayat (l) pernbukuan 
hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan lisik 
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapeluh) tahun 
atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran 
dan penda.hulu~pendahu1unya, dengan syarat: 
a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan 

secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang 
berhak alas tanah serta diperkuat oJeh kesaksian orang 
yang dapat dipercaya. 

b. Penguasaan tersebut baik sebe1um maupun selama 
pengumuman 30 hari dalam pendaftaran tanah seeara 
sistematik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik tidak dipermasalahkan o1eh masyantka.t hukum 
adat atau desalk>!lurahan yang bersangkutan atau pihak 
lainnya. 

Tidak adanya lembaga Uitwijz.ingsprocedure ini dipertegas juga 

pada memori penjelasan UUPA. Dengan demikian lembaga inl tidak 

dikena1 dalam sistem memperoleh hak atas Tanah. 

2.8 Pembuktian Hak Lama 

Buktl kepem1Jikan itu pacta dasarnya 'tt!rdiri dari bukti kepemilikan 

atas nama pemegang hak pada waktunya berlakunya UUPA dan apabila 

hak tersebut kemudian beralih, bukti pera.lihan hak berturut~turut sampai 

ke tangan pemegang hak pada waktu dilakuken pembukuan hak. 

Alat~alat bukti tertuiis yang dimaksudkan dapat berupa2l; 

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 

Overschrijvingsordannantie (Staatsblad 1834-27) yang telah dibubuhi 

catatan bahwa hak eigendom yang berSWlgkUtan dikonversi menjadi 

hak. milik; atau 

l! Indonesia. Perahlrt:m Pemerintah tenlang Pendciftaron Tanah. PP No. 24 Tahun 1997 LN No. 
59Thhun 1997, TLN No. 3696. Penjclasan Pasal24 ayat(l). 
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b, Grosse akta hak eigcndam yang diterbitkan berdasarkan 

Overschrijvingsordonnatllie (Staatsblad 1934-27) s.ejak berlakunya 

UUPA sampat tangg.al pendaftaran tanah dilaksanakan menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor lO Talmn 196~ di daerah yang 

bersaogkutan; atau 

c. Surat tanda bukti hak miiik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 

Swapraja yang bersangkutan; atau 

d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Mcnteri 

Agrnria Nomor9 Tabun l959; atau 

e. Sural kepu!usan pemberion hak milik dari Pejabat yang berwenaog, 

baik sebelum ataupun s;;jak berlakunya UUP A, yang tidak disertai 

kewajiban untuk mendafiarl<an bak yang diberikan, tempi telah 

dipenuhi semua kewajiban yang disebt.;t didalamnya; atau 

f. Akta pemindaban flak yang dibeat di bawah tangan yang dibubuhi 

Ianda kesaksian oleh Kepa!a Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini (PP No. 24 Ta!mn 

!997); atau 

g. Akta pemindahan hak alas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang 

tanahnya belum dibukukan; atau 

h. Akta ikrar wakaflsurat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak 

mulai dilaksanakan Peratul'al, Pemerintah Nom or 28 Tahun 1977; a tau 

i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang 

tanahnya belum dibukukan; atau 

j. Surat penunjuka.n atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah 

yang diambil oleh pemerintah atau pemetintah daerah; atau 

k. Petuk Pajak Bumi!Landrente, girik,. pipi~ ketitir dan verponding 

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nom or 10 Tahun 

1961; atau 

l. Surat Keterangan Riwayat tanah yang pemah dibuat o!eh Kantor 

Pelayanan Pajak Bwni dan Bangunan; atau 
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m. Lain-lain bentuk alat pembuktian lertulis dengan nama apapun yang 

sebagimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VH 

ketentuan~ketentuan Konversi UUPA. 

2.9 Jual Bell Tanah 

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan 

pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti 

perbuatan pem.indahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala 

adat. yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan 

sahnya perbuatan pemindaban hak tersebut sehingga pcrbuatan tersebut 

diketahui oteh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan 

hak dan pembayaran harganya dliakukan secara serentak. Oleh karena ltu, 

maka tunai mungkin berarti barga tanah dibayar secara kontan, atau baru 

dibayar sebagian (tunal dianggap tunal). Dalam hal pembeli tidak 

membayar sisanya. maka penjual tidak dapat menuntut ata.s dasar 

terjadinya jual beli tanah, akan tetap1 atas dasar hu.kum utang piutang. 14 

Ciri-ciri yang menandai jual beli tersebut antara lain.. jual beli 

tersebut serentak selesai dengan tercapainya persetujuan atau persesuaian 

kehendak (consensus) yang diikuti dengan ikrar/pembuatan kontrak jual 

beli di badapan KepaJa Persekutuan hukum yang berwenang, dibuktikan 

dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan 

kesecHaan penjua1 untuk. rnemindahkan hak miliknya kepada pembe!L 

Dengan terjadinya jual beli tersebut, hak milik atas tanah telah berpindah, 

meskipun formalitas balik nama belum terselesaikan. Kemudian ciri yang 

kedua adaiah sifatnya yang terang, berarti. tidak gela.p. Sifat ini ditandai 

dengan pcranan dari Kepala Persekutuan, yaitu menanggung bahwa 

perbuatan ito sudah cukup tertib dan cukup sah menurut hukumnya. 

Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan kata sepakat 

antara caJon penjual dengan calon pembeli rnengenai objek jual belinya 

24 SOCJjono Sockanio. Hukvm Ada/Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1933, him. 211. 
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yaltu tanah hak milik yang akan dijuai dan harganya. Hal ini dilakukan 

dcngan musyawarah diantara rnereka scndiri. 

Mcnurut KUHPcrdata. jual beli adalah suatu perjanjian di mana 

pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk rnenyerahkan (hak 

milik atas) suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan sesuai dengan Pasal 1457. 

Adapun menurut Pasal 1458. jual be!i dianggap telah terjadi antara 

kedua belah pihak pada saat dicapai kata sepakat mengenai benda yang 

diperjualbeHkan beserta harganya. walaupun benda belum diserahkan dan 

harga belum dibayar. Dengan teljadinya jual beli~ hak milik atas tanah 

belum bernlih kepada pembeli walaupun barga sudah dibayar dan tanah 

sudah diserahkan kepada pembeU. Namun demikian untuk mengikat pihak 

ketiga termasuk pemerintah, setelah dilakukanjual belt dihadapan PPAT, 

harus dilakukan pendaftaran terlebib dahulu. 

Sebagaimana telah ?:Sdiuraikan di atas, akta dibuat sebagai tanda 

buktL Fungsinya adalah untuk memastik.an suatu peristiwa hukum dengan 

tujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu, PPAT harus melakukan 

perbuatan hukum jual beli sedemikian rupa, sehingga apa yang ingln 

dibuktikan itu dikelahui dari akta yang dibual Oteh karena itu, harus 

dihindari, jan~ sampai akta memuat rumusanMrumusan yang dapat 

menimbulkan sengk.eta karena tidak lengkap dan tidakjelas. 

Oleh karena akta PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai 

kekuatan pembuktian rnutJak., mengenai hal-hal atau peristiwa yang 

disebut dalam a~ maka yang dibuktikan adalah peristiwanya. Disamping 

itu, akta jual beli itu harus dibuat dengan menggunakan fonnulir yang 

ditentulcan. 
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2.10 Putusan Pengadilan Negcri yang Menjadi Obyck Penelitian 

2.10.1 Para Pihak 

Pcnggugat: 

45 

H. Beddu Waddhi alias H. Beddu Muis, partikelir, bertempat tinggal di 

Sabbang Paru RTIRW 03/04, Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, 

Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Baharuddin 

Bndaru, SH dan Narund Mashar, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, 

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2005 yang telah 

didafiatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 1 

Juli 2005 Nomor: 40/SK/2005/PN.PLP, lalu dilanjutkan oleh ahli 

warisnya yaitu Hj. Rahmatia, H. M. Yusuf, Sumami, H. Yahya, Subesi, 

Hartati, ~ FatmawatL 

Tergugat: 

!. Andi Warru, selanjutnya disebut Tergugat 1; 

2. M. Sabir alias Hennan Roy, selanjutnya disebut Tergugat 2; 

Bahwa Tergugat I dan ll dalarn hal ini diwakili oleh kuasanya Andi 

Mallawangan, berdasarkan sural kuasa khusus tertanggal27 Mei 2005 

yang Ielah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada 

tanggal 6 September 2005 Nomor: G31SK/2005/PN/.PLP, kemudian 

diganti oleh Aadi Mul:ti Amin berdasarkan surat kuasa khusus 

bertanggal 2 Desember 2005 yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Ncgerl Palopc pada tanggal 5 Desember 2005: 

80/SK/2005/PN/.PLP .; 

3. H. Andi Masaing alias Opu Saing, selanjulnya disebut Turut Tergugat; 

2.10.2 Kasus Posisi 

!. Penggugat memiliki obyek berupa tanah kering/tanah pcrumahan 

seluas kurang lebih SOO meter yang terletak di lingkungan rondo' 

Tanga RTIRW: 04/03 Kelurahan Cilallang, Ke<:arnatan Kamanre, 

Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai barikut: 

a. Sebelah Utara deogan tanah Zainuddin; 

n Perntu.ran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tabun t989 tanggal 11 September 
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b. Sebelah Timur dengan jalan pmos Propir.si; 

c. Sebelah Selatan dengan bengkel motor Syal1rul Tiara; 

d. Sebelah Barat dengan sawah I tanah kering milik penggugat. 

Untuk selanjutnya tanah tersebut di atas di sebut sebagai obyek 

sengketa. 

2. Obyek sengketa te.sebut diatas didapatkan memulai proses jual bell 

antara Penggugat dengan Andi Mira (alma.rhumah) pada tahun 1964 

dengan ha.rga Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah). 

3. Adapun tanah lobyek sengketa tersebut yang dl jual oleh Andi Mira 

kepada Penggugat adalah merupakan bagiannya dari orang tuanya 

yang bemama Opu Sanning. 

4. Opu Mira memanggil H. Andl Masaing alias Opu Saing untuk 

mengurus bagiannya tersebut diatas, yang dalam hal ini didudukan 

sebagai pihak Turut Tergugat, sebab dlalah salah seorang yang 

mengetahui persis asa1 usul tanah /objek sengketa tersebut, lagi pula 

antara Andl Mira dengan Turut Tergugat adalah sauda.ra kandung; 

5. Sebelurn terjadinya prosesjual bell te.sebut dl alas pada tahun 1964 

Tergugat I datang peda Andi Mira memohon agar Tergugat I di beri 

izin untuk menetap sementara waktu di alas objek sengketa dengan 

alasan bahwa Tergugat I mengalami kasulitan bertempet tinggal, 

dengan pertimbangan kemanusiaan dan rasa kekelua.rgaan yang 

mendahutt, akbirnya Andi Mira mengizinkannya untuk ditempati 

tanahnya yang kini menjadi objek sengketa dengan catatan sifutnya 

hanya sementara waktu saja; 

6. Jual beli antara Penggugat dengan Andl Mira atas objek sengketa 

adalah diketahui atau dimaklumi oleh Tergugat I ka.rena disadari 

betul, bebwa objek senglreta tersebut adalah miliknya Andi Mira 

yang didapetkan dari orang tuanya, berselang tak lama kemudian, 

Tergugat II yang memparistrikan adik kandung Tergugat I yang 

bema.rna Opu Lanna, yang pada waklu itu turut serta tinggal serurnah 

1989 tenlang Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Aida Tanah, 
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di atas objek sengketa, mulai membangun rumahnya secara 

pem1anen: 

7. Pihak Penggugat Ielah beberapa kali memperingatkan kepada 

Terguga! I, utamanya kepada Tergugat II agar !idak membangun 

rumah di atas tanah milik Penggugat, namun hal tersebut tidak 

mendapat tanggapan dan bahkan sebaliknya Penggugat sering di 

an cam dan diintimidasi oleh T ergugat II; Demildan halnya ketika 

Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada pihak Turut 

Tergugat selaku kakak kandung dari Andi Mira (Pibak Penjual), agar 

Tergugat I dan II mau meninggalkan objek sengketa, namun hal 

tersebut juga tidak membuahkan basil; 

8. Berbagai cara dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan hak.nya, 

atas objek scngketa, namun hal tersebut selalu mendapat halangan 

dari Tergugat II, yang hingga saat ini masih menguasai tanah 

tersebut secara sewenang~wenang sehingga diajukanya gugatan ini 

ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesruan secara proporsional ; 

9. Tergugat I dan ll telah menguasai secara sewenang-wenang alas 

objek sengketa tersebut dengan cara membangun rumah di atas tanah 

Penggugat, dan untuk menghindari agar tuntutan tidak menjadi 

hampa karena adanya kekhawatiran yang didasari itikad buruk dari 

Tergugat I dan II untuk mengalihkan objek sengketa, maka 

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palopo cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa perkara ini berkenan lebih dahulu meletakkan sita 

jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek scngketa; 

2.1 0.3 Petitum 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadililmemeriksa 

perkara ini memutuskan: 

!. Mengabulkan gngatan Penggngat secara keselunahan; 

2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang kini menjadi objek 

sengketa, yang pertama kali ditunjukkan oleh Pihak Tergngat 

(H.Andi Masrung alias Opu Saing) benar adalah tanahnya Andi 
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Mira (almarhumah) yang berasal dari orang tuanya bemama Opu 

Sanning; 

3. Menyatakan dalam hukum bahW11 jual beli antara Penggugat 

dengan Andi Mira adalah sah menurut hukum; 

4. Menyatakan dalam bukum bahwa objek sengketa yang sekarang 

berada dalam penguasaan Tergugat I dan II adalah perbuatan 

melawan hukum, setidak-tidaknya melawan hak penggugat; 

5. Menyatakan dalam hukum bahwa segala perbuatan hukum atas 

tanah objek sengketa dan surat-sorat yang berhubungan dengan 

tanah tersebut yang terbit tanpa sepengetahuan Penggugat adalah 

jelas tidak sah dan batal demi hukura, setidak-tidaknya tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 

6. Menghukura para T ergugat I dan II untuk semen tara menghentikan 

seluruh kegiatan-kegiatan di atas objek sengketa sampai dengan 

putusan ini berkekuatan hukum tetap, meskipun ada perlawanan, 

banding dan kasasi dati para T ergugat I dan II; 

7. Menghulrum para tergugat l dan 11 dan atau siapa saja yang 

menguasai objek sengketa, baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersa;:w-sama untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat 

dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat; 

8. Menyatakan sah dan berhllrga sita jaminan (Conservatoir Beslag) 

yang diletakkan oleh M'\ielis Hakim yang mengadili perkara ini; 

9. Menghukum para Tergugat I dan ll untuk membayar uang paksa 

(dwongsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta 

rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dengan tidak 

mengindahkan teguran atau putusan yang ada kaitannya dengan 

perkara ini; 

10. Menghukura para Tergugat I dan 11 membayar seluruh biaya yang 

timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng pada semua 

tingkat peradilan; 
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2. l 0.4 Alat Bukti dalam Persidangan 

l. Penggugat 

a. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli antara A. Mira dengan 

Beddu, diberi tanda P. l, 

b. Fotocopy SW'Ilt Penyaksian tertanggal 25 April 1978 dari 

Rachman (bekas Kepala Desa Cilallang), diberi tanda P.2, 

c. Fotocopy sural yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan 

Negeri Palopo tertanggal 30 Aprll 1978 yang dibuat oleh 

S.D.Jufri selaku Kepala Desa Cilallang, diberi tanda P.3, 

d. Fotoeopy tanda terilllll uang pembayaran Pajak lpeda tahun 

1977, diberi tanda P.4, 

2. Para T ergugat 

a. Fotocopy Dafuu: Keterangan Obyek untuk ketetapan PBB 

Pedesaan tertanggal24 Januari 2002, diberi tanda T.l, 

b. Folocopy Sural Pemberilahuan Pajak Terhutang FBB tahun 

1986, diberi tanda T.2, 

c. Fotocopy Sural Pemberltahuan Pajak Terhutang PBB tahun 

2005 dan tahun 2004, diberi tanda T.3, 

d. Folooopy Sural Kelerangan te.t.mggal20 Mei 1975, diberi Ianda 

T.4, 

e. Folocopy sural yang ditujukao kepada Andi Warru Opu Rawe 

lertanggall Desember 1998, diberi Ianda T.S, 

f. Fotocopy sural yang ditujukao kepada Kepala Kecamatan Baja 

tertanggal S April1978, diberi tanda 1.6 

g. Fotocopy sural yang ditujukan kepada Kepala Desa Cilallang 

tertanggal4 Mei 1978, diberi tanda T.7, 

h. Fotocopy sural yang ditujukao kepada Ketua Pangadilan Negeri 

Palopo tertanggal 9 Descmber 1998, diberi tanda T.8, 

i, Fotocopy sural yang ditujukan kepada Camat Belopa tertanggal 

5 Aprll1978, diberl tanda 1.9, 

j. Fotocopy Surat Kelerangan tertanggal 18 Oktober 2005, diberi 

tanda T.lO, 
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k. Folocopy Sural Pemyataan tertanggal 25 November 2005, diberi 

ll!nda T.ll, 

2.10.5 Putusan Pengadilan Negeri Palopo 

1. Penggugal dalam surat gugatannya telab menyatakan babwa tanab 

objek sengketa yang terletak di Keluraban Cilallang, Kecamatan 

Kamanre, Kabupaten Luwu adalah tanah milik Andi Mira yang 

berasal dari Opu Sanning, kemudian dijual oleh Andi Mira dan 

dibeli oleh H. Beddu Waddi Alias Ambe Rahmatia (Penggugal) 

seeara sah, sehingga penguasaan Andi Warru (Tergugat I) dan M. 

Sabir (Tergugat II) atas tanah objek sengketa adalah perbuatan 

melawan hukum, sedangkan sebaliknya para Tergugat I dan H 

dalam sural jawabannya pada pokoknya menyatakan babwa tanah 

obyek sengketa yang sekarang dalam penguasaan para Tergogat 

adalah milik pera tergugat I dan II yang berasal dari Opu Pati, 

sementara H. Andi Masaing (Turut Tergogat) dalam surat 

jawabannya pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat 

bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Andi Mira yang berasal 

dari Opu Sanning kemudian dijual oleh Andi Mira dan dibeli oleh 

Penggugat 

2. Dalil-dalil gugatan penggugat dibantab oleh Tergugat I dan II, 

maka Penggugat diberi kesempatan untak membuktikan dalil-dalil 

gugatannya, setelah itu para Tergugat I dan II diberi kesempatan 

untak membuktikan dalil-dalil bentahannya. Hal itu sesuai pasal 

283 RBg atau Pasal 165 KUH Perdala babwa barang siapa yang 

mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan sesuatu 

perbuatanlperistiwa untuk menegubkan haknya atau untuk 

membantah hak orang lain harus membuktikan hak itu adanya 

perbuatanlperistiwa tersebu~ dengan kala lain babwa siapa yang 

mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya; 

3. Penggugat telah mengajukan 4 ( empat) bukti surat dan 3 (tiga) 

orang saksi, sedangkan Tergugat I dan n telah mengajukan II 
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(sebelas) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, sementara Turut 

Tergugat telah mengajukan 6 (enarn) bukti sural dan 2 (dua) orang 

saksi~ 

4. Majelis telah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan 

Penggugat serta jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 

tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pokok permasaiahan 

daiarn perkara ini adaiah benarkah tanah obyek sengketa adaiah 

tanah miiik Penggugat yang dibeii secara sah dari Andi Mira; 

5. Penggugat daiam posita gugatannya mendaliikan bahwa tanab 

obyek sengketa adaiah tanah bagiannya Andi Mira dari orang 

tuanya bernama Opu Sanniog, yang mana Andi Mira dipanggii 

oieh H. Andi Masaing alias Opu Saing (Iurut Tergagat /saudara 

kandung Andi Mira) untuk mengurus bagiannya, kemudian obyek 

sengketa didapatkan Penggugat melaiui proses juai beli antara 

penggugat dengan Andi Mira (Almarhnmah) pada sahun 1964 

seharga Rp. 25.000,- (dua pu1uh lima ribu rupiah), dimana sebeium 

tetjadinya proses jual beli tersebut, T ergugat I diberi izin untuk 

menetap di atas tanah obyek sengketa oleh Andi Mira untuk 

sementara wakm saja, narnun kemudian Tergugat II yang 

memperistrikan Opu Lanna (adik kandung tergugat l) turut serta 

tinggai serumah di atas tanah obyek sengketa dan membangun 

rumahnya secara pennanen~ 

6. Keterangan dari saksi Penggugat yaitu Abhas Saat bin Sarntllllll& 

Budia dan Pisa telah menerangkan bahwa tanah sengketa awainya 

dikeJjakan oleh Nenek Anda laiu dibeii oleh Opu Sanaing, 

kemudian oleh Opu Sanaing diberikan tanah objek sengketa 

tersebut kepada anakoya yaitu Andi Mira yang lalu menjuainya 

kepada Penggugat, selanjutnya para saksi Penggugat menerangkan 

pu1a bahwa saksi-saksi tidak sahu apa sebahnya para Tergugat I dan 

II menguasai dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa 

tersebu~ padahal sesahu mereka tanah obyek sengketa adaiah milik 

Penggugat yang diheli dari Andi Mira, dan selanjutnya saksi Budia 
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(sebelas) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, sementara Turut 

Tergugat teiah mcngajukan 6 (enam) bukti sural dan 2 (dua) orang 

saksi~ 

4. Ma.jelis telah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan 

Penggugat serta jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat 

tersebu~ maka Majelis berpendapat babwa pokok permasalaban 

dalam perkara ini adalab benarkab tanab obyek sengketa adalab 

tanab milik Penggugat yang dibeli secara sab dari Andi Mira; 

5. Penggugat dalarn posita gugatannya mendalilkan babwa tanab 

obyek sengketa adalab tanab bagiannya Andi Mira dari orang 

tuanya bernama Opu Sanning, yang mana Andi Mira dipanggil 

oleh H. Andi Masaing alias Opu Saing (Turut Tergugat /saudara 

kandung Andi Mira) untuk mengurus bagiannya, kemudian obyek 

sengketa didapatkan Penggugat melalui proses jual bell antara 

penggugat dengan Andi Mira (Aimarhumah) pada tahun 1964 

sebarga Rp. 25.000,- (dua puiuh lima ribu rupiah), dimana sebelwn 

terjadinya proses jual beli tersebut, T ergugat l diberi izin untuk 

menelap di atas tanab obyek sengketa cleh Andi Mira untuk 

semenlara waktu saja, narnun kemudian Tergugat ll yang 

memperistrikan Opo Lanna (adik kandung tergugat I) turut serta 

tinggal serumab di atas tanab obyek sengketa dan membangun 

rumahnya secara permanen; 

6. Keteracgan dari saksi Penggugat yaitu Abbas Saat bin Sarnmang, 

Budia dan Pisa telab menerangkan babwa tanab sengketa awalnya 

dikeljakan oleh Nenek Anda lalu dibeli oleh Opu Sanning, 

kemudian oleh Opu Sanning diberikan tanab objek sengketa 

tersebut kepada anaknya yaitu Andi Mira yang lalu menjualnya 

kepada Penggugat, selanjutnya para saksi Penggugat menerangkan 

pula babwa saksi-saksi tidak tabu apa sebabnya para Tergugat I dan 

II menguasai dan membangun rumab di alaS tanah obyek sengketa 

tersebut, padabal setabu mereka tanab obyek sengkela adalah milik 

Penggugat yang dibeli dari Andi Mira, dan selanjutnya saksi Budia 

Universitas Indonesia 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



52 

menerangkan pula bahwa tanah obyek sengketa pemah 

dipersoalkan di Kantor Desa; 

7. Keterangan saksi Penggugat tersebut dikuatkan o!eh keterangan 

saksi Turut Tergugat yaitu H. Maddu dan Bahar Djunaid yang pada 

pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik 

Andi Mira yang berasal dari Opu Sanning kemudian di jual oleh 

Andi Mira kepada H. Beddu/Ambe Rahmatia, selanjutnya para 

saksi Turut Tergugat menernngkan bahwa saksi tidak tabu apa 

sebabnya Andi Warru alias Opu Rawe (Tergugat I) dan Sabir 

(Tergugat !I) bisa tinggal di tanah obyek sengketa tersebut; 

8. Bukti sural yaitu P.l, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh 

Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu 

fotocopy surat perjanjian (P.l) bahwa Andi Mira mengaku menjual 

tanah bagiannya dari Opu Sanning kepada penggugat seharga Rp. 

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), la!u foto copy surat 

penyaksian dari Man tan Kepala Desa Cilallang Rahman R. (P .2) 

bahwa berhubung karena pada tahun 1967 Andi Warru (Opu Rawe) 

pada waktu itu sangat susah tempat rnmahnya maka Opu Mira 

sel&ka keluarga terdekat maka ditempatkanlah di atas tanah yang di 

tempati sekarang dan sejak berlakunya pembayaran lpeda yang 

bayar Ipeda adalah Andi Mira kemudian pindah kepada Ambe 

Rahmatia (Penggugat) sesuai daftar Ipeda No. F 21, lalu fotoeopy 

surat dari Kepala Desa S.Djufri kepada Kepala l'engadilan Negeri 

Palopo (P.J) bahwa perihal sengketa tanah antara Andi Warru dan 

Andi Mira yang besitter adalah Andi Mira /Ambe Rahma!ia karena 

dialah yang selalu membayar lpedanya sejak berlaku lpeda di 

wilayah Kabupaten Luwu dengan bukti dalam Plagam No. F 21 

atas nama Beddu Waddi (Ambe Rahmatia) atas pengoperan Andi 

Mira, selanjutnya diperkuat fot<Jcopy tanda terima uang 

pembayaranpajak Ipeda 1977 (P.4) oleh Kepala Desa S. Djufri; 

9. Para Tergugat I dan II membantah dalil-dalil Penggugat tersebut 

dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para 
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Tergugat I dan II yang herasal dari orang tuanya bemama Opu Pati 

dan Andi Mira pemah tinggal di alas tanah obyek scngketa hanya 

karena diberi izin oieh Tergugat I. yang unluk membuktikan 

dalilnya tersebut para Tergugat I dan II mengujukan 2 (dua) orang 

saksi yaitu Malaherang dan Yamin D. Polapa, namun hanya saksi 

Malahenmg yang menerangkan bahwa umah obyek sengketa 

berasal Opu Pati (Orang tua Tergugat I), sedangkan saksi Yamin D. 

Polapa menerangkan tidak tabu asal usul tanah obyek sengketa, dia 

hanya tabu persoalan setelah menjab& Kepala Desa pada tabun 

1980-an dan Tergugut II yang membayar pajak lpeda IPBB -nya 

karena para tergugat sebagai last besitter (berkedudukan terakhir) 

di atas tanah obyek sengketa tersebut ; 

IO.Bukti surat T.l, T.2 dan T.3 yang diajukan oleh para Tergugat I 

dan II bukanlah merupakan bukti pemilikan hak atas tanah obyek 

sengketa namun hanya merupakan bukti pembayanm pejak lpeda 

/PBB dari tergugat I sebagai besitter di atas tanah sengketa, 

sementara dari bukti surat T.4, T.S, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tidak 

satupun yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah 

milik Andi Warru, malahan me<nbuktikan bahwa sejak tabun 1978 

temyata tanah obyek sengketa telah dipersoalkan antara Andi 

Warru (Tergugat I) melawan Andi Mira dan H.Beddu/Ambe 

Rahmatia (Penggugat), sehingga terbit surat antara lain dari Camat 

Belopa, Kepala Bagian Perdata Pengadilan Negeri Palope, 

Komandan Sektor Kepolisian Bajo pada pokokoya bahwa berkaitan 

kasus antara Andi Warru dengan Andi Mira dan H.Beddu /Ambe 

Rahmatia maka diharapkan kedua belah pihak untuk tidak 

melakokan kegiatan di atas tanah sengketa sebelum ada keputusan 

dari Pengadilan Negeri Palope, sedangkan keberadaan Andi Warru 

di atas tanah sengketa hanya sebegai last besitter (berkedudukan 

terakhir) yang apabila ada pihak lain yang merasa berhak atas tanah 

sengketa tersebut maka dapat mengajukan gugatan di kantor 

Pengadilan Negeri Palope; 
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I L Bahwa mengenai bukti TJ 0 dari Lurah Cilallang hanya keterangan 

bahwa Andi Rawe (Tergugat I) tidak pemah melalaikan 

kewajibannya membayar PPB tanah sengketa tersebut, sedangkan 

bukti T. I I han)'ll keterangan sepihak yang tidak cukup kuat 

mendukung bukti-bukti sural lainya dari para tergugat I dan ll 

sehingga patut dikesampingkan; 

12.Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka majelis 

berkesimpulan bahwa bukti surat T.l s/d T. 11 dan keterangan 

saksi dari para Tergugat I dan II tidak cukup kuat membuktikan 

kebenaran dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa ada!ah 

milik tergugat I dan II yang berasal dari Opu Pati, sebaliknya bukti 

sural PJ sld P.4 dan keterangan saksi dari Penggugat cukup kuat 

untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah 

obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dlbeli Penggugat 

secara sah dari Andi Mira yang merupakan tanah bagiannya dari 

Opu Sanning, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah 

diakui kebenarannya oleh Turut Terguga~ oleb karena itu pctitum 

Penggugat pada point 2 dan 3 horus di kabulkan; 

!3.Sesuai keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, para Tergugat 

dan Turut Tergugat temyata benar tanah obyek sengketa sarupai 

sekarang bernda dalam pcnguasaan para Tergugat I dan II, 

meskipuo Penggugat telah memperingatkan agar para Tergugat 

tidak membangun rumah secara permaoen di at.s tanah sengketa, 

oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat pada 

point 4 harus dikabulkan yaitu menyatakan para Tergugat I dao II 

telah melakukan perbuatan melawan bukum, setidak-tidaknya 

melawan hak Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah obyek 

sengketa tersebut sehingga Peoggugat sarupai sekarang telah di 

rugikan bekn)'ll untuk menguasai dan memanfuatkan tanahoya; 

14.0leh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah 

milik Pengguga~ maka Majelis berpendapat bahwa pctitum 

Penggugat pada point 5 barus dikabulkan, yaitu menyatakan segala 
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perbuaran hukwn atas umah obyek sengketa dan surat-surat yang 

berhubungan dengan tanah tersebut yang terbit tanpa 

sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, 

setidak-tidaknya tldak mempunyai kekuatan hukum yang rnengikat; 

!S"Oieb karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa ada!ah 

milik Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Petitum 

Penggugat pada point 7 harus dikabulkan, yaitu mengbukum para 

Tergugat I dan II dan atau siapa saja yang menguasai obyek 

serigketa baik secara sendiri-sendiri maupWI bersama~sama untuk 

menyerahkan kembali obyek tanah sengketa kepada Penggugat 

dalarn keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat; 

16" Tuntutan Penggugat agar menghukum para tergugat I dan II untuk 

sementara waktu menghentikan selurah kegiatan di atas obyek 

sengketa sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, 

meskipun ada upaya hukum perlawanan. banding dan kasasi 1 

menurut Majelis tidak dapat dikabulkan karena tidak mernenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 Ayat (1) RBg. 

dan!a<au SEMA Nomor 3 Tahun 2000, yang mana bukti sural P.l 

sld P.4 telah dibantah oleh para Tergugat 1 dan U tentang 

kebenarannya sehingga putusan ini baru dapat dijalankan setelah 

tnempunyai kekuatan hukum te<ap, oleh karena itu Petltum 

Penggugat pada point 6 harus di tolak; 

17.Penggugat dalam gugatannya memohon agar diletakkan sita 

jarninan (eonservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa dalam 

perkara ini, menurut Majelis bahwa tidak ditemukan adanya alasan 

yang k-uat untuk melakukan penyi<aan atas tanah obyek sengke<a 

tersebut karena selama proses persidangan berlangsung tidak 

diternukan bukti cukup adanya usaha dari para Tergugat I dan U 

untuk mengalihkan kepada pihak·pihak lain tanah obyek sengke<a 

tersebu~ oleh karena itu petitum Penggugat pada point 8 barus di 

tolak; 
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l8.Selain itu Penggugat memohon agar para Tergugat I dan II di 

hukum pula membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari 

keteriambatan atau lalai dengan tidak mengindahkan teguran atau 

putusan yang ada kaitannya dengan perkara ini. hal mana menurut 

Majelis rnerupakan tuntutan yang tidak relevan dan sangat 

berlebi~ mengingat apabila putusan ini telah berkekuatan hukum 

tetap maka Penggugat dapat mengajukan pennohonan eksekusi ataS 

putusan perkara ini, o1eh karenanya pelitum penggugat pada point 9 

harus di tolak; 

l9.0leh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum 

Penggugat pada point l 0 harus dikabulkan yaitu para Tcrgugat I 

dan II bersama Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng 

untuk mernbayar segala biaya yang timbul dalarn perkara ini; 

2.11 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 

Menimbang, bahwa pennohonan banding dari pembanding Msemula 

Tergugat I dan II relah diajukan dalam renggang wuktu dan menurut cara 

yang ditentukan Undang-Undang, maka pennohonan banding tersebut 

dapat dilerima; 

Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal4 mei 2006 

yang di ajukan kuasa Pembanding -semula Tergugat I dan II, pada 

pokoknya sangat barkeberatan atas dikabulkannya gugatan Terbanding • 

semula Penggugat, karena batru!-batas tanah sengketa sewaktu dilakukan 

"perneriksaan setempat" tidak sama dengan luas dan batrul-batru! tunah 

sengketa yang di uraikan oleh Terbanding -semula Penggugat dalam surat 

gugatan, sehingga dangan dernikian menurut koasa Pembanding -semula 

Tergagat I dan II gugatan Penggugat dan Turut Terbanding -semula Turut 

tergugat dalarn membarikan keterangan antara satu saksi dengan sakai 

lainnya tidak saling berse>"Uaian, sebaliknya saksi-sakai yang telah 

diajukan olah Pembanding -semula Tergugat I dan II telah memberikan 

kererangan yang bersesuaian dan rnendukung bukti tertulis dari 

Pembanding -semula Tergugat I dan II, sehingga putusan Majelis Hakim 
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tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding ~semuia 

Penggugat adalah tidak tepa! dan sangat keliru; 

Berdasarkan alasan~alasan tersebut di atas Pembanding -semuia 

Tergugat I dan ll menuntut agar putusan Peng:adHan Negeri Pa:Jopo 

tersebut dapat dibatalkan selanjutnya dimohon agar Pengadilan Tinggi 

Makasar mengadili sendiri - yaitu dengan menoiak gugatan Terbanding -

semula Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan Terbanding -semula 

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa pihak Terbanding • semula Penggugat, telah 

menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori 

banding tertanggal 29 Mei 2006, yang pada pokoknya mengemukakan 

bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang 

kemudian ditWliljlkan dalarn arnar putusannya tanggal 13 Februari 2006 

Nomor 31/Pdt.G/2005/PN.Plp. tersebut te!ah tepat dan sangat beralasan 

menurut hukum karena dari fakta-fakta yang dipero!eh selama 

persidangan, pihak Terbanding ·semula Penggugat, telah dapat 

membuktikan hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa oleh karena 

itu sudah sepantasnyalah gugatan Terbanding -semula Penggugat 

dikabulkan, sedangkan pihak Pembwoing -semula Tergugat I dan II tidak 

berhasil membuktlkan dalil sangkalannya; 

Menimbang} bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama 

berlta acara persidangan, persbuktian dari piltak-pihak yang bersengketa 

dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 

2006 Nomor 31/PdLG/2005/PN.Plp yang dimohon banding serta 

memperhatikan memori banding dan kontra memori yang diajukan 

sehubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi menyimpulkan 

adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut : 

1. Sengketa yang tegadi antara Pembanding -semula Tergugat I dan II 

dengan Terbanding -semula Penggugat pada hakekatnya adalah 

sengketa tentang "kepemillkan" atas sebidang tanah seluas 800 m2 

yang terletak di lingknngan Tondo 'Tonga, Rt!Rw. 04/03 Kelurahan 

Universitas Indonesia 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



58 

Cilallang, Kecamatan Karnanre, Kahupaten Luwu, dengan batas-batas 

sebagai berikut 

- Utara dengan tanah Zainudin; 

- Timur denganjalan Poros Propinsi; 

- Selatan dengan bengkel motor Syabrul Tiara; 

- Barat dengan sawah ltanah kering milik Penggugat; 

2. Bahwa di atas tanah sengketa pada saat ini telah didirikan sebuah 

rumah perrnanen kepunyaan M. Sabir alias Hcllllllil Roy i.e. Andi 

Warru, setelah Pembanding ~semu!a Tergugat II bersama dengan 

istrinya Opu Lanna, sedangkan Pembanding -semula Tergugat I i.e. 

Andi WIUTll, setelah Pembanding -semula Tergugat II mendirikan 

bangunan rumah di atas tanah sengketa, sudah tidak lagi menguasai 

dan menernpati obyek sengketa; 

3. Tanah obyek sengketa di peroleh Terbanding -senlUla Penggugat 

dengan cara membeli dari Andi Mira (almarhum) pada tahun 1964, 

yang dipersidangan telah dibenarkan oleb H. Andi Masaing alias Opu 

Saing Turut Terbanding -semula Turut Tergugat sebagai saudara 

kandung Andi Mira a!marhumah; 

4. Pengakuan dari Turut Terbanding -semula Turut Tergugat, yang 

dikuatkan oleh sakai-saksi Terbanding -semula Penggugat dan Turut 

Terbanding -semula Turut Tergugat, terbukti bebwa semula tanah 

sengketa adalah rnilik Andi Mira aim. (yaitu saudara kaadung Turut 

Terbanding -semula Turut Tergugat) yang diperoleb Andi Mira 

sebagai pembagian warisan darl orang tua mereka bemama Opu 

Sanaing, yaitu ketika tanah obyek sengketa bemda dalam penguasaan 

Andi Mira pemah didirikan rumah panggung diatasnya oleh Andi 

Mira, akan tetapi pada saat teljadi pergolakan Dl!Tll rurnah tersebut di 

bakar; 

5. Pihak Pembanding -semu!a Tergugat I dan!!, telah membenarkan di 

atas tanah sengketa dahu/u pernah adanya bangunan rumah milik 

Andi Mira aim., akan tetapi pihak Pembanding - semula Tergugat I 

dan II mendalihkan Andi Mira sebagai pihak yang "banya 
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menumpang" untuk sementara saja yaltu izin Opu Pati alias Andi Rara 

sebagai pemilik lanah sengketa yahu orang tua Pembandlng - semula 

Tergugat I, dan setelah Opu Pati alias Andi Rara menlnggal dunia 

maka obyek sengketa jatuh warisan kepada Pembanding -semula para 

Tergugat yaitu kepada Tergugat I dan isteri Tergugat I! i.e Opu Lanna; 

6. Tanah sengketa telah dipermasalahkan semenjak tahun 1978, akan 

tetapi tidnk selesai sehingga tetjadi gugatan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa didalam mengabulkan gugatan Penggugat pada 

pokoknya Majelis Hakim tingkat Pertama telah menyimpulkan obyek 

sengketa tersebut adalah milik Terbanding- semula Penggugat yang dibeli 

dad Andi Mira pada tahun 1964 dengan ha:rga Rp.25.000,00 (vide bukti l'-

1). Teljadinya juol beli terscbut telah dibenarkan oleh Turut Tergugat 

sebagai salah seorang saudara kandung Andi Mira yang masih hidup . 

Kepamilikan Andi Mira alas obyek sengketa di peroleh karena warisan 

dari orang tuanya bernama Opu Sanuing dau Andi Mira pemeh mendirikan 

rumah panggung di atlSnya akan tetapi oleh kareua adauya pergolakan 

DI/Tll rumah tersebut di bakar (libat bukti P-2, P-3 dan P-4), kenyataan 

ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Abbas Saat bin Sanunang, 

Budia, H.Maddu dau Bahar Junaid dan sebaliknya dari hukti-bukti yang 

diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat 1 dan II di persidaugan, 

Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memperoleh bukti yang dapat 

menguatkan daHl sangkalannya ; 

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kenyataan·kenyaman 

tersebut dialas adapun permasalahan pokok dalam perkara ini adalah 

apakah banar pendirian bangunan rumah panggung di alas tanah sengketa 

oleh Andi Mira aim. Pada 1950-an yang diakui dau dibenarkan oleh 

Pemhauding -semula Tergugat l dau U, berstatus menumpang diatas tanah 

Pemhauding -semula Tergugat I dae II ataukah Andi Mira meodirikan 

bangunan rumah tersebut di alas tanahuya sendiri Pengadilan Tinggi akan 

mempertimhaugkan sebagat beriknt; 
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Menirnbang. bahwa baik dari keterangan saksi~saksi rnaupun surat

sural bukti yang di ajukan oleh Pembanding ·semula Tergugat I dan II di 

persidangan, Pengadilan Tinggi tidak memperoleh satu bukti pun yang 

dapat menguatkan da!ih Pernbanding -semula Tergugat 1 dan II 

sebagairnana di uraikan oleh Pembandimg -semu!a Tegugat I dan II dalam 

jawaban tertanggal 7 September 2005, bahwa Andi Mira "menumpang" 

mendirika:n rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1950-an, sehingga dari 

fakta tersebut harus disimpulkan pandirian bangunan rumah panggung 

diatas tanah sengketa pada tahun 1950-an oleh Andi Mira aim. tersebut, 

dikarenakan tanah scngkcta adalah mi!ik Acdi Mira yang dipcroleh karcna 

warisan dari orang tuanya bemama Opu Sanning sebagaimana dibenarlum 

oleh Turut Terbanding -semula Turut Tergugat serta saksi-saksi lainnya; 

Mcnimbang, bahwa dikarenakan tanah sengketa mi!ik Acdi Mira 

maka perbuatan jual bali yang dilakukanya dengan pihak Terbanding -

semula Penggugat pada tahun 1964 tersebut dapat dibenarkan; 

Menimbang. bahwa oieh k.arena itu keberatan yang dikemukakan 

oleh Pembanding -semula Tergugat l dan II dalam memnri bandingnya 

tidak cukup berharga untak dijadikan dasar dan alasan mernbatalkan 

pctusan . Pengadilan Negeri Palopo yang dimohoakan banding, oleh 

karena.'lya keberatan tersebut barus dito!ak; 

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena demilian halnya, 

rnaka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 2006 Nomor 

31/Pdt.G/2005/PN.Pip. yang dimohon banding dapat dikuatkan; 

Menimbeng, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya 

Pembanding -semula Tergngat I dan II barus dihukum secant tanggnag 

renteng untak mernbayar biaya perl<ara dalam kedua tingkat Peradilan, 

yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini. 

Menginga~ paaal 199 R.Bg jo Ketentuan Titel Vii Rv.dan paaal

paaallain dari Undang-Undang yang bersangkutan; 
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2.12 Analisis Pokok Permasalahan 

Setelah mempelajari teori mengenai hak atas tanah terutama hak 

milik tanah, pcndaftaran tanah, pcmbuktian hak alas tanah, jual beli tanah 

dan kasus posisi yang menjadi pokok permasalahan serta 

mempertimbangkan putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai 

dengan tingkat Pengadilan Tinggi sebagai dasar untuk. melakukan analisa 

terhadap sengketa dalam kasus yang dibahas oleh Penulis. 

I. Status tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

31/Pdt.G/2005/PN.Palopo tanggall3 Februari 2006 

Obyek tanah sengketa adalah tanah bekas hak milik adat yang 

telah diundangkannya UUP A demi hukum dikonversi menjadi hak 

milik. Hak milik atas tanah hanya dapcr dipunyai oleh Warga Negara 

Indonesia atau Badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat 

memiliki hak milik (Pasal21 ayat (l) dan ayat (2) UUPA). 

Obyek sengketa merupakan tanah hak milik yang telah 

mengalami pengalihmt hak berupa jual beli kepada Penggugat. 

Pembeli!Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dengan 

demikian berhak untuk memiliki hak milik au.s tanah tersebut dan 

sekaligus dapat membuktikan. hahwa tanah sengketa tersebut adalah 

benar-benar miliknya berdasarkan alat-alat bukti yang telah 

disarnpalkan oleh Penggugat dalarn persidangan yaltu: 

a. Fotocopy Sura! Peijanjian Jual Beli antara A. Mira dengan 

Baddu, 

b. Fotocopy Sura! Penyaksian tertanggal 25 April 1978 dari 

Racbman (bekas Kepala Desa Cilallang) yang menerangkan Andi 

W arru meminta menumpang diatas tanah milik Andi Mira, 

c. Fotooopy sural yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri 

Palopo tertanggal30 Aprill978 yang dibuat oleh S.D.Jufri selaku 

Kepala Desa Cilallang yang menerangkan bahwa Ambe Ralunatia 

selalu membayar Ipadanya setiap tahun sejak berlaku lpcda di 

Wilayah Kabupeten Luwu dengan dibuktikan Piagam No. F.21 
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atas nama Beddu Waddi (Ambe Rahmatia) berdasarkan 

pengoperan dari Andi Mira, 

d. Fotocopy tanda terima uang pembayaran Pajak lpeda tabun 1977, 

Untuk tanah yang belum terdaftar, tanah-tanah bekas hak 

milik adat seperti ini, rnaka Petuk Pajak (lpeda) digunakan sebagai 

petunjuk untuk mengetahui status tanah dan riwayat tanah yang 

bersangkutan, serta siapa yang memililcinya Petuk pajak sebelum 

diundangkannya UUPA dianggap sebegai bukti hak atas tanah yang 

disebut sebegai pajak basil burnillandrente. 

Pemilik tanah yang belum mendaftarkan haknya tersebut 

dengan menggunakan tanda bukti pembeyaran pajak sebegai bukti 

kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Sementara dalam salah 

satu sumber huku.'"ll kita yaitu ymisprudensi nomor 34/K/Sip/1960 

menyebutkan bahwa surat pembeyaran pajak bukan merupakan 

petunjuk siapa yang berus membeyar pajak alas suatu bidang tru!ah 

tertentu. Ketentuan hukum ini seringkali digunakan oleh para hakim 

wttuk menyelesaikan suatu perkara tanpa melibet latar balakang dari 

kasus mereka, sehingga begi pemilik tanah bekas hak milik adat hal 

ini sangat merugikan. 

Penggagat menggunakan bakti tertulisnya berupa Surat 

PC!janjian Jual Beli antara Andi Mira dengan dirinya meski tidal< 

bertanggal dan juga pembayaran p'\iak lpeda tabun 1977 sebagai 

dalilnya, dalarn persidangan alat bukti tersebut dibenarkan oleh 

keterangan para saksi. Jual beli yang tetjadi pada tahun 1964 tersebut 

dilakukan tidal< dihadapan PPAT ataupun Carnal. Perbuatan hukum 

tersebut dilaknkan diatas kertas yang diberi judul Surat PC!janjian. 

Hal ini terjadi karena kurangnya pengetabuan mengenai hukum 

tanah. 

Transaksi jual beli tanah dalam hukum pertanahan 

dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebegai PPAT 

Sementara oleh Kepala BPN. Hal ini per!u mendapat perhalian 
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secara serius, dalam rangka melayani masyarakat dalam pembuatan 

akta jual beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT." 

Yang dimaksud dengan daerah yang belwn cukup terdapat PPAT 

adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memeouhi jumlah 

formasi yang ditetapkan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

tersebut dahun Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998, 

Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat menWljuk PPAT 

Sementara untuk desa~desa dalam wilayah yang terpencit Ketcntuan 

ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pada rakyat di daerah 

tetpencil21 yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatlln 

hukum mengenai tllnah. Mereka yang ditunjnk sebagai PPAT 

Sementara adalah Pejabat Pemerinrah yang menguasai keadaan 

daerah yang bersangkutan, yaitu Kopala Desa." 

Diharuskannya jwtl beli tanah dengan Aktll PPAT 

berdasarkan Pemturan Pemerinrah Nomor 24 Tahun 1997, Peratumn 

Pemerlnrah Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Negara 

Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasiowtl Nomor 3 Tahun 1997, 

juga menimhulkan parsoahm rumit. Kbususnya di daerah pedesaan 

yang Camat atau Kepala Desanya belum ditunjnk sebagai PPAT 

Sementara, sedangkan banyak peoduduk pedesaan yang melaknkan 

jual beli tllnah tanpa akta PPAT, tetapi dilaknkan dihadapan Kepala 

Desa atau Camat. Untuk jual beli tllnah dengan status "bak milik 

adat" (belum berbentuk sertifikat) mengbaruskan adanya keternngan 

tertutis dari Lurah tentang kebenanm tanah yang diperjwtlbelikan 

diwilayalmya itu. Pemilik girik atau ketitir yang dikeluarkan sebelum 

rahun 1960 bisa mendapatkan sertiflkat dengan cara konversi. 

Adapun girik atau ketitir yang dikeluarkan sesudah rahun 1960 hurus 

16 Pasat 5 ayat (1) dan ayat (3) Pemturan Pemerintah Nomor 3:7 Tahun 1~8 tentang Peratu:mn 
!abatan Pejabat Pembuat Aida Tanah (Leml;taran Negara Tatum 1998 NDmor 52) 
n Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun I998". 
21 Penjelasan Pasal7 ayat (2) Pmtturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 1997, 
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mela!ui permohonan hak kepada sub Direktorat Agraria Wilayah 

Kola. 

Terdapat surat tertanggal 30 April I 978 yang dibuat oleh S. 

D. Jufri selaku Kepala Desa Cilallang yang menerangkan bahwa 

Ambe Rahmatia (Penggugat) selalu membayar lpedanya setiap tahun 

sejak berlaku lpeda di Wilayah Kabupaten Luwu dengan dibuktikan 

Piagam No. F.21 atas nama Beddu Waddi (Ambe Rahmatia) 

berdasru:kan pengalihan hak dari Aodi Mira (j>enjual). 

Pada dasamya bukti pembayaran pajak tidak dapat 

dimasukkan dalam bukti surat. Namun hakim dapat menggunakan 

bukti tersebut sebagai persangkaan dalam pengedilan atas 

kepemilikan tanah yang didukung oleh alat bukti pengak:uan sesuai 

dengan Pasal 24 ayat (l) PP 24/1997 dan keterangan saksi yang 

menyatakan bcnru: bahwa Ielah tejadi juai bell antarn Aodi Mira dan 

Beddu Waddi {Penggagat) pada tahun 1964. 

Maka hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggagat 

ndalah pemegang hak atas tanah tersebut, meski bukti kepemilikan 

tanah berupa sertifikat belum dimililcinya. 

Bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi ntaka 

pembuktian kepemilikan itu dapat dilakakan dengan keterangan 

saksi atau pemyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya 

kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi daJam 

pendaftaran tanah secara slstematik atau Kepa1a Kantor Pertanahan 

dalrun pendaftaran tanah sccara sporadik. Yang dimakaud dengan 

saksi adalah orang yang eakap memberi kesaksian dan mengetahui 

kepernilikan tersebut. 

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang bak 

tidak dapat menyediakan bukti kepemllikan sebagaimana dimakaud 

dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 balk yang berupa tertulis 

maupun bentuk laln yang dapat <lipercaya. Dalam hal demikian 

pembukuan hak dapat <lilakakan tidak berdesarkan bukti 
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kepemi!ikan akan tetapi berdA.Sarkan bukti penguasaan fisik yang 

telah dilakukan oleh pcrnohon dan pendahulunya. 

Pembukuan hak tersebut harus memcnuhi syarat sebagai berikut: 

a. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan 

secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun 

atau lebib secara berturut~turut; 

b. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama ini tidak 

digganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan . 

oleh masyarakat hukum ada! atau desa/kelurahan yang 

bersangkutan; 

c. Hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat 

dipercaya; 

d. Telah diberi kesernpatan kepada pihak lain untuk rnengajukan 

keberatan melalui pengumuman sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasa126 dari PP No. 24 Tahl.U11997; 

e. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang 

disebutkan di atas; 

f. Kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya 

dituangkan dalarn · keputusan berupa pengakuan hak yang 

bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalarn pendaftaran tanah 

secara sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahun 

pendaftaran tanah secara sporndik. 

Pembuktian bekas Hak Lama dan Hak Milik Adat dilakukan 

melalui alat-alat bukti mengenal adanya hak tersehut berupa bukti

bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pamyataan yang 

bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat 

yang berwenang. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara 

lengkap alat-alat pembuktian tersebut di atas, pembukuan hak dapat 

dilakukan herdasarkan kenyataan pengunsaan fisik selama 20 

(duapuluh) tahun atau lebih secara herturut-turut dengan syarat: 
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a, penguasaan tersebut dilakukan dengan ilikad baik dan secara 

terbuka serta diperkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya; 

b. penguasaan lersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat 

hukum adat atau desa!keluraban yang bersangkutan atau pihak 

lain. 

Dalam rangka menilai kebenaran alai bukti tersebut dilakukan 

pengumpulan dan penelitlan data fisik dan data yuridis alas tanab 

yang bersangkutan. 

Data fisik dan data yuridis tersebut kemudian diumumkan di 

kantor Desa/Keluraban, kantor Kecamatan, Kantor A judi kosi, Kantor 

Pertanaban, dan tempat-tempat lain yang dlanggap perlu selama 60 

(enampuluh) hari untuk permohonan rutin (sporadik) dan 30 

(tigapuluh) hari untuk pendaftaran mela!ui proyek Ajudikasi 

(sistematik). 

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanab dalam 

penyelesaian sengket.a tanah 

Banyak rumab-rumab yang didirikan diatas tanah milik Negum 

atau milik orang pribadi tetapi tidak diurusi sehingga diurus oleh orang 

lain (digarap). Pemilik tanab mendiamkan tanahnya, sehingga hanyak 

orang yang sengaja ataupun tidak memasuki laban tersebut dengan 

sembarang tanpa sepengetahuan pemiliknya. 

Kelika pemilik tanab ingin mengumbil alih kernbali tanab yang 

dikuasai oleh orang lain tersebut, maka pemilik tanah aknn mengalami 

kesulitan karena pemilik tanab harus mengusir orang-orang yang berada 

diatas tanab tersebut Mereka merasa memiliki tanah tersebut Sehingga 

hal inilab yang menyebabkan te!jadinya sengketa tanah antara penggump 

dengan pemilik tanah yang sehenamya. Perbuatan demikian dikntakan 

sebagai perbuatan melawan hukum. 

Sengketa dibidang pertanaban sama halnya dengan sengkela 

dibidang lain, dapat diselesaikan dengan hehernpa cam: 

Universitas Indonesia 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



67 

l. Penyelesaian secara langsung oJeh para pihak dengan rnusyawarah; 

2. Pcnyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan 

umum secara perdata atau pidana, j!ka sengketanya mengenai 

penyelesaian pemakaian illegal yang dimungkinkan oleh undang

undang Nomor 5I/Prpl1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa 

izin yang berhak atau kuasanya atau rnelalui peradilan tata usaha 

Negara. 

3. Melalui arbitrase dan AltematlfPenyelesaian Sengketa. 29 

Apabila teljadi sengketa maka para pihak tidak dibenarkan oleh 

undang-undang untuk melaknkan tindakan hukum secara sepihak. 

Tindakan hukum secara sepihak yang menggunakan kekuatan-kekuatan 

diluar hokum mernpekan tindnkan main haldm sendiri. Sering didapeti 

bahwa salah satu pihak yang bernengketa mendudnki tanah sengketa 

tersebut dengan kekuatan premanisme. Tindakan ini dapat dikatakan pula 

sebagal perbuatan melawan hukum. 

Sikap tindak main hakim sendiri dilarang oleh nndang-undang, hal 

ini 1ennaktub dalam suatu ynrisprudensi Mahkamah Agung Nomor 

279/K/Sip/!957, yang berbunyi: 

Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah, 
yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja 
merebut sawah i.tu, melaink:an barus menggugat orang lain itu 
dimnka pengadi!lllL Maka oleh karenanya gugatan terbadap orang 
yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan, dkabulkan tanpa 
memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasainya, Bagi 
tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si 
penggugat, agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah 
tersebut. 

Sering kali Perbuatan Melawan Hukum ini menjadl sengketa yang 

berujung di meja hijau, ketika jalan musyawarah menemui jalan buntu, 

atau tidak dlingiokua jalan arbltrase guna menyelesalkan sengketa 

29 Arie S. Hutagahmg. Tebaran Pemikiran Seputar Masolah Hukum Tt:mah Jakarta: LPftl. 2005. 
Hal. )72-174. 
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tersebut. Akibatnya banyak pibak yang dirugikan baik secara materii! 

maupun immaleriaL 

Ketika sengketa diperiksa oleh pengadiJan, maka pada umumnya 

penggugatlah yang menda!i!kan bahwa Ielah terjadi suatu persengketaan 

tersebut Penggugat dituntut untuk membuktikan dalilnya agar dapat 

memenangkan perkaranya tersebut sesuai dengan azas yang menyatakan " 

siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya,~·JO Azas ini 

tercantum dalam pasal 163 HIR, yang betbunyi: 

Barangs:iapa yang mendalilkan mempunyai suatu hakt atau 
mengajukan peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk 
membantah adanya bak orang lain haruslah rnembuklikan tentang 
adanya hak atau peristiwa tersebut.31 

Kasus yang dianalisis penulis yaitu bahwa Tergugat tidak 

mempunyai itikad yang baik dalam perolehan tanah obyek sengketa. Para 

tergugat telah menduduki lama (penguasaan secara fisik) obyek sengketa 

meski mengetabui tanah tersebut bukan milik mereka. Mereka 

mengeluarkan berbagai da!il untuk mempertahankan obyek sengketa. 

Bahkan jauh sebelum kasus ini disidangkan, hampir tmjadi penerbitan 

sertifikat palsu atas obyek sengketa tersebut.32 

Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik bekas 

tanah bak milik adat dengan sistem publikasi pendaftaran tanah yang 

dianut di Indonesia sesuai dengan Pasal 32 ayat (I) PP 2411997 yaitu 

negatif yang mengandnng unsur positif. Bahwa Negara tidak menjamin 

kebenaren data yang disajikan. 

Sesuai dengan asas nemo plus juris, perlindungan diberikan kepada 

pemegang bak yang sebenarnya, maka dengan asas ini, sehllu terbuka 

kemungkinan adanya gugalan kepada pemilik tetdaftar dari orang yang 

merasa sebagai pemilik sebenamya. 

3ll Retnowu1an Sutanto, SH dan Jsl<andar Oeripkartawi.nata, SH.. Hukum Acaro Perdata dalam 
Teori dan Prolaek. COC 9 (Bandung: Mandar Majn,. 2002. Hal. 60. 
:n 0. Bldarn, SH dan Martin P_ Bidara. SH. Keientuan perundanf!;umiangan, )'lirisprndensi
yurisj»"Udensi dan pentf(lpat Mabkamah Agung R1 lentang Hukum Actll'(l PerdaJa. CeL 2. 
Jalmrta: Pradnya Parnmila, 1987. Hal. 57 
:u Wawancara dengan Ahli Waris Penggugat, Hj. R.ahmatia dan Bapak Sapyuddin, SH. Kepala 
BPN PalOpO pada bulan Juli 2007. 
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Pasal 23, 32, dan 38 UUPAyang menyatakan bahwa peralihan hak

hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan) harus 

didaftar dan pendaftaran dimaksud merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai sahnya peralihan hak tersebut. Kuat tidak berarti mutlak, namun 

lebih dari yang lemah sehingga pendaflaran berarti lebih menguatkan 

pembukrian kepemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang berarti pemilik 

terdaftar tidak dilindungi hukum dan dapat digugat sebagaimana dimaksud 

di dalarn penjelasan Pemturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

Negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik !allah bekas 

hak milik adat yang beritikad baik yaitu mengguaakan bukti pajak sebagai 

petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat bukti lain untuk tanah 

hak lama dan alat bukti yang diatur dalarn Pasal 174 HIR . 

• 
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3.1 Kesimpulan 

BAB III 

PENUTUP 

I. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak 

{orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak 

atas tanah. baik terhadap status bnah, prioritas, maupun 

kepemilikannya dengan ha.rapan dapat memperoleh penyelesaian 

seca.ra adminisuasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Hak milik adat setelah berlakunya UUPA maka demi hukum 

dikonversi menjadi hak miUk. Hak Milik adalah hak terkuat dan 

terpenuh yang terutama dimiliki oleh Warga Negam Indonesia 

(tunggal). Perbuatan hukum yaitu jual bell tanah itu dimulai dengan 

kata sepakat antara caJon penjual dengan calon pernbeli mengenai 

objek jual belinya yaitu tanah hak rnilik yang akan dijual dan 

harganya. Hal ini dilakukan dengan musyawarah diantara mereka 

sendiri, Hal ini terjadi antara Andi Mira (Penjual) dengan H. Beddu 

Waddi (Pembeli!Penggugat). Akan tetapi, tanah yang menjadi obyek 

sengketa tersebut dikuasat secara fisik oleh Andi Warru dan M. Sabir 

(I'crgugat). Bahkan penggugat tclah mengalami intimidasi }'ang 

dilakukan oleh para tergugat. Hingga akhirnya demi mencari 

kebena.ran dan harga diri, maka tanah yang disengketakan tersebut 

diajukan perkara dimuka sidang. Bukti pembayamn pajak berupa 

lpeda dapat dijadikan alai bukti didukung dengan keterangan saksi 

sebagai persangkaan bagi hakim untuk memutuskan perkara sengketa 

tanah yang belum hersertifikat. 

2. Pendaftaran hak atas tanab adat menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 

1997 adalah sebelum didaftarkan harus dikonversi terlebih dahuJu. 

Terhadap hak atas tanah adat yang memiliki bukti-buktl tertulis ata.u 

tidak tertulis dimana pe1aksanaan konversi diiakukan o1eh Panitia 

Pendaftaran ajudikasi yang bertinda.k atas nama Kepala Kantor 

Pertanahan Nasional1 prosesnya dilakukan dengan penegasan hak 
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sedangkan tcrhadap hak at-as tanah udal yang tidak mempunyai bukti 

dilakukan dengan proses pcmgakuan hak. Negara membcrikan 

pcrlindungan hukum bagi pcmilik tanab bekas hak milik adat yang 

bcritikad baik yaitu mcnggunakan bukti pajak sebagai petunjuk 

kepcmilikan tanah dengan dtdukung alat bukti lain unluk l.anah hak 

lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal !74 HlR. 

3.2 Saran 

Seyogy;mya strategi pcmbaogunan bukum tanah nasional dapat 

menampung aspirasi masyarakat hukum adat khususnya daerah pedesaan. 

Antara lain : 

I. Pentingnya kesadaran hokum datam masyarakat terutama dibidang 

pertanahan agar melakukan pcndaftaran tanab untuk mendapatkan 

sertifikat sebagaijaminan kepastian hukum atas tanah. 

2. Perlunya penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu yang dilakukan 

oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga masyarakat lebih paham dan 

mengerti mengenai segala prosedur pensertifikatan tanah terutama di 

pedesaan. 
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Nomor: 3 JfFDf. G/2005/PNPLP. 

DEM! l01ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAJ\'G lVL\HA ESA 

Pongadilan Nc:gt~ri Pa!opo yang w,nmeriksa dan me.ngadili perl:ara-perka.'fl pcrdat:a 

pada tingkai perta.rna !chili menjatuhkan.putusun &ebagai berikut dalam perkara antara ; ··-· 

H llEDDUWADDl AUAS H BE'DQUM!JIS, pnrlikulir, bertempai 1ins.gal di Sabbllrlg 

-. P.aru RTIR W 03.'04, Desa Cilalltlllg, Kecamatan Kam::l.ftre, Y..ahupa.ten 

tuwu, dalam bal ini dlwakiti oieh lo.tasanya BAHARUDDIN . . 
BADARU, SH.MH. dan NARUND MAS!!AR, SR. A"'·okat dan 

Konsultan Hukum yang berkanlor di Jala.n l..etien Pol. MB{!paodnng I 

No, 62 Makassar bcrdasatkan sunil kuasa khusus tertangg:all3 Jarmari 

2005 yang telah didaflarkan di KeparJiteraa.n P~ngadilan Negeri 

Palopo pada langsa! l Juli 2005 Nomor : 40/SK/2005/PN. PI.Jl, 

setanjumya diacbut ~AT; ---------------------------· 

ME!.A.WAN: 

1. ANDI WARRU, bertempat t.inggsl di Lingkungan Tondo' TSI!ga RTIR W 04/03 

.Kelurahan Cilallang, Keca.malb.n Kamanre. Kabupnlen Luwu., 

selanjutnya disebut 1!n<.GUGAT I;---'---------

2. M SABI.R ALIAS HE;RMAN ROY, l:>ertempa! tingsal di Lingkungan Tondo' Tansa 

RTIRW 04/03 Kelursho.n Cilallang, Kecamo.tan Karnanre, Kabupal:en 

t.w.u, setanjutn.:;a diRebut TERGUGA": d; ------

Babwa Tergug2t I dan ll dalrun hal ini diwakili oieh kuasunya ANDI 

MALLAWANOAN, berdasitrl!nn sura! kuasn: khU$us tertnnsgl\1: 27 

Mei 1M5 yang telah didaftar di Kepanileraan Pengarlilan Negeri 

Palopo pad:t tan,ggal 6 September 2005 Nomor : 63/S~OO.SIPN.PLP, 

kemudian dignrti o!P:h ANDI MUKTI AMIN berdasarkan sl.lr1U kuasa 

khusus tertansaal 2 Desember - 2005 yang teJah didaftrr di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri PalOpo pada tansgal 5 Dcsember 

2005 Nomor: 80/SK/2005/PN.PLP. ; ----~----------------------

.3. H. AND! MASAJNi3. ALIAS OPQ.SAl.NG. bertempat tinggal di Kelurnhan Sufi, 

Kecarnatan S~ii. Ka!:>upaten Luwu, selanjutnya disebut :I'QRUf 

JERGUGAT;--------------------------
P_enga.dHan Ne,geri ternebut; ----·----"'-------~----·-------------------
Telah membaca surat penetap3.11 dati Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor ; 

31tPen.PdlG/2005/PN.Pip. tertanggal 28 Juli 100.5 tentang penunjul..u Majelis Hakim 

yang memeriksa dan meogn.dili perkara ini; ----~-~-~--~-~---------~-~-~-·-~--·-·

Telah membaca berkas perkara; -·-·----~-----·---·------·-·-·-------~----
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Tclul1 mendt>ngu:r keteranslln sak.Gi-saksi yang diajukan par:1 pib:J..!.: ; ·--~--------·

Lelah memperhatikan suraf.~sun?J. bukti yang di!ijukun para pihak; ··-··---·-·-·--

Telnh pula mnmperhutiknn cesn!c eeauntu Yll11S be111angkutan densan pcrknrn ini ; --

TENTANG DtTDUKNYA PERKARA 

Menimbnng, bahwa Pengsugrtt densnn sum! sugatannye. tertang.sal 15 Juni 2005 

dan l,,rdaflar di Kcpaniteraan Pell_IS:adilau Negeri Pah:~po pada tanggai l Juli 2005 di b<N.·ah 

r~giskr perkara Nomnr : 3l!PDT.GI200S/PN.PLP. leis.h mensemuknkan hn.l-hnl sebo.gai 

1. E\ahwa Pcnggu,gr~• · •••mit1ki obyok berupa tanah l«>rio.;;/La:nah perumahan so!uas kurang 

leb!h 800 met..· yu.ug lcrletak di llngkungllfl Tondo' Tanga RT!RW : 04/0J Kolurahan 

Ciiallang.. Ker ··natan Kamanre, l{ahupattn Luwu, dengan ba1a.s·batas st:hagai bcrikut: • 

l. Seb~lah t: :.ra dengan tanah Z:\!NUDDIN ~ ····-··------------------------·--

• Se1.•l'lah Timur dengan jalan porrys Propinsi; ,~-~-·-·---~-~------------------·-

3. S<"'•,~!ah Sclatan dengan beng:· .. -• m'-ltnr Syahruf Tiara;-------~-~-·--------------

4. i'ebelnh Bttr1l1 dengan rmwnhltanah kerio~ rnilik Pengsugn1; ----------------------· 

'!1 11tUk ~elanjutnya lnnnh ternebut diah'ls disebut sebugai obyek &engketa; ---------------

_:. 2. R., ·wa obyek sengketa tern<>but diala.s didapatkan melnlui proses junl bell antara 

--~ ~u~ dengan AND1 MlltA (Almerhumah) pada tahun 1964 dengun barsa Rp. 
r• 

25.1 · (Dua putuh limaribu rupiah);----------------------------------------
3. Adapuri tanahlobyek sengketa tersebut yang dijual oleh ANDI MIRA kepada ?enggug:1t 

n.dalsb rnerupake.n !:!agiannya dari orang tuanyayMS bernama OPU SAN'N'll'lO; --------

4. Bahwa yang pertama kali mQmtmggil OPU :MIRA untuk mengurus bagiaunya te-;-sebut 

d;o!as adal.h H. AND! MASAING ALIAS OPU SAING yang dalam hal uu d;dudukkan 

sebagai pihak Turut Tergugnt. sebab di'a!ah se.lnh Seor'l'ln8 ysn.g mengetahui persis csni 

usul tanablobyek sengketa rersebut, L~ pula ant.ara ANDI MIRA dan Turut Ter,sugat 

udalah £s.lldmu 1-.'rulducg; -~~-~-~-~--~-~---~~~------~-~------------~-~------· 

S. Sebelum tetjndinya prMes juaJ bell tersebnl dietas pada tallUn 1964 Tergugut I dlll!mS 

padaANDI MIRA memohon agarTerg:usat I &berl i:r.in untuk menetnp sementam waktu 

diatas obyek sengketa dt'lugan alaaan bahvra Tergugat I mengalam.i kesulitao berlempat 

ting.gal. dengaa pertimbs.ngan kemanu.aiann dan rasa keketuargaan yang mendalam, 

akhirnya ANDI MIRA mengi?.inkannya untuk ditemp.ati t.anahnya. yang kini menjadi 

obyt""k sengketadengan catamn sifatnyah~yasement.ara waktu saja; --~---~---~------

6. Bahwa pada prinsipnya. jual bcli anWra Penggugat dengan ANDI MIRA fli.a.s obyek 

uengketa sdalah diketabui Qlau dimaklumi oleh Tergugat I karena disadari betul. bahwn 

obyek sengk&ta tersebut adalah mili!G!ya AND! MIRA yang didapatkru~ dari orang 

tuany~ b~rsclang tak lama ktmudian; Tergugat li yang r.aemperistrlkan ndik kandung 
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Tersugal f r:rns bcrnama OPU LANNA, yang pa.da wn11u itu turul serta tinsga! 

senunah diat~ obyek sengketa, mu!ai membMsun rumahnya secara pennnnent; ····-·--

?. Otcb pihnk Pengsugnt teln.h beberBpa kili mernperiosn.!knn kepada Tergugat I, utnmnnya 

kepnda Tergugat II agnr lidak membangun dlatas tanah milik Penggugat. nRmUn hal 

tersebul tidnk mendapat la.oggapan dan bahkan sebaliknya Punggug<tl sering diancam 

untuk diintimidasi oleh fergusat IT;--···---------·-·-------·------------------

Demikian batnya k.atika Penggugat weminta pcrtanggungjawaban kepada pihak Turul 

Tergugaf solaku kakak kandung dari P.NDI MIRA (Pihak Panjual), agar Torgugat I dan 

n mau meningg.aJkan obyek sengketa, nrunun bn.l tersebutjuga 1idak membunbkan hasil ; 

K Berbasa.i tara yang dilakuknn oleh pihak Pensgugat untuk mendap21kan haknyn., al.3s 

obyek seogketa., namun hal lenebut sclalu mendapat halangan dari Tersugal H, yang 

hing,gu saat ini mnsih mcnguasai l?_nah terscbut secant scwenans·wennns hin.sga 

diajuk:umytt sugata.n ini ke P.engadilan untul:: mendapmkan ponyeletaian s:eeara 

proporsiPnal; ·¥-·-·--·-----~---·--~--~-·------·---~-----·-·-----·-·----· 

9, Ol('h ksrena tindukan Ter'gugnt I dunn yang: tehili menguasai secars.wewenan.s·wenang 

runs obyek se~keta dirn.aksud densan cata membaogun rum!ili diatas tanah Pengsusat, 

dnn untuk mengbindari agar tun!U(an titlak menjarli hampa karena adanya kekhawalir.m 

Q yang didasari itika~ buruk dari Tergugai I dar: ll unluk mengalihkan obyck :£engkMa, 

flt maka moh~;~n agnr Pengarlil3n i.'leteri Palopo Cq. Maje!is Hakim yans memeriksa perk.ar~ 

ini berl::enn.n Iebih dl!hulu meleUt.kknn sitn. jnminan (Conserva!oir Beslnnqj teth~ 

obyek sengkela; -·--··-·-------------------·-·-·------··-----------------

Be-rdasnrkan uraian fakta hukum ten;ebut diates, m.aka adalah wajnr jika Ketun Cq. 

·Mnjetis Hakim PcngruHlan Negeri Palopo ynng mensndili/memeriksa perknra ini dengan 

rnemutuskan sebagai berikut: ··-·---~----·-----------·-·-·------------------

PR!tAER: --····----···--·-····-·-·-·-·-·-·------·-------·-·-----·-·-·-·---

1. Mengabulk:m gugatan Pengguga1 rretarakeseluruhnn; ··-··-··-------~---~----·-·-

2. Menyutnknn dalf!m !ttokum bahv!a tnnuh yang kin! menjndl obyek Gcngke-ta, yang 

pertama kali ditunjukkan oleh pihak Turut Tergugat {H. A.'iDl M.ASAINO ALIAS 

OPU SAING) bennr ada!ah tnruilinyr. ANDI MIRA {Almmhumah) yang bernsal dnri 

orang tun.nya be mama OPU SANN~O; -----·-------·-·-·-·-·------·~·---·-·· 

3. Menyatakan dalam hukum bahwa jual bnii antara Penggugat dongan ANDI MIRA 

n.d:alnh snh menurut hukum ; --------~----·-----·-·-------------~·---·----~-

4. Menya.ta.kan dWrun hukum bahwa. cbyek sensJ<eta yang sekarnns berada dalam 

penguasaan Tcrgugat I dan II :ailalah perbuatan melawm hukum, seti'd.ak-tidaknya 

melaw:an hak Pena.susat; ----··-------------------------------~---------·-

5. Menystakan dalam hukum bahwa segala perbmrta.n hukuro n:tas ts.nah obyek sen&keta 

dan stw.d·l:1.1.!"at yang borhubuo,gan dengan tanah ten>ebut yang terbit tanpa 
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scpon;c:<JP.u:•r "'enggugnl r~dafah jela." tida!t sah dan bal.al dcroi hukum, st.>!id2J:

tidak:J.yn t!rJ;-.k m~ropunyai kekualan bukum yr.ns meogikat; ·····-·---·-·------·-

6. Mcnsl:ukwt pcrn Tergug:nll dn.n n untuk l!'rmentura menghentil.."UJI se!uruh kes,itllnn

ktigint!ln dialas obyt!k &imgkoln sarnpai dongnn pulusnn ini berkekuatan bukum t~tap, 

meskipun ada perlawanan. banding dan kasasi dari p<n Tcrgugal.l dao U; ·-·---·----

7. Mens~mkum pnrn Tersusnt 1 dan n Ca.n s.!au sinpa saja ynng mensu9Sai obyek 

sengkcta, baik secarn sendiri·oondiri maup~n bersw:nH1ama tm!uk mcnyerahJ.:an 

kembali kepada Pongsugnt dalam kondaan utuh dan sompurna tanpa sy.u-nl; --·····---

8. Menyatakn.n sah dan bertu~rsa sita jnminan (Conservntoir Beslaaq) yang dilct.akknn 

oleh Majelis Hakim yang mengadiH petknra lni; ···-·-·---"-·-----·-----------· 

9. Menghukum para tergugat I dan J! unluk m.:mbayar uang paksa {dwongsom) masing

masing sebess.r Rp. l.OOO.OOO,~{Satu juta rupiah) setiap bari keterlamba!An ab.u !alai 

dengan tid:lk mengind:ilikan tesurnn ::U::.u :mtusan yans ada kaHannya den,san perkura 

ini; ---~--·--------·-----·---------·-·------·-·---------·-·---·--·----· 

lQ. Menghukum para Tergugat I dan IT untuk membayar seluruh bi;;:ya yang timbu! dahun 

perkara ini see era t.anssuns retrteng psda semna tin skat pera.ililan; -·------·---·-·· 

SUBS!DAJR' --------------------------------·-·-·-----···-·------·---·· 
lika~etua Cq. Majelis Hnl:.itn bl;'opendapat lain ro.ohoo putusan yan.s,seadil-adilnya;·-· 

Menifnbans, bahwa p!lda hari sidq ya:n.s ditetapks..'l, Pengsugat serta Terg_ugai I 

-dan U datnn,& mengh2.dap di persidangt.n diwakili oleh kwt!umya masLog:-m8.'JinS. oementam 

Turut..,..Tii".rgugat datang m.enghadap eendiri di pen>idangan, dan sela.njutnya Msjel:s telah 

berusahasemllksimal muugkin untuk mendamaikan para piha,k-_ khususnya pihak Penggugat 

dengan para Tergu~ I dan n teblpi tidnk berh.asi!, mr.ka sidang dilsnjutkan dengan 

pe:mbacaan eur.lt gugatan yang isinya tet.ap dipertahankan o1eh Penggugat; -~--~----·-·--· 

Menimbang. bahwa atae gugatan Pensgugat torseb-ut, Tergugat 1 dan n te1ah 

mengsjukan jnwabBM~a tertanggnl 7 Septemb~r 20'JS dengnn mengemuknkan hai-hal 

sebaga.i berikut: -----------~-----~-·-.;..·-·-----~----~-----·------------·-·· 

L Bahwa uekitar lal;uo 1920-an Opu Sannlng (Bapak ka:nduog Andi Saing. Opu Pati alias 

Andi Ram, Opu Tappa aliM Andi Pa.llawa dan ibu kandung And.i Bora adalB.b 

keempatnya merupakan saudarn kaaduns yang ~t:r-s~a~sruna membuka !alum, 

menempati dan menguasai tanah yang ~rtetak di Cilallang dengan baJa<>·batas dan 

lokasi yang berdekatan ; ····---·---·-·-·-·-·---·---..:..·-·-·-----·-----~-·---

2. BQbwa sekltnr tahun 1930-an. OPU PATI Alias ANDi RARA bersruna oorurUnya OPU 

DG. PABANGFNO mendirikan bangunan rumah kayu di lokasi tanah yang telah 

dikuasainya itu, dimana lokasi tuoab tersebut ilu!ah yang saal ini tnerupakan obyek 

taoah yaogdigugatoleh R BliDDU WADDialiasR Bl::DDU MUIS saaJ: ini; ·······-
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3. Bf'bc-rapn la.!tun kemudian rumal1 kayu y:mg tdah didirikM dilokasi IMu.h tt>rseL11l 

d1pindahl::m k:.> Belopn dan menyisahk:m llangunan ru.mah d;tpur terselmt ;nng 

b:-mudinn mmah dapur tersebu! dijmll k .. pada ANDI SAPARl (sepupu sekali A:"'D1 

\V Al\ll u) ' " •. •·•·••• .............. •·•·••• .••••••.•.. " ...................... ·-··· ••• ·-•.•.•.••...••• 

·I P>'JISF)ll.r_;\1! I idak konsil.ien dengnn gtJ&atmmya, 1mdahnl baru lim a b~.:lan yang htlu diD am 

gugatanoyn m,;nga!:lliM bahwa obyek hum.h Sl'ngkela didapafkan melalu! proses jual 

bdi llll!arn /\NIH SAlNO dan Pcn,r;s,ugul pnda talnHt 1973 yailu ANDl SATNG 

m('njual lanuh s<'luns lima hektar ya,g mJiip11ti sawahltanah kering lermasuk ianah 

ol.ly\'k :.:cngke!n, sement~~ra sek:nm~ Penggt1ga! mengalakan bahv.'a <lby.:!k lanah 

st>ngk<'l.? did<tftalkM melalui pro~s jual b<!li Mlara ANDl MIRA ( saud:~rn knndung 

!\}iN SJ\JNG) deng:m Penggugal: fi'Jda !almn ! 964 ; ·--·-···~M-~·-···----~----···-·····~--

' Apa buktinya b:Unva obyek sengke!a 1trlnlah milik OPU SANNING, pad;:ilial tnhun l9jO 

Ol'U DG P ABANGUN dan is.!rinya bemruna ANDI RARA (saudara kanrlu<ig OPt! 

SANNlNG) ti'lnh mendirikan rumah ditannh obyck scngkela lcrsebut serlru;g OPU 

SA.NNING juga punya fannh ttrnp><t nun:1!1 lers:e:aliri begitu juga saudara~s:audrul OPU 

~ANNING YM..~ lain punya tern pat n1;~1~h l~s<'ndiri s:ehingsa s:angm iiclak logil' kabm 

. saudara OPU SANNING ynng lain po11ya !em pal rumah d:m $9.wah seclang ipttmya 

OPU DG. l•ABANGUN d:m is:triAya :I~Ulf: bemnma ANDl RARA tidak ntempunyai 

li'mpm tings<*l dan 511wah p<tdahnl lnlmn t920 OPU SJI.NNING b~scrta s:audara-

s.aud~rany;~ <hm iparnya membuka tan<lh seltingga maslng.-masing mempunyai !:annh 

kmpat tius,t.:tl dan tant~h pet'Sa\vnhan dan <*dn llatas-brt.as yangjel:lS ~ ···--·-·-·-········-

6. Fl:Un .. -a sekit:;r tMuu 1950-nn. OPU MIRA (s,uda~<:~ kanduog AND! SAING) dalang 

mo:mohon k~pnd.1. OPU PA11 alias ANDllWV\ 1mtuk diizlnkrut rnemindahkan rumtlh 

millknya kt'- !okas:i bekas mmah kayu yang le!nh dipin.dahkan ke Lauwa lersebut kanena 

OPU MlR.<\ bernlasM tidak mernsn tentn:m be11'1!1a di lckasi rumahoya sant itu .. DM 

ntas dasnr per1imbangan kemanusi.a;;u~ dru, kekduargnan, OPU PA11 alias ANDI RARA 

mengi:z .. iltknnnyn tctapi dengan ketenluan hnny:l berstfat sernenlarn. W'llklu saja ;-·-----

?_ Bl'.rselnog sekitnr se!ahun kemudinn, penduduk d!~ Cila!!nng sebagrun bcsar mcngungsi 

dan menlnggalka!l rumahnya tennasuk juga OPU MIRA beserta keluarganya karena 

terjadinyn 1\ekacauan pR!Ia masaDVni KahliT Muzakk?.r, dan sepeninggal OPU MIRA, 

mmah tersebut dibakar dan di.musnak:an oleh Tcnta:a (TNI) yang metakukan opernsi 

penumpasnn pernberontakan;, ·--~---···-~-·-···-·-·---------·---·-·-----------

&. Pnda t-ahun 1962, A.R. SABlR menikahi ANDi RAWE (saudara kandung ANDI 

WARRU), Sel:mjutnyn Mcrtua AR. SABin (OPU PATI alias AND! RARA)

mengamnnuhkan k~pada Menantu dnn anai<1:ya bnh'-Vot ada tnnnh mi!iknya bekas 

pendirim n•mahnya di Cilalllang bisa diberikan ontuk ditempaii dan dimiliki jika 

ke.mbali ment>.tnp di Cilallnng; ······«-·•·«··-~·--···········-····-·--·-·-····--·-·-----···· 

' 
' 
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11 Pada tnhun 1967, ~~ WARRU bersruna dcngan !bu kMdungnya OPU PA11 Alia!. 

Al\,'DJ RARA mt>udlriknn llangunan rumnh byu tlilnkasitersclm!: --·---·-·--·-···--····-

JIJ Pada tahun l97J. AND! SAfNG mclnkukan ll:UlSttkci penjun!nn 1111111h persnwaha11 dan 

!:umh keriflg rniliknyn (milik Bnpnk k:mduosny:l, OPU SANNTNC) setuas S (lima) 

h,•ktnr kt'pndn 13EDDU W ADDU t.Jiru: BED!.)t.l MUIS, ditlnlM ANDl SAJNG !>M,gn.! 

nh'nyadrui h,•tu! bahwn obyek penjualan lmlah y:mg dimAA:sud lidak terma-.uk !anah 

ll! i!ik OPU PA11 Alias ANDI RAftA; ·--~------····-·-···-··-.. ····--··-·-····-···········-· 

l L Padn tnhuu 1978, BEDDU WADDI AI ins BEDDU MUlS Alias Al'-1BE RAH.M:ATIAH 

mo:mg~ukan gngntan kepada ANDI WARRU terh~dnp ol'Yek tanah milik OPU PATI 

Alias ANDI RARA. nrunun BEDDU W ADni Alias BEDDU MUlS Alias AMBE 

RAHlvtATIAH tidak pcmah memenuhi panggihm Kelua peng:l.dilan Neger! Palopo, 

s?hingga l<'rbl1 Stlfnt KehH\ }lenglldilan Nc.geri P.Uop(} No. 484!l/PDTI1978/PLP 

trrtanega! .S April 19?8 yang dilujukan kt"pt'lda K!!pa!a Kecamata.n Belopa (Temtmsan 

kt>pada AND! W ARRU) dim ana inlinya mertsakui bahwa ANDI W ARRU men1pak~n 

Lnste Brsitter (berkeduduknn terakhir) atru: lnnM tersebut Selanjutnya diikuti dengan 

... l~er.bitnyli ~ur.tt KQm:mclan Sektor Kepolisi"'' 1831w04 BajG No. B!39Ni7~lfl.es 

. HrtiJ:~ 4 Mt>i l97S yang ditujukan key:.~c!n Kepala Desa Cilallang, dim ana intinya 

int•ineririiahit>~H kep-;>.daAMBE R.A:Ht.iATJAB 1:ntuk melakukM gugalan ke Pen,gadilan 

Negeri Pttlopo dan jnngru; mengha!M,Si ANDI W ARRU melak1ikM nktl!itas 

p:;..mb:iugun:ul di obyek tan:llh terscbul sesun.i dengM hukurn yang berlaku; -~-·---·-·-·-

1:!.. PnUa tahun PiSS, bertempal. di kanlo"' Y..e<::UIH!la<t Bajo, Wakil Cam at Bajo (M. ASAA T 

ALI lDRUS) mtmfasilitasi pert-emuan y:u1g bersifat kekeluargaan -antarz pibak AN01 

WARRU dan Ail SABlR dengan pih11k AMBE RAH.M':ATIAH dan ANDI SAING 

ynng dihadiri juga oleh M. JUFJU {Kepall>. Des·.<. CilaHmtg). Dnlarn pertemuan tersebut 

mnsing-mnsit•s pihak dimintai l:eterang:w ynng: p.ada nkhimya diputuskan bMwa semua 

pihak men;;clmi dan meml'lbl'!IU i kalau obyek lmmh y:mg menjadi sengketa lersebul 

adnlah hak m:lik ANDl W AR.RU YW18 selnnjutnyas,.,gaJa perso-oian dlanggap selesai; • 

n. Uttll\Ya.sefi>~p fnhun hinsga sekarang ini, kruui selalu melnkuknn kewa.jiban pembayaran 

Pajak Bumi dan B1111gunan (PBB) ~tas obyek tam::h tersebut ~ --------------------

1-1. Dalam rentang "'tlkh1 berikutnyatidak pemah l~s; adagugahm hinggamunculg\tg<ltan 

ke111baH ke Pengadilan Negeri Palopo ynng diajukan oieh R BEDDU W ADDI Alias H. 

BEDDU MUIS terhndap AND! W ARRU d:m AR. SABlR parla tahun 2005; ---~----

15. Dengan ciemikiM dapat dibuktikan bahv.oa apa yMS telah cliuraikan oleh H. BEDDU 

W ADDI Alias H. BEDDU MUIS. melalui Kuasa Hukumnya BAHARUDDIN 

BADARU, SH.MH. dkk ru!alah tidak benar clM banya merupakan rekaya.sa dan 

pemutarbalikan fakta yang didasari oleh sif:!Jt ketamaken dan nafsu manusia, semoga 
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Allah Subhanalru Vla!.a'ala mengknruniak!!n kesadl!f!l11 kepada orang-orang yang tamak 

itu ; ·-·····- ..... ·- - --. -----. -----·-· ---· ----------------·-· ---·-· --. -----

n.:rdu.anrknn tU:Unn fnktn dnn hublm teraebut dimas, mnkn a.daluh ennsnt wnjnr jika 

Kt'!ua Pe-ngadilun N~geri PaiQpo Cq, Mu.jetis Hakim Pcngadilan Nogeri Palop~ 

berkenan menegakkan keadil.an dan kebijakMuntuk nHHnutuskan eebagai berikut ·,····-

1. Mcrnbatn.l'kau gugn!M Penssusnt stt<~ilrCkes!luruhnnnya; ····-·-·-·-·---------

2. Mer.yataktul balrn<a Demi Hukum dan Keadi!w menja!uhkan ket.ctapan hukum 

huhwa obyek songkota yartg sol.."W'2ng iri dalam penguasaan kami adalah hak Milik 

Knmi; ·-···----·------·-·-·-·-·-·-·-·--------~·-·-·---·----------·-
3. Membebankan &elu."llh biaya ya.ns timbul dalrun 11erkara ini kepada Pensgugai, 

Sl.'cara 1anggung renteng pada semua ting~m! penulilan; -·-----------~-------·-

SUBSlDAlR; ······-·-·-·-·-·----·-·-·-·-·-····-·-·-·--~---·-·-·-·-·-·-·-
Jikn K.elua Pengadiltl:Jl Neg,eri Palopo Cq. Mtljelie Hakim berpeadapat lain mobon 

} putUSan seadil-adilnya; -~----~----------------------------~----------------
.,___ M•nimbang. bshwu atas guga!on P"sgugat lenJolrut, Turut Torgugal tolah 

mcnglljukan jawabannya !t:rtMg:sai 1 Sept~mber 2005 dengaa mensemukakan bal·hal 

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

1, pada tahuo 1920-1921 orang tua kami yang bemama OFU SANNJ.l'lG membuka lahan 

j)erkebunan ruau pen~awab~m dieebe1ah l:>nrat j1'ilan raya. yang jarakriya kurnng tebih 7S 

meter dati jalan raya Tegasrya loktl!'.li tana..h yang dia bub tcrnebut let.aknya dibelakn.ng 

obyek &engkeb. yang dipel1lensket:akan sam ini; --------------·-----~-~--------

Bahwa laban yang dibuko. olch orang tua komi 1~racbut adalsh hasil kerjaoya aendiri : ~---

2. Adaptin kedudukan lUau status tanab yang dipett~inpk.un t~nat ini ndalab bubm hasia.n drui 

sawah I kebur. yang dibuka olt;lh orang tua kami ternebut dialas, melainkan dati hasil 

prou& jual beli yang dibeli oleb ornng tua kami (OPU SANNINO) dari nuaek AN'DA 

pMatnhun 1924; ~~--~~--~----~--------~-·-·-·~·-·~--~--·-·-·-·-·--------· 

3. Bnhwa. dimas tanah yang dibeti i:~leh onmg lua kam.i dmi twnek ANDA terscbut, 

kemudian didirikan rumah patJggung beaar yang ditempatinya bingg& tahun 1941 ~ -··--

Ps.da ta1un 1942. oraog tua kanJi pindah illebtlsh.Bami pruiajalan raya kurang Ie.bih 

200 meter dikebun kelapanya; ·----·-·-·-·-·-·-·--·--·-·-·-·-·-·-·-----·----

Pada aaat ituiah rumah panggung besar tenre.btd {bt:kan tanahnya) dijual kepacla orang 

Belopa bernnrna MANN"ACO ~ -·-····---------------·-~-----------------:....·-·-·-

4. Pada tnhun 1950, orang tua k.aroi (OPU SANNING) membasiknn tanahnya kepada"!lnak· 

amtknya Dan Mdah eatu bagian yang <tibagi pada waktu ilu adalah t.anah porumuban yang 

kini mei\iadi obyek sengketa., dibcrikan kepada Al-iDI M.lRA (yaog juga adalub adik 

kandung TurJt Tergugat) ; ·----~------·-·-------------~---------------·-
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~- P;'lda talum 196·1, obyek S!"nghta tcrsebul tliju:ll olrh ANDl 1{1RA kepada l't"ngsugal 

M,!,ril (ll. BEDDU WADDI Alias R Bf,OD\l MUlS Alia.AMllE RAHMATIAH); -.-

6. Sel>elum trljaclinyn lransaksi jun! beli pada ta.hun lcrsebu! dl'il!as, mennmg bt>nar 

Tl"rgugat l (ynn,s j~1gn ndnlah sepupu srun knli densan ANDl MIRA dan juga Turut 

1'l'rgo~at), datnng kepacln ANDl MIRA untu~ mcnct;'lp aemenlnra waktu (Grum; l:mah 

obyek sengk\'la, bl'rlmbung. pada w<lktu ilu Tcrgugai 1 mengnlarni kesuli!an b~rtempm 

tingsal di Dl'sa Ci!nllans: -~--------~-------~---········-~------·· .. •···•··••··•············•···•··· 

7. Bnh......a rnt'mnng pada tvaktu ilu lidak ada r~>;;;'l k'ekh;1Wlll:iran kulau tfibelakruw hari 

Ti'rgugal ! akan mdak11knn perbmiM mt-hiV.'im hukum dengM tara meng'llk11i IHJ1:th 

~rang lain s,•bagni haknya: ····-··-·-·--·-·-·--·---·--·-··----·-··-·--~-·--·-·¥··-·-·--·- ··- ·---
8 Srpanjang penge!:Uman Tum! 1hsufilll, bnlm":l yang mcmp!'"OVokt'.si nnluk bN1ahan 

dilokasi obyek s~ngket1i. dan bahkan membart,Sllll mm;,h dm!as trurnh; --------------·--· 

9. Obyek sengki>l<t <tdf!lah Ti:!rgl.lgai n d\!11£Wl SC"gala k~coJ<gkakannya sebaga.i ()f<U'l~ YiUlF: 

hu1Jl 111 enmu pnng dilokas1 obyek scnp,kt>!u ~kru'fn& Recara kcbetulan ia mempf'l"i:J.rikan 

ndik kandung Tt>rgng:at I yMg bernamn OPU LANNA);·-~-····-·--·----·---~·-·--·-·--. 
10, Oleh karo:nr. Ti'rgugat II dan OPU LANNA tida.k mempunyai tempat tinggal. mak'il. 

tiJereka iknt m>'numpang at au ikul berlempnl tinggnl sam a Tergus?~l yang lebih dulu 

tingsal SMl'tntnrn cli:tns !Mnh obyek StJlSkrln. ~nmun pada 2khimya Tergu,sa! 1J 

m.:-ngknmpl<!in knlaa obyek sengk.:ta t~rsebu! ru!alnh m1lik mertuart}'Jl ;---·-------------

11, Scllarusoya Terg:ugalll, seb,zsai orang penda!:mg da!am nun pun kehmrga Tergugai 1, 

dau tid<lk mtortgf'fffimi ruml usul tanuh obyek sengkela, lidok seennhya membangun 

mmah dilolmsi ttrsebut Tillapi karena TE>rgu£at II yan·g- pada wa.l<tu itu menjab31 

se-bagai Karnn il yang berge-lar Tentwn. seenU:nya saja mcngintimidasi atau menakul-

nakuti ~yat; -~·-··-···-·-~-------~-----············ --··-···-·-·-·-·--··---·-·-·--· 

Menirobrutg, bah\VU s:elanjutnya Peng.gu~al. telnh pula ntengajukan replik tertanggai 

U September 2005, k~mudian Tergugat [ dan l1 Ielah mengajukan duplik tertanggal 3 

Jkl ober 2005, !Wdangkan Turut Tergugm ti dak mertgajukan duplik ; ·-··--····-·-·--··-··-· 

Menimbang, bahwa atas kesepakatrut pibak Penggugat, Tergugail d-an II serta Turut 

'ergus;al. malm Majelis telah pula melakukrut pemeriksann selempat pacta tanggal 13 

>lctober 2005 yang hasilnya sebagalma.na terlampir da1:am berkl'IS perkara ini; -·----,._ ••.• 

Menimbans. bahwa untuk membuktiko:n cli'J.lil·da.lil .guglltannya, maka Penggugat 

,J<~.h meugajukan bukti surnt berupa: ·-··---·---·-----~::·----·--·-~--------~------~ 

Foto COP:Y Sural Perdjamljian, diberi hmdaPJ; ~--·-~---------~-·-·-~------~

Fo!o capy Sum! Penyaksian tertanggaJ 25 April1978, diberi tandaP.2; ------·-----

Foto copy surat yang ditujllkan kepada.Kepala Pengadihm Negeri Palapo tertMsgrd 30 

April1978 yang dibuai oleh S.D, ruFR:~ selaku KepalaDesa Cilallang,diberi tandaP.3; 

Foto copy tnuda terima usng pembayanm Pajnk lpecla tahun 1977, diberi tanda PA ~ --- ..... ,, .. 
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Bnhwa temua folo copy bukti surat tl)rs~:bul di alas !!.'lab sesuai aslinya dan tclaJ1 

pula diberi materai secukupnya; ow •• ._ ____ ----~------------------~--------------

Menimba.ns, bnhwo. untuk membukt:knn dali!-dalit ba.ntahannya, makn Tersugnt I 

dan n tolah mongujukan bukt.i GUJ11J b~rupa: -----------·-·-·-·-·---------~---·--·

L Foio ~opy Dafutr Kolernngan Ol.>yek ••n!uk ketetapan PBB Pc.desaan !ertanggal 24 

Janu!lfi 2002, diheri tanda T.1 ~ ··-····---------------------------------------

2. Foto copy Stll1lt Pemberitahuun Pajak Te'~"lurtang PBB tainm 1986, diberi tanda T.2; ----

3. Foto "opy Sural Pomberitabuan Pajak Terhutang PBB tabun t.OO!i dno tahun 2004, 

4. Fot(j copy Sun!Keteransan tertrulggnl 20 Mei 1975, diberltanda T.4 ; ---------------

5, Foto cepy sura! yang ditujukan kepada Andi Wmu Opu Rawe tertanggal 1 Desember 

1998, diberl truldn T.S; -·-··-·-·----------------·-·---------·---·---·---

6, Foto cnpy sural yang ditujubn kepada Kepala Keea.matan Bajo tertangsal 5 April 

1978, diberi tanda T.6; ~~--·-·-~-~----~-~---·-·-·-~--------·---·-·-·-----

?, Polo ~opy aurl\1 yang ditujubn kopnda Kepala Deea Cilallang tertailggtU 4 Mei 1978, 

_ .diberi tanda T.7 ; ··-·-·---·-·-·-·-·-·---------·--·-·-·-·-·---~-----
. .':-8; 'FOto copy stU<lt yang ditujukan kepada Ketua Pen,gadllan Negeri Palopo lertangga.l 9 

--~, _:· .. _ _.DeSeUJb"er 1998, diberi tanda T.8; --···-----------~------------------·--·-·· 
~ -.-~~· -~oto cOp.y sur:at. yang dltujukan kepa.da Camat Belopa wrtanWJ 5 April1978, diberi 

' . . 
··,' - d T9 •.·_ tar. a. . ; ---·----·--·-·----------------·-~·-·-·------·-·-·-·-·-·-·-·· 

~--
·10: ~~!g:copy Sumt Ketenmgan tertanwl 18 Oktober 2005, diberl tanda T.lO; ·---------

11. Foto copy Sura! Pemyataan tcrtansgal 25 November 2005, diberi tanda T.ll ~ -~-------·· 

Babwa semua foto copy bukti sural: tt>r11ebut di atas telah sesuai s.stioya dan lelah 

puladiberi materai socukupnya ~ ···-··----------------·-·-·-·-·------------~---· 

Menimbang, bahwa semontara iurut 'iorgugat tDlah pula mt1ngajukan bukti surat 

berupa: ·-·-·-·----·-·-·-·-·-····-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·--·-·-·--·-·-·-·-·· 
1. Foto copy SW'lll: Pernyatu.n tortarogga15 N•wtomber 2005, diberi tanda TI.l ; --~-·---·~ 

2. Foto copy Sura! Pemyataan turtang_!)_al )0 OktOber 2005, diberl tanda Tf.2; ~---·-~-~-~ 

3. Fdo copy Sural Pemyatuan terttms2'a! ? November 2005. diberi tnnda TI.3 ; -··--·--· 

4, Foto copy Surnt Pemyataan tertaoggnl20 Oktober 2005, diberi tanda TI'.4 ~ ···--·-·--

5. Foto copy Surat P~myataan terta.nggal17 Oktober 2005. diberi tanda 'IT.5 ; -··-·-·-·-· 

6, Foto copy Sl.U"si Pernyntnnn tertn.ngsal 17 O::dober 2005, diberi tnnda Tr.6 ; ·--~~-----· 

Bahwa aemua foto cap)! buk1i sural terncbul di l.ll9S telah sesuai s.slinya dan telah 

pula diberi mat~rai secukupnya; ---~----·---·-----·-~-----------·-·------·---

Memmbang., buhwa aehmjutnya Penggugai te1ah pula meug~ukan 3 (tiga) onmg 

smcsi di pernid.Mgan yang di bawah suwpah pada. pokoknya telah menenmgkan sebagai 

bcrikut: ··--·---------·-·---------·-·-·-----·-·---·-·-----·----~--·---
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Snksi Al1BJ\S_5j\AT B!N 0/\MM/\Nq: 

nnh, ... a S:lk!';i lalm y;mg tlistngk,~tnJ::m rt.:Hl"l.r.l Pcng.;ug<JI <lengan para T ... r£11£:11 nrlalah 

l:mah £1Jn mrnah ym>g trrl!:Lnk t!i K<'lur:;h:m Cilallang, K~camn1;m Krumtnre, 

}:aUupnl<"n Ltn\u; ··········~·-·--····················································--··-····"'· 

Bnh\va saks:i 1i1llll lnnah lt'rlltlml ynng luit!inya ± 60 Meter, semeotara bnl:t.<;·ba!nsnya 

adalah lll:;rn dvngan mmah Aln:ru-hu:n Nanmmg ynng dikuasai annknya. Timur 

<JengM jt~l an ray a Propim;i, seln!an deu~;a>~ Bengkel, fiar:;t dengan smvah ; ······u···~-

Cahw::\ yom~ k\1<!!>1li t::u1:1h sensketa sd::w~ms ;tdahllt Andi Wll111J (Ter})ngni l) b~srma 

k&lunrgmty':'l, sak~i l idak llllm npa !;tb<Jbnyn Amli Wruru Lingsru rll tanah sengk~tn ~ •··· 

Bnlma pi'm il ik lnnnl~ scngkMa 1 ersebul a1ial:th Opu Smming; clan Maknya Opn S.nr.nins 

hl~m:tmn .•\ Mir:l mrnju:tl krfHU.la lll'drl,l r..;uis (Pengg.ug:U), tetnpi saksi tltJa!.: lalm 

b·:-f"'.-1.pn h~ga lnnah tt'rsi'but ; ··----···------·····----······-----~·~-·---····-----·--·-----···--

nmw,.n saksl ildak mt'lihaf p.~mbelinn t:mnh s:engketa lers:ebut, telapi $!ks.i lnhu knrena 

pada talum 198{)-:m 3t"ddu bilnng bahwa dia b.:' li dari A. Mira~ ~ ••• ,. ·---~n••----w•·· 

. nn.iwa scbPlmnnya tnnnh tenrebu! l[dnk l~mnh rlisengketakan sehingsn Bcddu Muis 

111m1 b.;oli, ~alu-i !Ida!< tnhu seja.k kllpnn Andi Wanu linggal di fnnah sen,sketa; ------··

l!uhwa .irJ<tk l'llmnh s:iksi dengM lana.h seugkda adalah :t: l (satu) K.m., ~mksi lih;:t 

la!lnb sen;;!< e-ta s,;-tt>lah tahun 1970-nn u~fl sudah ac!a ntnrahnYa Andi Warru di31asnya 

dru1 lin.l';gal diYiht bern:una kcluargnny:t 5aJT'Ipai sekanmg dan tidak pernah pindnh-

p i nda.i : •• • -···· ••·• -···· ... -·-··-- ····-· ·• ··- ·-----··· ----···- ·-----·-·--···- • ---- ••• ------ •• 

lhln•.-a Opu Srumius; pemah linggal t!i t;mah sengkela dan ada rumahnya besar pMa 

sr ki tar tahun 19 3 0- an ; ········--- --- --------------------- ----------------- ----------·-· 

B<ihv..'a Opu Sruming adn.lah bap~ dari Opu Mira. dan retelah Op~t Sanning sudah 

111 rmiuJ>&n! tanah s:engketa dikuasai Opu Mira; ------"*------~--------------------

Bahwa setelah 8eddu Muis membeli twmb sengkel.a, diatidak pemllh tinssal di tanah 

sengket~ karen a 'ada Opu Rawe tinggal di tannh sengketa tersebnt ; -------······--·

Bnhwa Turul T{'r;;uglli pemah tinggal di lana.b sengketa waldu Opu Sanning masih 

hi clup ; ···-------· ···----·· ·----•• n• -----·- •• --------------------···--·-·-----. ·--------

- Bahwa Snbir (Tergugm II) ada!M suaminy1t anaknya Andi Warru, sementtn. Opu 

Sanning mcmp.unyai g (dehpan) c.rang diantaranya ad<llah A Mira dan Opu Saing; --

• llnhwa. s:aksi tidak tahu apakah trutah seneketa tersebul ada sunt-sunrlnye.; -------·-

• Bahwa saksi tidak tabu dari mana Opu Sa....,ning peroleb lanah tersebut ~ --------·-·· 

• B<thwa Opu Sanning yang bangun rumah diatas tanah sengkela, saksi tnhu karenB hiasa 

orang fua saksi yang bantu~-----~-·--·····-------~·----~~·-----------·--·----····· 

Bahwa atas keternngan saksi !.m;cbct diatas, Penggugai dan Turut Tergusat 

men:yalak2o benar, sedangknn Terguga! I Can II menystnkan akan ditanggapi dalarn 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



II 

2" Saksi BUDJA ; 

Bahwa saksi kenn.l Opu Sannins yang Uiempunyai anak 8 (de Iapan) orang antnra lain 

Andi Mira, Andi Rnhmado, Opu Saing dan Andi Unga; ---~·--·---~----------·--

Bnhwu waklu lerjndi ju<JI b~Jli antnra Amli Mirn d;:ngan Deddu Muls (Pcmggugat), saksi 

!idak lihat totapi hanya dengar dari orang banyak ~ ··-···--·--·-----·-----------·

Bahwa selahu saksi ynng membnns;un rumah diatas taonh sensketa ndalah Snbir 

{Tergu,gat 11) aekilnr tahun 1970-an;, ···--·---·-------·---·---·------·---·---

. Bahwa saksi tidak tabu npakah Opu Saing lahu wa!ctu Andi Mir.t mGnjual taoab 

cengketa ~ ·······-·-·-·---·-·-·-·-·--·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-~·-·-·-·-·-·-
· B~ se!t:lah PenggtJsat beli taunh .ce:ngketa tersebut p~rnah db kerja dan tan-am 

pisang, t1-1tapi dia tidak membangun rum~;·····-----------------------·---·

Babwa Penuus!U lama menger:inkn.n tanah sengketa terscbut dan dia berbenti 

mengetjnkan karena piSMgn~a ditebant oleh Sabri, saksi tidak tabu ll'ebahnya Sabri 

menebang pohon pisang yang ditaram P~.<nggugat; ---~--------------~-~------· 

Buh•Na &akei libat N~nok Anda tm'ngotj"&ko.n Lana.h eongketa lw'ena 6aksi tinggnl deknt 

tanah sensJccta, jarsk antsnt rur.~ah saks; dentan tnnah sengketa sekltar 100 meter : --·· 

Bahwa sak-si tidak pemah 'i~erternu deng.-:n Nenek Anda tetapi saksi berlemu anaknya 

yang kerjaka."l tanah sengkt.ta bomruna Ambe Mutaha; se!elah Ambe Mutaha , 

~ mealogga! yang ketjakan ranah sengketa at!alah Opu S1!Jllling; --~------------~--
_.... •• Bahws tnnah yang dikerju.knn Opu Snnn:ns adalsh tnnah yang ditempB.ti Sabir banp:un 

n1m'llh; -~-------------------------,·~-----------------·---·----------·-

- Bnh•Y-t saksi k"-f"al dengan Cpu Lanna., dia tiagsa1 diatas tllllah sengketa; ···---------

- B:ahwa Opu Sanning punya tanah lain se!ain tnnnh sengketndidekm tnnnh sengketa dnn 

di daerah Lanwa, Opn Sanning berik~ tatlah s:engkela tersebut kepada Andi Mira. 

s:aksi tahu dari saudaranya Andi Mirn yung namanya saksi lupa babwa tanah sungkota 

let'!iebu! sudnh diberiknn kepru:lu And! Mire. dnn buknn Opn Sain,s yang diberika.n, ada 

ling.iunnya Opu Sning didekut bum.h MUgketa tersebut; --···--·-----·---~--···--·-. 
.Bahwa Sabir membangun rumah diatas tanah sengketa, masih ada rumahnya Andi 

Mint dialas tanab ser1gkeia teraebut ; ····-----·-·-----~-~---~---·-~-------~-

Eahwa wrudu Sabir bangu.n romah diaras tanab sengketa. tersebut dii.egur oleli Andi 

Mira, saksi tidak pernah lihat sendiri, tel.<ipi Andi Mira &elalu ke rumah saksi dan Andi 

Mira bilang b'ahwa dia menegllt' Snbir untuk membonsun rumeh di.atns Tuna.h 

Sengketa~ -----------------·-·----~-----------~---------~-----~-----~---

• Bahwa saksi tidak taltu :apakah tanah sengkcta telllebut ada tru:r\l!:·suratnya; ---···----

- Bahwa Andi Mira menJual tanah sengKeta kepada Penggugat karerra mem:ang dia 

punya tanah }'anS diperoleh Andi Mira dtri Opu Sanning ; ---···-·----·-·-·-----· 

- ~ahwa saksi tidak tabu apa -sebabnya ~ara Targugat tingga1 di tanah seogketa; -·---~-
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• Dahwa l)('n<Jr Andi Mir:~ m<:-nj!.m.l t:trmh s~ngkda hp'ada Pc-nggugnl 1>ckit:u- tall\Jn 1962; 

BaUwa S'Jksi bia:m Jcng-:1r kalruJ ta.nn.h Jcngkcta tcrscbct dipcrsoalkn.n di Kantor De sa 

tel!lfli aoksi tidak tabu hnsilnyl'l: ··~~~--· ···-- ·---------- ------- · ----------------

ilnhwa saksi lilmt tann.h li<mgk1:11tt, &aklii tins.gal dl CilaHang sejak lnhir dan soksi kcnill 

Ncr.ck Anda yoog mempttnyal annk berna.Ma Ambe Mutaha; -····-·-·-·-·-·------

- Bahwa lnmili :sengketn n.dalnh trumhnyn Opu S~1nios YMS dipero1eb dari Ncnek Aml:1, 

din iidak pemnh tinggcl di tanah sengb!a tctapi Nenek Anda pcrnah kcrjakan !Mah 

coogkala; -------------------------------------------------------·-------

. Bahwa snksi tida.k tnhu npnku.h il'nnh sengketa pernnh diperkarukan sebelunmyn: ·----

Bahwa yang tinggn1 di tnnah !lcngketa pnda tahun 1920-nn adaleh Opu Sannins. !idak 

adarumah di tanah sengketa selian rum·a.hnya Opu Sanning, tidak ada saud~ya Opu 

Sa1ming yan.g memba.ntu mensetj-akan tanah se-ngkela, saksi bi<tSa ling~ dirumnhnya 

Opu S:mning d:m b;ru;:a rnembantunyn; ---··-~u~-------~--------·-·-·-·----~--

Bahwa atas keteranga.'l. saksi tembut dia:as, Penggugat dan Turut Ttrgu_ga.t 

menyatakan bennr, seds:ngkan Tef!Usat I dt..n II rnenyataka.n akan: ditangsapi dalam 

lresimpu1an; ---------~-~--·--·-~---·----------------~---~-------~~--------

3. ~<i I'JSA: 

• Bahwa yang menguasai tu.nab sengketa adalsh S:abir dan. ncia rumahnys diaias tanab 

sengketa. ; ------ --·---~-------------~-~--·-·-------------~-- • -·-·-·---·-

• :Bahwa snksi tidek tabu du.ri mnnn Sa.bir perolah lamili s~gk~tat~rsebut, sebetum Sebir 

,mengti!i.Sai tanah aengkvta. yang k'U36lt.i o.dalah Andi Mira yang pcrGiah tanah se:ng:keta 

0 .. ···>~ari Op' ~:Sanning • •••n-·--·-·---~-~~----·----------·---·-·-·-·-·-·---·-· 1! '· . ' . 
~' B'2hvt_a Opu SMni.og pero!eh tnnah 11en_skem. ten:ebut ka:rena beli dari Nenek Anda, 

~!~~·nglu;ta diperolell Nenek Anda kareua dia buka sendi.ri ; ----~---~---~---

Bahwa saksi tidak pemah lihat Nenek A.nda mengeijakan tanah seng\..~~ tctapi 1mksi 

lihnt Opu Sanning ketjukan tanah tm&k;eta; --~------M-·-·-w-·----·-·-·-·-----

Bahwa hmnh yang diicmpati Sal>ir Jtulah !.anahnyu Opu Sanuing., saksi tldak tahu 

kaparJ S:abir membangun rumah diatas t:anah sengket:a; ------------~-~---~-----·· 

Bahwajarnk an1nrn. rumah sabi d~ngan tanah sengkcta adslnh sekitar 6 (enam) rurnah 

:Sab.wa banyak tanahnya Opu Sanning Retain tanah sengketa, Opu Sanning bers:audara 

snkai audah lupa dan so.ksi keno! h:u1y.o. Opu Pati mertuanyaSahir; ····---·--------

Bllhwa Opu Sanning mempunya.i anak 8 (delapan) O:"'mS. audah meningsal 3 (tiga) 

onms dan yang matJih hidup adalah Opu Saing (Turut Terguga!), Opu Guna, Opu 

Taslim, Opu Nari dan Opu Urtga; ----------------------------------

Bahw'a. tidak ada onmg lain yang tempa!.i ,tanah sengkela aelain Sabir, Opu Lanna 

adalah irrterinya Sahir t ·~-··-·-·--------....';..·_--------------------------
. - ' 
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Thll\v:t snk:si kt"nal dengan Andi Wmu dan din. tintnl di !(runpung llnru, Andi Won11 

p.:-rnalt tinggal <ii tannh sengket:t krmudian datMg istrinya ~ahir di tannh sengk~<!... 

Sabir adnlah ipnr dnri Andi Wru-ru; """·-·····----~---.-----··-·--···-· .. ·----·-·········.,·---

lhlnva Snbir m<"mban~;un J'\HJI<lh di tanah sengketa. ucla rumahnya Am1i Wnrru di1!1m 

lnnah !><•nt;kt>ta l!'fS('but, srtelah ~nbir b:angun mmM di t<trmh srngkel':~., Anrli Wn.t'T1l 

l idr.k tmgg.U di!:ihL, dia tioggal dirum:J.!1 nnakoya di Kampung BMl; ····--··············· 

nnhw:t St."karn.rtg lidak ;~dn. mmnhnya An eli W11nn illtnnah Bfngketa; ·-----······-- • ··---

Bnhn;;t \\~Udu Snbir ban gun rutn:\h di tnntlll Sll"ll&keta. rlitegur oleh Pengsugal ; ···----·-

• Balm-a snksi f ahu llUlnh )'MS cti;;engketuknn ;erle!ak di Ke!urahan CilaJ!ang, Kecrunata1 

L:un:Uif\'. Knburmtl"n tuwu, lu:-.s lnn:d1 s.-ngketa tid3.1< tahu, tetapi bala..'l·batas:nya 

udnlah Utnm. Prutann Ugn, Tinmr jnlru. rn)•a., ~rlutru. sm.vahnya Opu Sannins, Seh!nn 

zaksi tidnk tahu; -·······---·····~---------·········· .... ·---·-·-·-··-·-····-·-·--.. ·-·· 

B:iliwa saksi t.Um knhm tnnah sengk<'l::l dijual And! '(\.·fira hpada P<.<nggugnl k~na 

Audi Mirn d;rtang dinunal1 saksi mt'hgal;~krut bailwa tanah sengkela dijual l>!!p:ula 

r.:nggug.at ; --- -·----······ ·-· --- ·----------·-·-- --------- .•••• ·-···· ........ ----------- ••. -... . 

B:ntnva Andi Mirn percWh l:truh scngkch1 dnri Opn Sanning, S<lkst tahtl bAAwa Opu 

S:mning m<:'m:tn,~:; s!lclah ba;:;i !anMnya kep:td':l anaknya; -··--------····· - .............. .. 

1klhwa l,<'ltggugnl pt'nl:'lh datans dl trumh s,'ngketnmtmbawa btthnn bnnsumm bcmra 

f'':lsir dan waklu ilu s~;bir juga bangun nmlah di t:mah sengkefu ; ···-----------··-------

• B:-thwa saks:i I idnk ht."Ju so.'bnbnya Pi!uggugnt tid!!kj;trli bangun rvmah di tan11h $~Cn;ket:~., 

dan saksi think iahu :apa S('IJanyaAndi Wnrru tinggal di ianah sengketa.. ~---~-~~~----~

B::!hwa snkr>i linAAal di Cilal\ang SPjl'\k i~ir. Opu Pati nd;,lah mertunya S'iibir dan Opu 

Pati i:>en>andurn d,;ongM Opu Sruming, $<tksi !idak pernah lihat Op11 Pati tinsgal tli truuth 

Sl"n&ket~. y:mg ditinsgal eli tnnnh stngkda :adaluh Opu S::~nn it1g, tetapi snksi !idnk lihai 

Opu Sanning bnngnn nun<1h di t:~J~nh senskela; -···-·~··-------·----~-~--· .. -------~---·-

- Bnhwasa.~t'ti l'oius01 tingg1tl di nunah Opn Swming waktu dlmarah sam a Ot'MB hta. tidal< 

"ada ntrnah di I ooah Sl1'-ngketaselai.n nun illmya Opu Sanning ; ··-·---------· --~------·-· 

Bahi.VU atas keter.utgan saks1 h:rs~but Wntns, Penggugat dan Turur Tergugat 

m~"rlyatakan benar. e:erlangkan Tergugatl danll menyntakan Hdak benar; --·-·---~----·~ 

Menimbang, bahl.\"<1 untuk membuktikan dali! bantnhannya, Tergug<il. I dan t1 telah 

mengajukun 2 (dua} anmg saksi y<mg di ba,IW;'Ijl ~umpah tela.h menmmgkan padapukoknya 

se-bagai beril:ut: ----*~~---~------~--------·--·*-·-~-----------·~·-------~-·-----

1, SN<si MALA,l!ERANG : 

Bn!wva yang. disengketakan an tara Pengguga!: clengan pura Tergugat adalnh masal:ah 

lnnah yang tt!rletnk di Tnbbaja, Kefuralmn Cilallang, Kecmnatan Kamanre, Kabup<.lten 
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pui\Jh) A1<' ~·an~ balns·bnl:-~snyn arhbh 'Lnmt d.:-ngrut j:~lan raya, Utnr:t d,~np,a.n 

UklmslAwbo Ewa. St•luhm d..-ngnn Mtlnlah:l, Bar011 dcngan Opu Saing; ................. . 

Bl:llw.;;a y:u1g kuasnl tannh srngkela ada~;Jh Audi Wam1 knrcnn sejnk dulu Opu Pnti 

(oroos Itt~ /\.ndi \VI)rru) tlnggnl di !:malt srugkrla; ·-····································----

lbhv.m snksi kt'n<ll dEognn Opt! Sa.irg d;m or.mg tuomya bi'TTiama Oru Sarmins; -------

Unht~r1\ snlrsi tidAA prmah m r1ih<'ll Opu S.irlltint tingg::ll di lnnnh sengketa; ·--·--·--·-··· 

Bahwajnrnk nntnrn fl.lftlnh snksi densru1 !zmlt sengketa ±50 (lima puluh) met('r; ··:-... 

llahwa saksi kimill Op11 Mirn, snksi tid<'k p~'mah mengf"tahui kaJau Opu Mira punya 

tn.nnh rli il'.nM sengki'!n: ·······--··················-·············-·----·····------···--··· 

DahW<l saltsi kvnal Opu Lnnn~ yailu odiknyn. Andi Wanu, hubungnn Opu Llil!lna 

d.;ngan Opu s:aing ndal:ID Si.'pupu sa!u kru:; ·····-··-·······.··---·-·-·-·---·-·--u·-~
I\ahwn s:-tks:i lidak ptmah melihn.t ora<1g !ua Opu Salng bangun rumah di ta.n'llh 

li<' n.;;kei a ~ ----·········-·-·· ···-· -···· ··-·· ••••• ••• -----------------------------------

Dah'i.va Andi Mirn penmh min!a lrumh scngkcta kepad:a Andi Wam1 untuk ditempati 

n1mah "pondok, s-nks:i tahu k<trena lingsal didekm tana~ sengketa dan diberi \ahu Andi 

0 ; · WI.U"nl !roksi tidnk p€'mnh meniog .. alkrut kmnrn•nn · ------------------------•n•-·• 
~ • •• 0 ·- 0. • 

"' ~ Oahwa !n.noh lid-a!( pvm~h diseng.k~t:aknn se~lumnya. s-aksi pemah mengungsi dan 

sd~lah k'>"m bali clari pengungsi~ yMg I i:~gg-:U di lanah :sengketa adalah Andi W ruru ~ -

Balm"a Opu Sanning punya tannb di~belnh bnr~! t:anah s.:msketa; -------·----.---------

Dahwa bcnar Opu P::tli brrikM tanah k.;,pacla anaknya bemana Andi Wruru, yan,s 

l-!nngun mmnh di b:mM sengkt:ta adai<·.h Ar.di Warr..r, dvlu b:mgnn n1rnah pondok 

k,•mudian Sahir bangw1 rumah b::U.u d:m swna-s:lma Andi Warm tinggal di lanah 

·J~1ngkeln ; ------------- -- ----~--~~-~ ··- ~-. -··----- --- -- -------~-----·--~nw-w·----------
:Suhwa Andl Mira mempunyai annk, l'mksl ticlak pemah deng<ll" kaloo Andi Mira 

m•mjuallnonh sensket:?~, tanah yang dijual Andi Mira bukan tanah sengketa, saksi tidak 

pema.~ d<'ngnr .A.ndi Mira pe:tso'3ikM tana:1 sengkela; ---------------~-----·---~--· 

Bahwa tidnk 1)1:\rnah ~da OF.mg YMS dntan~ mdanmg para Ter.gugat untuk mcmbangun 

m•nah di tnnnh ~f'nght'll, yang ba}"M pajak l.anab sengketa 'i!ihtlah Sa.bir ~ ---------·--

- Bahwa saksi linggn\ di dekat tanah seng!-.ela v.-aktu keluw dar:i kekactuiWI, yang 

pl?l'tnmo.knli tinAgill di 1:mnh sengketz. waktu _l:elum- dnri kekacnuan -adalnh Andi Rav;e.; 

Ba!lwa Opu Pr-tli memang tinggal d\ tan'.l!t sengketa, W<lktu rurnah balu dibMgun Opu 

Puti surlah ul t>ninAAnl ; ---------·-······-----------···---------···-~-------------····-·· 

Bnhwa saksi tidnk pemnh dcnt,nr tan»l> ~ugketa. dibie:rakan di Desa alau di Cmnat, 

suksl tidilk pmullt dengnr tanah sengketn dijua! oleh Andi Mira kepada Peogsugal. ~ ~--

- Dahvva yang pert-amamcndirikan pondok di tanah sengkeia arlalah Andi Warm ; -~~u· 
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Bol:w:t rnksi tahu pemllik tanal1 Jtdalnh Opu Pat! 1-.~l·n:J. ~~~i lth;;.! ::>t'udi:-i ~cju.k dulu 

tinggal dl tat~ah sengke!a dan dia bnyar Jlnju!( ; -···--·-----·----------- ---·-·-·

I:in..1wo run.s kctenmgnn snk.:Ji 11roebut din!n.s, TcrgusnJ T da.1 I1 menynlaknn bennr, 

Turut Tctgugat mcnyntnkan lidak bennr, Sl:ld:.ngkan Penggugat me:nyalako.n a!mn ditllTlg::::api 

d:alntn kesilnpulan ; ···----·-·---· -·--------·------------ ·-----·-----·------·--

2" Snksi YAMIN D. POLAPA: 

Bahwa yang diseogketakan antara Pengguf5,al dengan para Tergugat .adalnh masaJah 

t:w:nh yang torlotak di Tabbnjtt, Kelurnhan Cilallang. Kocamatan Kamn.nro, Knbupatan 

Luwu; ·····----·-------~---·-·-·----·-------·~·-·-----·-·--·-·---·-·--· 

aahwa fa;tah scngke!a tcraebut arla bang:.:man, luas tanah sengketa tersebut 29 (dua 

rm:lub sembitan) Are yn.ng baJas-batasnyn adalah Utl'ra dengao S;;Jnuddin, Timur 

dengnn jalnn mya, Selatu.n d~mgan Maradona, Barn! dengan snwahnyn Opu 

Saing!Ambe Rahma!la (Pcngsug.at); -····-----·-·-·--·--·------·-~---·----

Bahwa yang mengu.asai tanah sengketa adalah Andl Warru (Tergu~ 1), yang tingga! 

di tana.h scngketa adala.h Subir (Torgugn.! ll) ; ··•n•----~-~---·------·~-----·----~ 

Bahwa Ar.di R:owe, perolt>h lanah sengkcta lersebut dari orung hlan}'a. tapi s:tksi tidak 

lahu :::iapa nama or.mg tuanya: --··---·-·-----·----··--·--·-·-----------------· 

Bahwa sejak jruii kepa}a desa p:.Da lnhun 1986 yang tlnssai di tnnah seaokcta adalah 

And: Rawe. sebelum tahun 1986 sn!:si tioak t.ahu siapa yat~g kuasai tanah se:ngketa; ---

B:ahwa saksi pemah mempert?muknn rutlnrtl. Opu Sains dengan ke1Utll"8anya dari 

Maros Untuk beli tanah sengketa lapi tidak jadl dibeli karena orang ternebut bilang 

'tanahnyaaaya punya keluargn.; --~u----·-·---·-·-·---·-·-·--·-·-----·---·-

- B:,\b•f.! .. ynns tln().S111 sektll"Mg di trutah sen,sketa adruah Opu Lanna; --~-·u-·---~--~-

- Babwa nksi tidak tabu as<J usut tanah senglwta teroebut ~ ------·-------------~---

- Bahwa A.ndi Mira tidak pornah bangun rumah di tan'ah sengJMa, waktu saluii ja.rli 

kepaladesn Opu Mira masih hidup ; -··-·---·-----·-----·-----·--~----~~---

- Bubwa sejak sakai ja.di kepala deaa, l(duk ada <lruos yang kcboraian utas Tanab 

Sengketa; ·-·--------------------------·-----~-----------------------·· 

- Ealnvablnah sengketas.da sum! paja.knya. ynng ba:yar peJak tan.ah sengketa ndalah Opu 

Rawe; ·-----·--·------·--·-----·-·-:-·-·-----------------------·-·-~---

- Bahwa buknn Opu Mira yang monjual «malt sengketa tm:ebut, aaksi tidak pemah 

mendengur bnhwaOpu Mirn menjuol tnna>t eengketfl.; ···---·-·-----·---x-·-----
- Bahwa yang menjueJ tanilh sengketa adaltili Opu Sena: ··--·-·-·-·--·---·----·--

- Bahwa Camat dua kali mongeluarkan sura! men,S1'nai tanab: &l"ngketa. surat yang 

' penama adalah )aracgm untuk nwmbanguu di tanah sen~ta dau surat yang kedua 

adalah pcnjelasru:t untuk penyelesaian mengenai tanah sengketa ; ··------·---------· 
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Dahwa mcnurultn:.rnt dwi Cams! yn.ng t~raklllr tin.;.sal di tanah sengkcta ud:!.lah Andi 

Ravve ; -·--·-~-~-~-~---~----------·---·-·-·-·-·------·-----·-·-·-·-·-·-

Bnhwa pertemunn di Crunal me.ngennl ttlfla."t sengkctn tenmbut n.dnlnh to.hun 1999· 

20()0, yang mengeluarkan t>Uf'IU mengcnai tanah sengkeia nda.!ah Carnal Ansnr 

Paodaka : • ·-------- - ----------• ------------·-----·------------- · --------

Bahwn yang bndir waktu tanuh sengketn dibicarnkan di Cnmnt u.dalah Opu Mira dllil 

yang Iainnya saksi lupa, yang dibicantkan a.dalah waJ..1u pcrtemuan di Camat adaJah 

masalah tanab sengkota dan puk Camal tQ!apl .. :an t.anah songkota totap mitik Andi 

• Bahwa aebelum anksijncli kepalu. desa, saksi tinsga1 W CitaHang; -----··-·-----···--· 

Bahwa etas ketcraogan a<&si terwebut diatas, Tergug-al l dan II menyatakan ben;u-, 

Turut Tergugat menyatakan benur, seda. .. sknn Penggugat menyaiakan nkan ditnngsapi 

dn!run kecirnpulan; ···------·-----·-·-------·-----------·-·-----·-·-----·~-~-· 

Menimbang. bahwa Turut Tergugat pula telah mengajukan l (dua) orang saksi yang 

di bawnh sumpab teloh moneru.ntkan pnda pvkol-..nya se:bagai brrikut : ------·-------·-·· 

L Saksi H. MADDU: 

• Bahwa yang tingga! sekarang di tanalt s~ngekta adalah Opu R!IWe, saksi !idak tahu dari 

mana Opu Rawe peroleh tanah sengket:t lersebut; ----···--------~-----···------

- Bahwa yang bangW'I rumah di tanah 3cngketa adalnh oPu Rnwe, saksi tidak tahu 

(): npakah Opu Snnning menjual tnnah seng.ketn terse-but;--------~-------------····-

~ , - Bahwa saksi tidak apa ceLabnya Opu Rav:e tmggal di tannh sengketa tmebut, Opu 

Rawe tingal di tanah aengketa au dab lama yaitu :±: .20 ( dua puiuh) tahutl ; -----·-·----

• Bahwa stl.ksi tidak punya tanBh di dekru l.a.'llili sensket.n, jiU"'lk i!:Illi'tra rumah snksi 

deogan tana.h sengketa ± 100 meter; •n··----·-·---------------------~~---

- B<lhwa sak:Fi tinggaJ di Cilaltnng: sejak lahir, 11:aksi pemah tlnggalkan Cihtl1ang wal-.1u 

serohlbo!oo. setelah gerombolan llnkGi k>::mblt!i ke Cltallang ~ -----~-~---·-·-----~ 

• B'lthwa Getelah gerombohm Andi Min.)'rlllg. tinggal di taneh sengketa; ~-------·-----

. Bahwaromab Andi Mira dibakar sebelurol ~uk hutan; ----·-·-------·-------·--

• Bllhwn aetelnh ssksi dari hutun., yang k~fjaftcmpa!i tanah sengketa adalah Andi Mira, 

bruu Ambe Ra.hmatia (Pensgugat) kernvdioan Opu Rawe munpai sekara:ng ; ·····---~ 

:Sahwa &aksi pernah deogar tanah sengketa dibicarakan di bcamatan waktu Pak Gani 

jadi Camat, keputusan Cmnat waldu itu e.dalah Opu Saing yans punya tannh eeogketa; 

Bahwa Opu Sanning punya anak diant!U'anya Andi Mira. Opu Sa.ing dan Opu Guna, 

waku Opu Sanning moninggai. tanah soogketa diberikao kepada Opu Saing ; ··------

.: Bahwa saksi tidak pemah den,gvr Andi Mira menjuala tanah r;engketa, yang meoj unl 

tanah t~engketa kepada Ambe .blunati&. ada!ah Opu Saing. saksi tabu knrena saksi 

yang gombala kerbuunya Opu Sa.ing; -:------------------·-------~--

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



17 

Bnhmt Ft'l('lah r~·nssusm brli tll.flnh scngkela, din lang sung i<cT)n S'a\1",",:\ '········••u••• 

Ba!m"" sn.ks: tidnk tal111 tatum bcrapa Opu Mira mc-L.inggal, Opu Mirr1. ?.ril!ah ~:akak 

I l[iU Smup, , ................ --~~·····----········-········· ••• -· • ·• ·•• ....... -·· ·• ••· •• ••• •••• .... . 

H;,hwa ~;\}t:-:i li<l:tk talm r~p~ah Opu M:rad.1p:t ba,c;i:m lru1:\!1 dwi cr:llls lut~nya., ...... . 

llnhwn }'mlJ,; tin~ru dulu di !rut11h se1~~keta n<lalal1 Opu Sannins. du!u Opu S;mning 

hmd mnla knli di !Mall sen~rla. Opu !::nnnins mcmmam mnngga da.1 t;,embnll\ kt"rban 

di tmtah h':'tl_~kdn; •••·•••·•••·-~·-······-- ----------------···-··········-·••u••••••••••••••···· 

llnhwn bn!ru;: sebelnh uiara tannh sengketa adalah Opu Selle; ·····-·····················

!3ahwa Opu Sanning di tanah sengketa. dibelakang ada rumahnya Andi Mira tapi 

dibakar cl""h li"nlara B.;>l;u;da ~ ··- ....... ···················--·-····-·-·-····---····~-~-

Uahwa IMah yang dijunl Opu Sain;:_ kPpada Pengsugat nrlaJnh mulci rlari !:tr~nh 

$enskera srunpai sa'oA.-ah, ssksi tabu ha..,ya di!ngat dari orang;---------------------·

Ilnhv.-a saksi t idak keoal Opu Pnti ; -· ---------········-······-~······-·-·-·-·-·-·--

Bahwa saksi tidal< talm apakah Pertggug,at pemnlt bangun rumah di lannh st>n,gketa d::m 

Penggug~t hanya ke~'d sa wah ; ·····-·······------------------····- ---····---···--·-

Bahu>a atas keterangnn saksi tersebul &n.tas, Turut Tergugai menyatakan benar, 

P<e'n.~;sugat ada bcnar dnn ndn. ti&ak ben:lT, st'dans, Tergugat l dan ll menyataknn akan 

tlilanGgapi dal:vn kesimpulnn ~ ·········-··········----------------~-----------··--·········--·· 

., Sak!!li BAH.AR JUNAID : 

Bah;.w yang disengketakan antara Pe"ngsugnl dengan p21'<l Tergugat adalah tanah 

perum:ahmt, satvah dnn kebnn yang terletak di Kelurahan Ci!aUang, Ke<:nmntnn 

Kamanre. Knbupaitn Luv.11, yang bntas-bal:nsnya ad:alah Timor deng'M jalan ray~ 

poros B-elopa. Selatan dengan Mtii Man:mgnrnng, Bnrtt dens$'! ~awahnya Opu Sai11g, 

Utara saksi lltlak tn:hu: --~·-*-~~--u~~~~-~~U···-·--~---~~-~~un-«•·-~~-·---~-----

Bai.wanunnh Ui tnnnh sen8keta ditempnl.i oleh Sabir; - ............. «•"*--~---·········-· 
Bnhv..'a pemilik tnnah ~ngkela lersebt:t adalah Opu Smming. saksi talm klllrena Opu 

Sanning ynn~; bukn dnlu, ,:llksi lihnt ;;,~ndiri Opu Saning buka tanall sengketn pada 

!nhun 1956 ; ······················-- ·- ·--··········-···---···-------~-----·-·-····------·· 

13ahwa seti1'1ah Opn Sanning me:linggai. lan<th sengketadikuasai Opu Sain.l); -----·-· 

Buh\o\"a Opu ~:nnning du knH b:;ristri dan islri kedmmya bemama Pnlallosa.;, Opu 

San:lin~ Jlllllyn rmnk (linnlanmya Opo Saing dan Opn Guna ~ ----·-·-·-···------·-

Unlt\va Sabir tinggal di tnnnh sengkela Y.ru-ena v.'Utu dia DANR.Al-.UL di Suli, dia 

bnngun rumah di lnnah sengketa. Sab;r bangun rumah di tanah sengketa karena dia 

sangka tanoh &-cogketa adaiah tanllil pttsakn.; ----······-···············-ww••--····-····-··· 

B:tllV!a Snbir kawin dengan orang Cilal!nng yang bernamaAndi Rawe sepupu sntu kali 

dengnn Op\1 s~ing: •••••H••-----···--·-·-------------~---····----·-·-·----······-· 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



18 

Bahv..'a snksi tidak kl.lnul Opu Lanna, ~cdanginm naksi hna.! '~n:ii Mira. ycilu saurlara 

kanduns Opu S11jns; ~-·····--~·-·-·--····--···-·---·----· ·------------·----~ 

Duhwn tnnab eengketa ndnlnh bnsinnnyn. Opu Mirn d&!l <lijual !\epnda Ambc Rnhmntin 

(Pcnggugat), tctjptu saks:i tidak tMu k~pn.n Andi Mirn monjual tanah sengketa; ······

Bahwa pada tahun 1976 tanah 6engkota dibi<:~rakan di Camat antara Opu Salng 

der.san Snhir, hnsil pembicnr.w~ di Cam:.! mengenn.i tanah sengketa menurut berita 

yang sak;;i dengur dari Rahma..'l., Opu Suing yang punya tanah svn&kcta; --------·-·-· 

Bal!wa snksi tidak tuhu <Ipak'.ili Opu Su.ing melarang wructu Sabir bangun rumah di 

tllrlab t.engketa; ·•u·-----·-·-·-·-·-·--·-·---·-·-·---------·----·--------
Bahwa so.ksi tidak tahu berapo. harga ta'1ah sengketa 1ersebut waktu dijual ; ···~··---·· 

Bahwa setelnh P'Cngg,ugat beli trutah ti ... ngket.a, dia tidak tor.1pati, saksi l.idak tahU apa 

s~babnyaPenggugat 1idsk temnpati aetelnh die. be1i; ·--~-·------~-----~--~---~ 

Babwn tidak ada orang YllllS protesl(nldu Sllbir tinggal di tnnah seng.keta ; ·····~·-·-· 

Bahwa saksi tidak tahu apa sebanya nanti setelah Andi Mira meninggai baru tanah 

S¢ngk~;ta dipernoalkun ~ ····--·-·-·-···---·---·-·---·---·----·-·-·-·---·-·-· 

Bahwa ynng b<U~gun rumah dl taush sengketa adaleh Sabir dan Andi Warru, 

Pengsugnt tidak pernah tinggal di tanah sengketa ~ ------------·---~-----·---· 

Babwa Andi Mira pemal! kc Sengkang r;ebelum menjuaJ. tanah sengkcta, Opu Mira 

y:mglangsung menju<dlmlab scngk#ta kepadaPengsugat; -~···-·-·--~~-·-·-·-·-· · 

Bnhwa saksi tnhu ka.lou Opu Sa.nning yans punya tanah sengketa ks.rena snksi ting.sal 

di <;ekitar tanah -sengketa dan kerbau saksi yang dipakai untuk mengeljakan tanah 

sengkei.a; ···-----~-------·-·-----·----·---·-·--·--·-·-·-----·---·-·-

Bahwa sllksi tidak pemnh melihat surnt bukti bahwa tan.ah sensketa m.illk Opu 

Sanning; --~~·--·-·-------------------------·-----·-·--------·---------· 

BMwa saksi tabu kal<n.~ Opu Mira punya bagim tanah dmi Opu Sa.an.iug karE>na dan gar 

dnri onmg., tllMh uengkata dijwll oleh Opu Mira setelah pulang dari Seng.kang dan 

selelnh dijual, Opu Mira ke Kolaka; ···-~·----·-----·--·-----~---·---------

Bahwa atas keterangan rnk.sf tenwbut dial.a!!, T11l1lt Tergugat menycttakan benar, 

Penggugat serCa Tergugat I dan ll men~ a.lam ditnnggapi dalam kesirnpulan ; --·-----

Menimbang, bahwaPenggugat tel$ rnengajukan kesimputan tertangsui 12 Januari 

2006, sementara Tergugat I dan ll teJah men~ukan kesimpuhm tertanggal 12 Januari 

2005, sedansJcM TurutTergugat teluh men,g:Yuknn kealmpuls.n tert.angsn112 Jnnuri2005 ~ • 

Menlmbang. bahwa sehmjutnya Majetis menanyakan kepada par& pihak apak&h 

masih akan mengajukan sesuatu lagi namun para pihak meny-atilin tidak akan meng<ijukan 

sesuatu lagi dan mobon putusan; ----·----·----·-----·---~---·-~---·--------·---
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Mcnimbnng, bahw<1 untuk mt-mp"'n·inskat urai<u:1 putusan ini, maht r::~ph: ~eS1.mh: 

yrt!'£: l.:rmttal dnlam Berita Acara Pen.ida:1t;M (BAP) perkara lni merupakan sn!\J ::csn.tu:::n 

ynn,~ lidnk !c1visrrhknn d&na(lft putuetul ini: ----------------·---------------------------

TEN TANG HUKUMNYA 

M~nimh:ms, bahwa maksud dan h~iuan gug:a1a..1: Pensgugat adalnh seperti tcrncbut 

di;rlm; ~ --------- -----------------------· ••• -.-.-. ---·-----------. - ·-·------- • ~ •• 

·•••n Menimlmng.. bahwa Penggugat dn.lfl.'ll surai gugutonnyn pada pokoknyn menyntnknn 

bnhwa tannh obyek sengk~ta y:ans terletak di Kelurahat. CilaHang. Kecamatan Kamanre, 

Kabupa.ten Luwu adt>lah tanab millk Andi Mira yang barasal dari Opu Snnning, kemudian 

dijual oleh Andi Mira dan dibeli oleh H. Bt!ddu Waddi Aliu Ambe Rahmatiah (Penggugat) 

;;¢cern sah, sehingsa pensuasaan Andi Warm (Tersusni 1) den M Sabir (Tersutat 11) at:!.S 

lmah obyek sengketa adnlah perbuatan melawan hukum, sedangl;an scbaliimya para 

Tclgug<:il dan II dalam suratjawabannya pada pokok.nya ml!nyat.akllJt babwa tanah obyek 

sengkct.1. yans sekurans dalnm penguo.:saan para Tergugai adalrut mllik pru-a Tersugat 1 dan 

II yang bernsa.l dnri Opu Pnli, sementnrn f!.. Andi Masn.ins {Turut Terg:ugat) dalrun surat 

jawabnnnya pnda pokoknya membenarkun ,;ugatan Penggugat bahwa tanah ()byck sensketa 

adaiah ;nilik Andi M:ra yang berasal tlari Opu Sanruns kemudi2n dijual oteh Andi Mira dan 

dib~li clc:h Pengsugat; ------~-------------~---------------·-------------------

Menirnbang, bahwn kruer.:a da1il-i!1'\Jil gugatan penggugat dibantah oleh para 
I, 
.; • Tergugal l d<ltl. fl. maka Penssusat dit-eri ke;;empatan. tmluk membul-'tikan da.lil-dalil 

~osntaanya, set~lllil itu pam Tergugul I dnu II diberi kcsempatn.n untuk membuktiken dalH

da1il bantahannya Hal itu svsuai P).Sal 283 RBg./lS<i.S. KUH.Perdata bahwa barang t.iapa 

yang M".ngatat,.q mempuoyai suatu hak alau mengatakan sesuatu perbuata;Vpcrlstiwa 

untu!J: me-nesuhkan haknya atnJJ untuk me-mbn.ntah hak ornns hUn hnrus mentbuktilrn.n hak 

itu l.Ucu adanya perbuatan/peristiwa ter.:;ebu:., densan latta lain bahwa sinpa j'atlS 

mendali!lmn r;csuatu maka dinho.rus mumbu'h.iikanuya; -~·-··-·-·---~-~----------·---

Men!mbang, bahwn unluk membuktikun d:alil-da.!ilnyn. Pengg:ugut telah 

me:ng'\;iukan 4 (empnl) bukti surat dan 3 (tig3) orang saksi, sedoogkan Tersusaf l dan II 

telM mengajuk:m 11 (eebeht3) bukti sum! dan 2 (dua) orang saksi, semen!ara Turut 

Te:rgug.at tclah mengajukan 6 (Emun) bulcti s:uro.t danl (dun) urangsaksi; ···-~-------·-·· 

Mcnimbang, bahwa setel<!h membru::n drm mcneliti densan seksama gu~ 

Penggugat .serta jawaban para Tergugal Jan Turut Tergugat tersebut, maka Maje!is 

berpendapnt bahwa pokok pennasalahan do.!am perlrota tni edalab benarka.h tanah obyek 

sengketa adalah t2nah millk Pensgugat yang dibeli secara salt dari Andi Mira ; ---·------

Menimbang, bahwa Pengugat da!am posita gugatannya menclalilkan bahwa tanah 

obyek sengketa adalah tnnah b:agiannya. Andi Mira dari orang tuanya bernama Opu 

Snnnlng. yang mana Andi Mira dipauggil uleb H. Andi Mnsaing Alias Opu· Saing (Turu! 

Analisis Hak..., Sahrawati, FH UI, 2009



20 

Tl.'fSU&:<~Vsaudara kanduns Andi Mirn) t:.n1uk mrmgurus b::giannya, !.;~'ln'Jdian tnnnJr obyck 

seagkcta did<tpal:knn Pcogsugat melalui proses jun.l br:li antara Penggus:u dcng:tn Andi 

Mirn (Aimnrlmmn.h) pn.dn ttthun 1964 schnrga Rp. 25.000,- {dun pu!uh limn ribu rupiah), 

dirnm~a sebelum ll.'rjndmya proses junl br'li tcn:cbu!, Tl.'rguga1 I diberi izin unM: m<enclap 

dia!as tanah obyck twngkcta olell Andi Mira cnt!Jk scmo:ntara waktu saja.. namun kemudian 

T!'rgugn! II yang mempcrislrikan Opu l.annf\ (adik bmdung Tergusntl) turul scrta ting.sn.! 

serumal! diala.s tanah obyck scngketa dan membangun rumahnya secara pennanen; ·······

···-- Munimbnng. bahwa sesuai lt~t0rnnga.n saksi Ponggugat yaitu Abbas Saat Bin 

Srunniang. Budin dan Pisa pMn. pokoknyn mcncrnngknn bn.hwa tanah S('ngket!i nv."illnyn 

dikl!'rjnk!J!l olch Ntntk Anda lalu dibeti ol~h Opu Snnning. kemudi:m Opu S:mnins berli..-an 

hi.nM obyck sengkcta kepada analrnya yailu Andi Mira yang lalu menjunloya kepada 

Pt>n~gusat-, se\nnjutnya para !luksi Pensgugat menerWJ:&}mn pula bahwn saksi-sMksi tidak 

tabu :1pa sebabnyn para Tergu_sat I dan II mengunsai dan memba.ngun rum:ili dimas tanab 

ob;:ek sengketa tersebut, padahal retalm meraka lanah obyek ~ngketa adalah milik 

Pen&gugni yang dibeli dnri Andi Mira, rlan aehmjutnya saksi Budia menenmsl<an p~la 

bahwa ta.nah obyek aens;keta pemah dipereoalkan di Kutor Deaa : -·-····-·-·----------

Menimbang. bahwa kelenmgan &eksi Penggugat terrebut dikuaJkan o!eh keterangan 

~ :· Saksi Thrut Terg.ugat yaitu H. Maddu dan Bahar Djunaid yang pada pokoknya 

~'menerangkan bahw~ ta.nah obyek sengkettt. ndalah milik Aodi Mira ynng ben;al dari Opu· 

St1nning kemudinn diju111 oleh Andi Mira kepada K Beddu/Ambe RIUu:r.a.tinh, sehmjutnyn 

para 6Wi.Throt Tcr,p1gat menerangka.''l b:a.'iwa caksi tidak tabu apa sebnbnya Oyu Ra~ 

(T~gat 1) clan Sabio (TtfSUSttl ll) bi&a tingsal dl tanah obyek senskt:ta tersebut: ~~~-~~~~~ .. 
Menimbang. bahwa bukti sunU yaitu P.l, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh 

Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu foto copy surat 

perdjan~ian (P.l) bahYI'a Andi Mira meogaku monjual1anah bagiannya dari Opu Sarming 

kep!lda Penggugo.t sellargn Rp. 25.00().~ (d:.~a puluh lima ribu rupinh), lalu foto copy surut 

ptnyak:aitL.< dad mantan Kepala Deaa Cilallang Rahman R. (P,2) bahwa. berhubung Ka.rena 

pada tahun 1967 Andi Warru (Opu Rawe) pad:a. waktu itu sang::i susah tempat rumahnya 

maka Cpu Mira seinku keiuarga terdeknt r.ln.ka ditempniknnlah dintas tanab yang ditempati 

sekarang dan sejak berlnkunya pembayaran Jpeda yang bayar Ipeda a.dalah Andi. Mira 

kemudian pindah kepada Amb.Rahmatiah (?engsugat) sesuai da!\ar Jpeda No. F 21, 1alu 

foto .copy eurni dari Kepaln Desa S. Djufri kepuda Kepala. Pengadilnn Neg.eri Palopo (P.3) 

bahwa perihal sengketa tlllt'.ili antant~'\ndi Wcrru dan Andi. Mira yang besetter adalah Andi 

M:ra!Amb, P.ahmatiah karena dialab. yang aelalu membay<lf Ipedanya sejak berlaku l?eda 

di Wilayab. Kabupaten Luwu dengan bukti dalam Piagam No, F ll alas nama B.eddu Waddi 

(Amb.R.ahmaHah) mas pengopenm Andi Mira, selanjutnyadlperkuat foto ropy tanda teri.ma 

uang p')mbayaran pajak Ipeda 1977 (PA) ol!Jh KcpalaDlJsa S. Djufri;. -·····------~-~~ 
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Menimbnng. bahwa para Tergugat I dan I1 memba:ntah da.lih!alil Pt'nsgugat 

\e.rscbut dengan dalil bahwatanah obyek sengketa adalnh mi!ik para Tergu.e;at 1 rl:m II yang 

bt'l1l.Su.l dtri orn.1g funnyll bemnma Opu Pati dun Ancli Mire p~mnh tlnun.! dlllln.s tun11h 

o\Jyck scngkota banya kUTona diberi izin oleh Tcrgugat I, yang untuk membuirtikan dalilnya 

lcrs~but para Tergugal I dan ll mongajukan 2 (dua) orang !Hlk»i yW!u Malnbernng dan 

Yamin D. Polnpa, namun htm}'U snksi Mn.lnt<ernng yang menerangkan bah\;,rn tannh obyek 

scngketa bcrasal Opu Paci (onmg tua 'tergugat I), sedangkan saksi Yamln D, Polapa 

rnenera_'1gkan tidak tabu asal uaullanah obyok t~engkota. dia hanya tahu pornoalan tanah 

seteln..~ menjnbal Kepala Dean pnda tahun 198:0-nn dan Tergusat n yang mcmbnya.r pajak 

Ipeda!I'BB-nyn karena pw-a Tt:r(')Jsat sebasai last be sitter {berkedudukan terakhlr} diatas 

tannh obyek sengkefa teNel::uf; --------- -·-·-------·-·-·-~-·-·--·--···-·-·-·---·-

Menimbang, ballwa meng:e-nui buirtl aurat T.l, T.2 dan T.3 yang diajuknn oleh pa:ra 

Trrgug!lt I dan li bukanlah men.-pakan bukti pemilikan hak alas t.anah obyek sei>Ske!a 

n11.mun hanya merupakan buhii pomba)wan pajak Ipeda!PBB dari Tergug<U 1 sebagai 

besittser dialas tannh sengketa, ecmt'!ntnn\ dui bukti surtll T.4. T.5, T.6, T.7, T.3 dan T.9 

tid$' 1:1~un yang menyataka.n babwn tanat. obyek sengketa Malah milik Andi WemJ, 

\ malah:m membuktikan bahwa ae:jak tahun 1978 temyala taoah obyek scn.;ketn. tchh 

,, dipernoalkan antarn Andi Warru (Tergubfii. l) mclawan And,i Mira dan H.BedduiA.mbe 

Rahm:Uiah (Pengsugat), sehing.ga terbit sura! rurtera hUn dari. Carn3! Be1opa., Kcpal:; 

Bahagian Pef.dnto. Peng1ldihm Nesef'i Pclopo, Kcmnn~an Se~or Kepoli.sinn Bajo pa.da 

pokolmya bahwa berkaitao kasus antara AMi Werru rlengan Andi Mira dan RB1l'ddu!Ambe 

Rabmru:iah mu.ka dibarnpkan kedua behili pi~ak untuk tidak me!akukan ke:giatnn diatas 

tanah sengketa sebelum ada keputusa.n dad PensMitan Ne,seri Palopo, sedar•s".an 

keb¢radaan Andi Warru dia!as tanah sensketa banya sebasa,i last besitter (bcrkedlldukan 

terakh.ir) yang apabila ada pihak lain yang 'llOrasa berhak atas tanah wngl«lta tersobut maka 

dapru. mensajukan guga!an di kn.ntor Pengndilan Negeri Pnlopo; «K•-------~-~--------

Mcnimbnng. b1ihwa rncngonai bukii T.lO dati Llll'Bh Cilallnng hMya ketorangan 

bahwa And! Rawe (Tergugat I) tida.k pernah melalaikan kewajib;mnya membayar PPB 

lanal; sengketa ten;cbut, sednngkan bukti T.ll banya keterangan sepihak yang tidak culrup 

kuat mendukuns bukti-buktl S't.1t3l 1ainnya dari para Tergugaf. I dan n sehittsga paf.ut 

dikuampingkan; --------------------------------------.---·---------

Mev.hnbang, bahwa berdru;srl<sn W1liM perlimbangan diaias mnka. z,..uyelis 

berkesimpulan bahwa bukti sural: T.l aid T.ll dan keterangnn nksi dari pam. Tersugat I 

dan n tidak ~::ukup kuat untuk membuktikan kobenanm dali1 banfahanoya bahV<~a tanah 

obyek sengkt'ta adalah milik para Terguga! I dan R yang berasal dari Opu Paii1 sebaliknya 

bukri sural P.l sld 1'.4 dan kerenrngan saksi d<lri Pengsugnt oulrup kull1 untnk membuktlk>.n 

kobenaran dalil gugatsnnya bahwa bmah obyek sengl«>ta ..Jalah milik Pooggugnt yang 
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dibe!! Pl."nggugat secua snh dari Andi Mira yang mC"rupakun lwtah bagiarmya rlaT. Opu 

S:mning, yrulS mrma daltl gugatan Pengsueat tcrsebut tel~h di3kni kebenoronnya olth Turut 

Tt1'gugn.t. olah knr.:na itu prtitum Pensguent pudnpoint 2 dM1 horus dikabulkn.n; ··--·-··-

Menimtmng, baltwa sesua.i kt'tcransM saksi-sa.!.:.r;i baik dari Penggugat, para 

1\•rgnga.t dan Turut Tergugat lernyata benur trurah obyC"k scngke!a sampai se karans berada 

dalam pens,urum.nn para Tergug.nl I drut n. meskipun Pensgugni Ielah memperingnlknn n,;ar 

para Tergugat tidak membangun rumah secara pemm.ncnt dia:as tanah sengkcta. oleh 

l:nrena itu Majolis bcrp"ndnpat bahwa pofitum Penggugal padn point 4 hanm dih11bulkan 

ynitu menyatnkan paro Tergugui I dan 11 telnb melakukan perbuuliUl ruelo.wnn hukum, 

:;e~idaknya-iidoknyl'. melawan hak Pengsugat sebasni pemilik hak o.tns tan:J.h obyek 

t>.:'ngk~la. ferncbut s.Jbingga Peoilsgugat srunpai sek:arntlg Ielah dirugikan haknya untuk 

meng.uasai dan memanfaatkan tanahnya ~ ~~~-----------~u·--·-------------·-·-----

Menimbang, bahwa oleh karenn Ielah terbukti bahwa laru:ih obyek scnsketa adalah 

milik PonggJJgat, maka Mijelis berpendapllt bahwa petilum PenHugat pada point S harus 

dikl:'!bulkan. ynitu me:nyntakun SQgala perbua!an hukum atas tw:t.ah obyek ecngketa dan 

_ .su.-ru:-snrai:,yang berhubung.an dengan tanah tersebu! yang terbit tanpa sepengetahuan 

~ Pe.nggu~;il.a\i:ruah lidnk sah dan bata1 d.'lmi hukt~m, selidak·lidaknya tidak mempunyai 

- kekuatan hukum yang mengikat; ---·--·-----·-------------:--------------------·-· 

Menimbang, b:iliwa oleh karena telmt t::rbukti bnhv.ca taoah obyek sengketa adalah. 

milik Penggugat, ntnkn. Mnje!is berpenrlej)S! bohwn. petitur.:t Penggugal pru:ln point 7 hnrus 

dikabulkan., yaitu menghukum oara 1'ergugat I dan II dan atau sispa saja yang. menguasa! 

obyek seng.keta, baik secara s:miiri-sendiri m-.wpun bersama·sama untuk rnenyen.W.kan 

kembali obyek tnnah sensketa k'pada Pensgugat dalam keadaan t!tuh dan scmpuroa tanpa 

syarru ~ ----~-~-·--·-----------w~·~-·--------·-·-·--------·-·-·----~-----·-

Menimbang. bnhwa mangon<h tuntutan Penggugat agar menghukum para Tor.gugat 

I Joo I! untuk rementa.rn waktu menglv~ntikan seluruh kegiatan diatas obyek sengketa 

:stuP.pn..i dengan pulusan ini berkokua.lnn hukum tetap, meskipun ada upaya hukum 

p'l-rlav;.·anan, banding dan k~asi, menurut Penggugat tidak d:apat dikahulkan karena tidak 

t'IICI'olenubi :syarat-syaraf yang ditentukan dalam Pasal l91 Ayat (l) RBg. dan/nlau SEJs..{A. 

No. 3 .'I ahun 2000, yang. tru1na bukti sUI"a! P .1 &ld P.-4 telah dihnntah oleh para Tersugnt I 

dan n ton tang kebellarannya sehingga putuso.h ioi baru dapat dijalankan setelah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, oleh lrorenaitu petitum Pengsupt pada point 6 htl.f'Ul! ditolnk; -------

Men1mbang, bahwa Pengugal dala.m gugatannya memohon asar diletaklrut e'ta 

jaminan (com;ervatoir beslaag) afas tanah obyok sengketa dalam perkara ini, rnenurut 

M.Y.:Hs bahwa. tidak ditemukan ad:!lllya nlasan yaog kuat untuk mll!lakukan perryitaan atas 

tanah oby~k seng,keta tersebut kw"ena selama ptoses pe:rsidnnsnn berlanssuns tidak 

ditemukun bukti (:Ukup adanya usahadari para Tergugat r dan n uutuk mongalihkan k{!j)a.da 
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pilmk·rihak !:1in trura!: obyek F~nskcta tcr;;rbu~ oh:·h l:arena itu peiiturr. Peng,gug.t! p;jda 

point 8 hnrus ditolnk: -·----~---M------·----- -----·-····-·-----~-------~-----~·-· 

Menimbn:1s,, bn.hwa selnin itu Penssusat memohon nsnr pnrn Tergugnt I clan n 
dihulwm pula tnembayar nang j>a.k:la (dwangsom) setiap hari keterlambaian atau laJai 

rl~Cng:ut tidak mengindalU.:w teguran atau putusan yang ada kaitannya dengan pcrkfl.fa ini, 

hal mnnn menurut Majelis merupnknn tuntutnn ynng tidak relevan dn.n sangat bertebih:m, 

mrngio1gat apubila putu1.1an ini teleh berkekua1an hukum tetap maka Penggugai dapat 

mougn:jukan pormohonan ekse.kusi ntaS putusan porkara ini, oloh k:~reoanya potitum 

Pe:-tggugnt pnda point 9 hnrus ditnlak; ··--·----------·---·---------·------------· 

Menimbang, babwa oleb karena gugntan Pr:ogg_ugal diknhulknn aebn&an maka 

pelitum Penggugat p::.da poinl 10 harus dik~ulkan yaitu para Tergusaf I dan ll bersama 

Turu! Tergugnt dihukum secarn lrutsguu; renteng untuk membayar segala. biaya yan,s 

limhul daJarn perkara ini; -----~------~---·······-·-----------------·--------------

···- Mengingn.t ketentuan dalam RBg. dan KUHPerdata serta ketcnruan hulrum dan 

peraturan perundang-undangan lainnyu ya..ng benisngkulnn denganperkara \ni; ··--·---·--

MENGADILI 

.l,leosaJ>ulkan sugoiao Peoggugal seb"lian; -----------------------------------

2 .. Menyatakrm dalam hukum bll...'IWa. tanah ynng !Uni melijruii abyek sengketa. yans 

pertama·kali ditunjukkan oleh pibM TW"'llt Tergugat (H. Andi Masaing alia:; Opu Sains) . ..-
betlar adaln.h tanahnya Andi Mira (Aimathumab) yang berasal dari urang tuanya 

bernatrul Opu Snnning; --·-------·-------·-·---------------------·------·---·-

:t i~f,;nyataka.i dillam hukum bahwajual bell anlara Penggugal dengan Andi Mira adalah 

sah menurul hokum;--·--··----------------·---·-----~---·--------·-------

4 Menyataknn .dalam hukum btthwa ubyek senske-tn yang seknrans beruda dnlnm 

penguasann pam Tergugat I dan n adtiah perbu'Dn melawnn hukum, setidak-tidakoya 

motawan hak Penggugat; ---···----------------------·--------·--------· 

5 Menyn.takwl dalnm hukum buhwn. &esata perbuntan hukum alas Uumh oby~k sengketa 

dan sl..IN!1•surnt yang berbubungan dengan lanuh len;ebut yans terbit tanpa 

sepengetahuan Penggugat adalah jelas tidak sah dan batai demi hulrum, setidak

tidaknya tidak mempunyai kek-uatan tukuin yang menglkat ; --------~----------·---

6. Menghukum para Tergugail dn.n ll dtu1 a~ siapa s:Ya yang rnenguasai nbyek ~;engketa, 

baik secara rendiri-oondiri maupun bm;ama-nama untuk menyernhkan kembali kepada 

Pcnggugat dalum k~a~adaan utub dan sompurna tanpaayarat; ··-···--·---·--------·-- ,.~ 

7" Menghukum para Tergugat I dun n bersama Turut Tetgugat secara tangsuns ren!eng 

uotuk mernbayru- segalo. binya ,aog tlmbul dalrun perknra inl sebesar Rp. 702.000,· 

('I'ujuh Ratus Dua Ribu Rupi!lh); ---·-----------------------------·-·------

. 8. Mr':nolak gugatan Pen88Uga1 setebib:nya; ··-----·-.... ·-·-----~----~---·---·-·--
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· .. ·- l )em ik i:m dipu1uskfln •lnlnm r:1(\nl p<'m\u!jyaw~u'<1inll M ilJ" I is Hakim Pl'ng;,dihm N;'gt>ri 

!'a!opo pnda hX"i ~:run is,!nnggal 26 Jnrm:u-i 2006, ol<'h knm i It A TCH'lfl.- RARl, ~11. :S('I ~1ku 

~:t'ltm MajcJis s~rtn MUHAMMAD DJAMlR SH. dan 7,ULI..::IFLI Sm .. TAN, SH.Mlt. 

mnsing.-mnsin;., se-lnlm Hakim Angg.o!a, p1.1tusnn nHUHl. rliu~apkan pndn hnri Sen in !:m,a:.~nl 

l3 P.:brunri 2006 datm1 .o;idang yang di11ylllakan terbuka untuk umum olclt MU;it-lis H:.tkim 

tt~rsebut clenJ~M dihnntu oleh NURCA YA, SU selaku PM it ern P!.'ngganti Ptngadilan 

~h•gcri lt'I'srtml dM diltadiri oleh nAHAJUJDDlN BADARU, SH.MH. ~"elaku ku~a 

P~·ngg,ugnt dan ANDl MUKl'I AMlN selaku ki1asa p<.ra Tergugat I dan ll tanra h;~dirn~a 

Tnntl T~rgng::1t . 

HAJC!M ANCGOTA !IAKI~l )(f.TUA 

t. t. d. 

I. MUHAMMAD llJAM!R, Sl!. FAT\;HUL BA!U, SH. 

' WLKlFL! SULTAN, S!I.MH. 

JlAJ';:1'fERA PLN:GGANTl 

t.t.d. 

l\1JRCAY A. SH. 
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PENGA!~iL;,N TINGGI MAKASSAR 
l! }t•nd. Unp Su,l~0lMrj(l Km . .I 

Tlp. 4A8365 Fax 44836b 

--·------·---------~M~A~K~A~~~A~R~W~23~2------------------

PU./18/ /.~·/Hpdt/OLOJ/1.Y1006 
Seberkas perkara dan satu cksamplar 
sa!inan putusan Pengadilan Tinggl 
Makassar 
Pengiriman berkas perkara perdata 

Kepada 

Ylh. Ketua Pengadiian Nc~eri 

....... , ... ·.~-~~!": -~············" ...... . 
Di 

"''"'"'"'"'':~ •. t:-. .,.:.?...,~ ..... .. 

Bersama ini diklrim kepada Saudara seberkas perkara Pengadilan Negt·ri 
:e.. ;)w ;, 1: ~<l ... 4 ... ..v5 d 

""""'''""""''''''''''''''"''·'""'""""'No ....... : ......................... " ............ an 1 {satu) eksamplo~r 

salinan putusan Pengadllan Tlnggi pada Tingkat Banding tanggal ... ..!.~---~;r::~_?_b_~~: .. ~~v 

No ...... 1'/~ .... /Pdt/ ..... >li& ...... /Pengadilan Tinggi. MKS dalam perkara : 

Me: a wan 

--~· ..... ~.: ·-·1~ -~-·- ... .- . ..,.,. ·"'·~ 

Dengan penn!ntc<tn agar l~ml),>r II dcwl pengrmtar ini dikembalikan 1-.t• 

Pengadilan Tinggi Makassar soztelah berka~ perkara ter!>cbut ditc.:rimn dan puht~.'ln 

banding temebutdiatas segera diberilahllkan para pihnk yang bersangkutan d<11' 

kernudlanagar relas pemberitahuan isi putusan banding t.:rsebut dikirim pula 1-.t· 

Pengadilan Tinggi Makassar. 

-•':.d.l~ ,..,.~_;, 4~ ~~ • .... ;;. .. ,;;... .. _: 

(epada Yth : ..• ~ • · .,.~.; ... 1_, "'"'"" 

2:: ... ~:~.' .:.f.:~~- ... '''"" 
tng .:..::wJ»JJ.~ .• .O~ ......... ., ...... . 
Urihan -~~:~.¥.;~~!; .. ,..,"" ...... .. 

.;.&.-mt'O 
n -·····-·"·"···· ........................... . 
n .............. ~H. ................. . 

,_,ojj,_.,.,J_; .. - ..;~ . --:1.---.. __ ,,,_._>i)J ....... ..., 
...... ''" .. "·:·-t-:i>oa:ti~-- ~·i'~:~i" ...... .. 
1ng .............................. , ........... . 
:rraban .... ~.~~-~!.].~~ ............. . 
n ..... " ...... ':'.~.~--- .. .. 
n ... " ........ ~!':1\-......... .. 
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P U T_!LS A N 
Nomor 179/PDT/2006/PT.MKS. 

OEM! KEADILAN 

BERDASPRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

~-~--~-- Pengadrlan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

' ~erdala dalam peradilan lingkat banding. telah mengambil putusan sebagai 

· :- berikut, dida!am perkara gugalan antara :-·-~----·---···--····----··----·n----···----··--· 

i. ANDI WA,BB.U. bertempat tlnggal.di LingY.ungan To11d0' Ta:nga RVRw 

04/03 Ke1urahan Cilai!ang, Kecamatan Kamanre. 

Kabupaten luwu, sebagai PEMBAND!NG - semula 

TERGUGAT I:-··--------····---... ·-·------···-····--···· 

2. M. SABIR alias HERMAN ROY, bertempat tlnggal dl Ungkungan Tondo' 

Tanga RVRw 04103 Kelurahan Cilailang, Kecarnatan 

Kamanre, l<abupaten Luwu. sebagai PEMBANDING 

• semu!a TER("lUGAT II:·-·····-···----·-·-----·---

Keduanya daiam hal ini semula diwakl!i oleh 

kuasanya ANOI MALLAWANGAN. bertempat tinggal 

di Desa Rlwang, Kecamatan larompong, Kabupaten 

Luwu. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggar 6 

September 2005 kemudian diganti oleh ANDl 

MUKTI AMIN, bertempat tinggal di Kelurahan 

Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten luwu, 

berdasafkan surat kuasa khusus tangg.al 2 

melawan:·------

1. H. BEDDU WADm alias H. BEQDU MUI§.. partikulir, bartempat tinggat di 

Sabbang Paru RURw 03104, Desa Cilallang, 

Keg:~matao .. m ............... . 
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-<ecamatan Kamanre. Kabupalen Lvwu, dalam hal 

ln: semula diwaki!l ofeh kuasanya BAHARUOOIN 

BADARU,S.H.M.H .. dan N.I\SRUND MASHAR,S.H., 

Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di 

Ja!an Let. Jen. Pot Mappaodang I No.62 Ma\<:assar, 

herdasar'r:an surat kuasa khusus tertanggal 13 

Januari 2005, dan kemudian SE:leiah H, BEDDU 

WADDI alias H. SEDOU MUIS meningga! dvnia 

pada tanggal 23 Februari 2006. dilanjutkan oleh ahli 

warisnya yaitu HJ. RAHMATIA. H. MUH. _YUSUF. 

S<JMARNI, H. YAHYA, SUHESI. HARTATI, 

ZAI<ARIA, FATMAWATI, yang diwakili oleh HJ. 

RAHMATlA. yang bertindak untuk diri sendiri dan 

selaku kuasa darl ah:i warls !ainnya terseb~l dia;as, 

berdasarkan sural kuasa khusus tanggal 1 Mei 

2005, berternpat tinggal di Sumabu, Desa Kemanre. 

Kabupafen Luwu, sebagaJ TERBANOJNG ~ semy!a 

2. H. AND! MASSAING ali~s QPU SAING, bertempat tioggal di Kelorahan 

Suli, Kabupaten Luwu, sebagai IURUI TERBAN~ 

DING- semula TURUT- TERGUGAT ;--------------

------ Pe!igadilan Tinggi tersebut >---------------------------~-------·----·---

-n-- Setelah n1embaca :--···--···---·---·-·----~·--·-------·-------·------·---·u 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Agustus 2006 

Nomor 1791Pen/PdU2006/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut da!am tingkat banding ;---····-··· 

2. Berki!S ,.,,,,.,,.,.,,,, 
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2_ Berkas perkaw dan sun::k;.dr::?~ lh!o :·.:~r.g bemubungar. dengan perkara 

ii:! rs etbut ; ·~·------------... -~--------- ---·----, -··· .• -~·Hu. --------· ... --- ---- .. ---··· ...... __ ----- __ 

JENTANG DUDUK PERKARANYA 

···-··-· Mene:dma dan mMgutfp keadaan~keadaan mengenai duduk perkara 

seperti tercantum dalam salinao resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 

13 Febroari 2006 Nomor 31/PdtG/2005/PN.Pip., yang dtucapkan dlmuka 

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan 

dihadiri oleh Kuasa Pengugat. Kuasa para Terguga! 1 dan II, tanpa dihadiri oleh 

Turut Tergugat. yang amarnya berbunyi sebagai berikut >u~·----·····---~~-------~···· 

1. Mengabulkan gagatan Penggugat sebahagian :···u---------···u-·w~~----· 

2. Menyat.akan daram hukum bahwa tanah yang kini rnenjadi objek sengketa, 

yang pertama kali ditunjukkan oleh pihak Turut Tergcgat (H.Andi Massaing 

alias Opu Saing) benar adalah tanahnya Andi Mira (almarhumah) yar.g 

3. Menyatakan dalam hukum bahwa jual bell ('lntara Penggugat dengan Andi 

Mira adalah sa.h m~·nurut hukum : ----~-u-~-----~·~····------------·~---···-· 

4. Menyatakan dalam hukum bahwa objek sengketa yang sekarang berada 

dalam penguasaa.n pam iergugat I dan II adalah perbuatan melawan 

hukum, setidak-tidaknya melawan hak Penggugat :-~-~----.----------~----------

5. Menyatakan dalam hukum bahwa segala perbuatan hukum atas tanah 

objek sengketa dan surot-surat yang berhubungan dengan tanah tef'Sebut 

yang terbit tanpa r.epengetahuan Penggugat adalah jelas tidak sah dan 

batal demi hukum. setidak·tidaknya tidak mempur;yai kekuatan hukum 

yang mengikat :------------···M·~·-------~-·-··-------·~·-----· 

6, Menghukum para Tergugat I dan II dan atau siapa saja yang.menguasai 

objei< sengketa, balk secara sendili-sendiri maupun bersama-sama untuk. 

merwerahkan ..................... . 
< < 
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menyerahkan kcm!:>a!· kcpada Penggugal dalam keadaan ulull dan 

sem pu;na tanpa s y a rat ; ----- ·-~- ··----------------··"*·· ---------- .... ·--------· ......... --

7, Me.nghukum para Tcrgugat I dan II bcrsama Turut Tergugat secara 

tanggung renteng untuk membayar segala blaya yang Umbul dalam 

perkara ini sebesar Rp.702.000,00 (lujuh ratus dua ribu Rupiah):--·------.. -· 

~--------Menlmbang, bahwa putusan Pengadllan Negeri Palopo tanggal ~ 3 Fetuuarl 

2006 Nomor 31/Pdt.G/2005/PN.Pip. tersebul, Ieiah diberilahukan kepada Turut -

Tergugat pada tangga! i4 Februari 2006 ;------··••n••·-------···•n•u·-·--·-··••u••· 

------- Menlmbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding No.OS/BDIPdt.G/2006/ 

PN.Pip. yang dibuat ofeh ANY BUNGA,S.H.,M.H., Panitera Pengadl!an Negeti 

Palopo. ternyata pada tanggal 27 Februali 2006, Tergugat I dan ll melalul 

kuasanya A MUKTI AMIN, telah mengajukan permohonan banding terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 2006 Nomor 

311Pdt.Gl2005/PN.Pip. dan perrr.ohonan banding tersebut telah diberitahulr.an 

~ kepada pihak lawan pad a tanggal2 Maret 2008 dan 4· Oktober 2008 ;-------··-

------ Menimbang, bahwa sehubungan dengan perrnohonan banding tersebut. 

Pembanding - semuta Tergugat I dan U melalui kuassnya te!ah mengajukan 

memori banding tanggal 4 Mei 2006, yar.g diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Palopo pada tanggal4 Mel 2006, yang salinannya telah diserahkan kepada 

pihak lawan yaitu kepada Terbanding- semula Penggugal dan Turul Terbanding ~ 

semula Turut ~ Tcrgugat masing-masing pada tanggal 8 Mel 2006 dan 4 Oktober 

2006 ;---------------------------------------------------

------- Menimbang, bahwa Terbanding ·- semula Penggugat melalui ahli warisnya 

HJ.RAHMATIA yang bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa ah!i waris 

tainnya telah pula mengajukan kootra memori banding tertanggal 29 Mei 2006, 

yang diterima dt Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5 Juni 

2Q06, dan .................... .. 
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2006. dan sa!!mmnya telah dibentahuKar. C:un uiserahkar, oleh Jurusi!a Pengganti 

Pengadilar. Negen Patopo kep~d~ pihak !awan yrJ(.ni l<eoada Pembz,nding • 

semuia Tergugat t dan fl pada 1a11ggal 1 Juli 20C6 dan kepada Turut Terbanding-

5-amula Turut Tcrgugat pade tanggai 4 Oktober 2006 :-~----------------·~··u····--------

u •• ;*'. Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tfnggi, 

· kep~da pihak-pihak yang be~sengketa telah diberikan kesempatan untuk 

rnemeriksa ber't~:as perkara seperti ternyata dari retaas pemberi\ahuan tentang hat 

itu yang dibuat oleh M a s h u d, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, 

masing-ma5ing pada tanggal 1l3: Apri12006 dan tanggal 3 Juli 2006 serta tanggal 4 

Oklobe r 2005 ; --------- .. ------ · -- ---------- ------------- --------------- --------------------------

TENTANG HUKUMNYA: 

-~-~~-~~ M"'nimbang, bahw.a permohonan banding dari Pembanding - semula 

Tergugat I dan 11 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang 

dilentukafl Undang: Undar.g, maka permohonan banding tersebut dapat diterima :-

~ ------- Menimbang, bahwa did:atam memori banding tanggal 4 Mei 2006 yang 

diajukan kuasa Pembanc::ng - semula T ergugat I dan II. pad a pokoknya sang at 

berkeberatan atas dik:abulkannya gugatan Terbanding · semu!a Penggugat, 

karena batas·balas lanah senglteta sewaklu dilakukan "pemeriksaan selempar . 

tidak sama dengan luas dan balas-batas tanah sengketa yang diuraikan cleh 

Terbanding - semula Penggugal dalam surat gugatan, sehingga dengan demikian 

menurut kuasa Pembanding: semula Tergugatl dan II gugatan Penggugat adalah 

kabur, demikian pula para saksi Terbandiog ~ semu!a Penggugat dan Turut 

Terbaoding ~ semula Turut Tcrgugat dalam memberlkan keterangan antara satu 

saksi dengan saksi !ainnya tidak sa!ing bersesuaian. sebaliknya saksi-sal'..si yang 

l,e!ah diajukan oleh Pembanding - semuta Tergugat t dan II teiah memberikao 

keterangan yang bersesuaian dan mendukung bul~ti tertulis dari Pembandii1g ~ 

semula T ergug'at r dan n, sehingga putusan Majetis Hakim tlngkat Pertama yang 

mengabulkan ..................... . 
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nlengabulkan gugaten Terbarjing • S'?m'.JI~ !~enggugtJ! adalah tidak !e;:tal dan 

sa ngot kehru : -·------ ---- -- -~·4 • •• ••••• ·- ------------· .. •n• --- -------- -------·. •••n· .... -------- ------

·-·----- Berdasarkan aiasan-alasan tersebut d!atas P~mbanding- semula Terguga! 

f I dan ll menuntut ag~r pu:usan Pensadilan Negeri Pa!opo tersehul dapat 

dibatalkan selanjutnya dirnohon agar Pengadilan Tinggi Makassar mengadi!i 

sendiri - yaitu dengan menolak gugatan Terbanding • semu!a Penggugat atau 

setidak-tidaknya gugatan Terbanding - semula Penggugat dtnyatakan tidak dapat 

-------· Menimbang, bahwa pihak Terbanding - semula Penggugat. telah 

rnenanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra . memoli 

banding tertangga! 29' Mei 2006, yang pada pokoknya mengemukakan hahwa 

pertimbangan Majelis Hakim Pengaditan Negeri Palopo yang kemudiao 

di!uangkan dalam amar putusannya tanggel 13 Februari 2006 Nomor 31/PdtG/ 

2005!PN.Pip. tersebut Lelah tepal dan sangat heralasan menurut hukum karena 

darl faktB- fakta yang dlperoleh selama dipersidangan, p:hak TerbaMing- sernula 

Penggugat, te!ah dapal marnbuktikan hak kepem!likannya atas tanah objek 

sengketa oleh karena nu sudah sepantasnya!ah gugatan T erbanding ~ semola 

Penggugat dikabulkan, sedangkan pihak Pembanding- semula Tergugat I dan 11 

tidak berhasil membuklikan dalil sangkalannya ;--~--··u··--·-----------------~--•n••····

·------- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan telitl dan seksama berita 

acara per$idangan, pembuktian dari pihak ~ pihak yang bersengl<eta dan sa!inan 

resmi putusan Pengadllan Negeri Pa!opo tanggal 13 Februari 2006 Nomor 31/ 

PdtG/2005/PN.Pip. yang dimahon'banding serta memperhatikan memoli banding 

dan kontra memori banding yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, 

Pengadilan Tinggi menyimpUlkan a.danya kenyataan - kenyataan sebagai berikut: 

1. bahwa sengketa yang terjadi antara Pembanding- semula Tergugat I dan II 

dengan Terbanding - semula Penggugat pada hakekatnya adalah sengkeb: 

tentang ............. , ..... .. 
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ten\ang "kepemiliY.an· alas sebidang tanah seluas ± 800 M~ yang terletak di 

Liangkungan Tondo' T~ngnga. RURw. 04/03 Kf:'!uraiH).r. Cila.llang, 

Kecamatan Kamanre. Kabupaten luwu. dengan batas-ba\as sebagai 

Utara dengan tanah Zalnuddin :-·--···~-·-·····------··--·····------···------------

Timur dengan Jalan Poros Propinsi ;------~·-····-------······--·-············· 

Selatan dengan bengkel motor Syahru! Tiara ;~u·----··u····-------·uu·--·

Barai dengan sawah/tanah kering millk Penggugat ;------~·u···----···•n••• 

2. bahwa diatas tanah sengketa pada saat ini telah d!dlrikan sebuah rumah 

permanen kept!nyaao M.Sabir alias ~erman Roy i.e. Pembanding - semula 

Tergugatll bersama dengan istertnya Opu Laona, sedangk:an Pembanding 

- semula Tergugat I i.e. Andi Warru. s'!'ltelah Pembanding - semula 

T ergugat II mendiriXan bagunan rumah diatas tanah sengketa, sodah tldak 

lagi menguasai dan menempati obiek sengketa ;-----·--------------·--·-------

3. bahwa lanah objek sengKeta diperoleh Tetbanding - semuia Penggugat 

dengan ,cara membeli c'ari Andi Mira {a!marhum} pads lahun 1964, yang 

dipersidangan telah dibenarkan oleh H.Andi Masaing alias OpH Saing i.e. 

Turut Terbanding- semula Turut Tergugat sebagai saudara Kandung Andi 

4, bahwa dari pengakuan Turut Terbandi~g - semu!a Turut Tergugat, yang 

dikuatkan oleh saksi-saksi Terbanding • semula Penggugat dan Turut 

Terbanding - semula Turut Tergugat, 1erbuktl ba!1wa semula tanah 

sengketa adalal1 millk ANOI MIRA arm. (yaitu saudara kandung Turut 

Terbanding « semula Turur.rergugat) yang dlperoleh ANDl MlRA sebagai 

pembagian warisan dari orang tua mereka bemama Opu Sanning, yang 

kelika tan<lh objek sengketa berada dalam peoguasaan AND! MIRA pernah 

did![ika n , .. . . ,. ............. . 

I 
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didirikan rumah panggvng diatasnya oleh AND! MIRA, akan tetapi pada 

saat !erjadi pergolakar OIIT!I rumah tersebut dibakar :----··-··· .. ··-------.. -·-*' 
5, bahwa pihak Pembanding - semula Terguga~ l dan !!, te!ah membenarkan 

diatas tanah sengketa dahulv pernah adanya bangunan rumah milik Andi 

Mira aim, akan tetapi pihak Peombanding - semu!a Tergugat I dan II 

mer.dalihkan ANDI MIRA sebagai pihak yang "hanya menumpang" untuk 

sementara saja atas izin OPU PAT! alias AND! RARA sebagai pemilik 

tanah s€.\ngke!a y<:'illu orang tua Pembanding • semu!a Tergugat 1, dan 

setelah OPIJ PAT! alias ANOI RARA meninggal dunia maka objek 

.sengketG j:atuh waris kepada Pembanding - semula para Tergugat yaitu 

kepada Tergugat I dan isleri Tergugat IIi.~. Opu Lanna :-----.. n•u*:-·-------

0. bahwa tanah sengketa telah dipermasalahkan semenjak: tahun 1978, akan 

Q.. tetapi tidak sele-sai sel'!lngga terjadi gugatan dalam perkara ini ;----~··u····~

J!; ··~----- Menimbang, bahwa didalam mengabulkan gugatan Penggugat pada 

pokoknya Majelts Hakim t1ngkat Pertama telah rr.enyimpulkan obyel< sengketa 

tersebut adalah mi!ik rerbanding - semula Penggugat yang dibe!i dari Andi Mira 

pada tahun 1964 dengan harga Rp.25.000,00 (vide bukti P-1). Terjadinya jual beli 

tersebul telah dibenZ~rkan oleh T urut Tergugal sebagai salah seorang saudara 

kandung Andi Mira yang masih hidup. Kepemillkan Andi Mira atas objek sengketa 

ciiperoleh karena warisan dad orang tuaoya bemama OPU SANNlNG dan Andf 

Mira pernah rnendirikan rumah panggung diatasnya akan tetapi oleh karena 

adanya .pergolakan DIITII rumah lorsebul dibakar (lihal bukti P-2, P-3 dan P-4), 

kenystaan lni telah dikuatkan oleh keterangan saksi - saksl Abbas Saat bin 
' 

' Sammang, Budia, Pisa, H.Maddu dan Bahar Junaid dan sebaliknya dari bukti· 

bukl.i yang diajukan oleh Pembanding- semula Tergugat I dan ll dipersldangan, 

Maje11s Hakif\l tingkat Pertama Udak memperoleh bukti yang dapat menguatkar 

dafil sang ka lannya ; -~--·~-:··n~~-~-----·-----------------~··-·····--------·~*······-···--~ 

Menlmbang, ······"""""'"" 
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~---···- Me:-~irnbang, bahwa setelah memperhalikan kcnyataan-kenyalaan tersebut 

diatas adapun pE:-rmasalahan pokok da!am perkara in: aCal;;~h aoakah benar 

ptmdirian bangunan rumah :;>Mggung dia!as tanah sengke!a oleh Antli Mila alrn. 

;{. pada tahun 1950 ~ 3J'< yang diakui dan dibenarkan o;eh Pembanding semula 

Tergugat 1 dan II. berstatus rnenumpang diatas tanah Pcmbanding semula 

Tergugat ! dan I! ataukah Andi Mira mendirikan bangunan rumah tersebut diatas 

tanahnya sendiri, Pengadilan Tlnggi al~an mempertimbangkan sebagai berikut ; •• 

----n·· Menlmbang, b3hwa baik dari .\\:eterangan sal<si-saksi maupun surat~surat 

bukti yMg diajuk.an oleh Pembanding- scmula Tergugat I dan n dipersidangan. 

Pengadilan Tingg! tidak memperoleh satu buktipun yang dapat menguatkan dalih 

Pembanding - semula Tergugat l. dan ll sebagalmana diuralkan o!eh Pembandlng 

- semu!a 1 ergugat I dan II dalam )awaban tertanggal 7 September 2005, bahwa 

Andi Mira "menumpang" mend:Jrikan rumah dlatas tanah sengketa pada tahun 

1950 - an, sehingga dari fakta tersebut ha:rus disirnpulkan pendirian bangunan 

rumah panggung dieias tanah sengkela pada tahun 1950-an o!eh Andi Mira 

alm.tersebul, dikarenakan tanah sengketa adalah milik ANDl MIRA yang dlperoleh 

karena warisan darl ora,g tuanya bernama OPU SANNING sebagaimana 

dibenarkan oreh Turut Terbanding - semula Turut Tergugat serta saksi-saksi 

lainnya ;-------~··------··-----···------···-----··-----··---·~-·-------···~---~-··----u-·--

--·-···· Menimbang, bahwa dikarenakan tanah sengketa adalah milik Andi Mira 

maka perbuatan jual beli yang dilakukannya dengan pihak Teroanding - semula 

Penggugat pada iahun 1964 tersebut dapat dibenerkan ;----···-----··-··--·--u·----
~··---- Menimbang, bahwa o!eh karena itu keberatan yang dikemukaka.n oleh 

Pembanding - semula Tergugat I dan II dJdalam memorl bandingnya tldak cukup 

berharga untuk dijadikan ·dasar ,dan a!asan membatalkan putusan Pengadilan 

Negeri Pa!opo yang dimohonkan banding, oleh Karenanya keberatan tersebu1 

harus ditolak ;--------------------·--------u·----···-····----···-------, 

Menimbang, , .................. .. 
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~----~-- Menimbang M!anjutnya, bahwa ole1 Karena de:-nt'f.ian hal:~ya, maka 

putusan Pengadi:an Negeri Pa!opo tanggal 13 Februari 2006 Nomor 

31/Pdt.G/2005/PN Pip. yang dimchOn banding dapat dikuatkan ;---------~--~---·····~

t;(.- ----·-···Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perKa~anya Pembanding -

semula Tergugat I dan U harus dlhukum secara tanggung renteng unluk 

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradi!an, yang besarnya akan 

disebutkan dalam a mar putusan ini ;----------------------------------------------------------·· 

........ Mengingat. pasal 199 R.Bg jo Ketentuan Titel VII Rv. dan pasal -. pasa! lafn 

dari Undang-Undaog yang bersangkutan :·····-· .. ············.,u········u···~···----~~-~~~-

MENGADlll: 

-------- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I dan 

T ergugat ll :------------------------------------------- ----- --- -- -- -------- ---- ----------------

-------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Februari 2006 

Nomor 31fPdLG(20051PN.Pip. 'fang dimol"\onkan banding tersebut ~-------------------

------- Menghukurn Pembanding · semula Tergugal I dan II secara tanggung 

~ rer.teng untuk membayar biaya per'~ara dalam kedua. tingka~ perad!lan, yang 

dalam tlngkat Landinq ditetapkan sebanyak Rp.250.QOO,OO {dua ralus lima puluh 

ribu Rupiah) ;------·-------------------------------------------------···-·--~-------~~-· 

---·-·- Demikian diputuskan dala.m rapat permusyawatan Maje!is Hakim 

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari R A B U, tanggal 11 OKTOBER 

DUA RIBU ENAM, oleh kami Ny. HINORA Tl SUHANDARU.SH sebagai Hakim 

Ketua, HARSONO SOEPARDJO,S.H. dan SOLTONl MOHDALLY,S.H,M.H, 

keduanya Hakim Tinggi pada Pengadllao T!nggi Makassar seba.ga.i Hakim - Hakim 

Anggota. dan pada hari itu pula putusan tersehut dlucapkan oleh Hakim Ketua 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dlhadiri para Haklm 

Anggota dan Panitera Pengganti : MUH, All. B,SH. akan telapi tidak dlhadiri.oleh 

kedua belah plhak yang bersengketa.·--~~-----------------------------

HAKIM ................... .. 
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HAKIM-HAKIM ANGGOTA. HAKIM KE'TU.~. 

d.t.o. d.t.o. 

HARSONO SOEPARDJO, S H. Ny. HINDRATI SUHANDARU,SH 

d.t.o. 

SOL TONI MOHDALL Y, S.H.M.H. 

PANITERA PENGGANTI, 

d.l.O. 

MUH. ALI, B.S.H. 

Perincian biaya : 

1.Meterai putusal'\ .. "'''"n'"'''"''''. Rp. 6.000,00; 

2. Redaksi putusatL ..... '".H"'H"H Rp. 3.000,00; 

3.Administrasi ..... ,.H ....... , •••••••• Rp. 75.000,00; 

4. Pemberkasan ... Rp.166.000.00: 

Jumlah ... ... ... ... ... ............ Rp.2SO.O:JO,oo {dua ratus llma puluh ribu Rupiah) : 

'""n!;: r 
" '•':: ,, ' 

. ·, 

· .: ~"~an 
·· ·:.nni 

., 
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